BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian
intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu melaksanakan
pengelolaan risiko;

bahwa dalam penilaian manajemen risiko berjalan efektif
dan efisien perlu disusun Pedoman Manajemen Risiko
yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai
risiko tingkat Pemerintah Daerah dan di masing-masing
Perangkat Daerah;

dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungkan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



. Korupsi, Kolus1 dan Nepotlsme (Lembaran Negara “
Republik Indonesm Tahun 1999 Nomor 75, Tambahanj”'

Lembaran Negara chubhk Indones1a N omor 385 1) ‘
. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentangv_v,‘_‘

Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, |

| Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tan]ung Jabung}

Timur (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 1999;

Nomor 182, Tambahan - Lembaran Ncgara Repubhk‘j

Indonesm Nomor 3903) sebagalmana telah d1ubah dengan: ‘: ‘

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang{
Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 54 Tahun 1999 1'
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten‘”.

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung“:v

Jabung Timur (Lembaran ‘Negara Repubhk Indone31a‘ :

Tahun 2000 Nomor 81, “Tambahan Lembaran Negara?( :

" Republik Indonesia Nomor 3969§ | i
. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 te‘nta"ngi i

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbarang

Negara Republik Indonesm Tahun 2011 Nomor 82 |

Tambahan lrembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor*,f

5234) sebagaimana telah: dlubah beberapa kah terakhlrf‘;;‘ L
dengan Undang-Undang _N(h)morr 13 Tahun 2022 tentang;‘i “ "
- Perubahan Kedua Atas ":Undang—Uhdéng ‘meolr 1>2, ‘ o
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-“," f

Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indo*‘lesm Tahun ! -

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubhk*‘_ 5o
" Indonesia Nomor 6801); - : . \ :
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur“,lﬁ_

Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun[:j: T

2014 Nomor 6, Tambahan’ Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor .23 Tahun - 20‘14“ ‘te'ntarié‘i
Pemerintahan . Daerah. (Lembaran Negara Republik
' Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaranl‘

Negara Republik ‘Indonesia Nomor 5597) sebagalmana*-l““‘,:f‘
telah diubah beberapa kah terakhlr dengan Undang-“ O
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 1




- .Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Ta.hun 2020’ -

.Slstem Pengendalian Intern Pemenntah (Lembaran,‘
“Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 |

~ Tambahan Lembaran Negara Repubhk ,Indoqes1a 3Noxzno;{“‘ y

10.

. diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor,ljtr‘__.,
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturani":‘%_j:,.:,‘ﬁv |

Dalam Negen Nomor . 80 Tahun 2015 tentang;“‘: L
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bemta Negarai:{;:‘,ﬁ t

11.

. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunanfi‘;%;
Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur“j L

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2‘01‘4'te'ntahg‘::l .
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk   ‘  ;
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran  ; 

Negara Republik Indones1a Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 t‘entari{g'rf .

Admlnlstra31 Pemenntahan (Lembaran Negara Repubhki ‘} ‘
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran'
Negara Repubhk Indonesia. Nomor 5601), SR

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang clpta{ Sl

Nomor 245, Tambahan . Lembaran Negara Repubhk ‘}ﬂ,;‘ ol

Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangf"

4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenmg;.:;-,”” |
Pembinaan dan Pengawasan ‘ Penyelenggaraan‘. g

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhklf :

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran‘ .
Negara Republik Indones1a Nomor 604 1); ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015‘]_;,7»
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berltaf. L
~ Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebageumana telah TR

Rapublik Indone31a Tahun, 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur__j‘f;“‘}

Tahun 2016 Nomor 6);




Menetapkan

- 10.

1.

2.

11.

MEMUTUSKAN . s
PERATURAN BUPATI TENT ANG PEDOMAN MANAJEMEN‘ ;
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN‘ b

TANJUN G JAETUNG TIMUR

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 '

_ Dalam Peraturan Bupati ini'yang"dimaksud dengan.

Daerah adalah Kabupaten TanJung Jabung Tlmur

Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebaga1 . unsur

penyelenggara pemenntaha:n. dacrah. yang‘ memi.mpin;

pelaksanaan  urusan p‘emcrintahan,  yang . m‘e‘njad‘i:‘
kewenangan Daerah otonom. | S
Bupati adalah Bupati TanJung Jabung Tlmur o
Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten;

Tanjung J abung Tlmur

Inspektorat Daerah Kabupaten Tan_]ung Jabung Tlmur;.; Lo
adalah selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat’ f;

daerah yang merupakan. -aparat pengawasan o 1ntern1"~'*' :

Pemerintah yang bertanggung Jawab langsung kenada‘; L
Bupat1 | 1

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten,
Tanjung Jabung Timur. . e

Sistem Pengendalian Intern - Pemenntah yang selanjutnya‘? :

disingkat SPIP adalah s1stem pengendahan 1ntern yang . |

.d1selengoarakan ~ secara menyeluruh di 11ngkungan‘ o 5

Pemerintah Pusat dan PemenntahDaerah

Risiko adalah kemungkman kejadlan yang mengancamg?

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemenntah daerah

" Sisa Risiko adalah risiko  setelah mempemmbangkan o

pengendalian yang sudah ada. "

Pengelolaan risiko adalah proses Yang proakuf dan bt f"
- berkelanjutan mehputl penetapan tujuan, 1dent1ﬁka31, Lt

b
analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan rev1u I'lSlkO

yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensmya

Analisis Risiko adalah proses pen11a1an terhadap ns1ko yang»; L




12.

13.

14.

15.

17.

18.

19,

20.

21.

telah  teridentifikasi da,larn_ rangka' mengestir:nvaéi“"f:”v :

kemungkinan munculnya dan ‘besaran dampaknya untuk

’menetapkan level atau status r151konya

Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan r1S1kof‘=

yang dinyatakan dengan tlngkat r131ko dan trennya

Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang berslfat;." :

berkesinambungan, sistematis, logls, dan terukur yang -

digunakan untuk mengelola r1s1ko di instansi.

Kerangka Manajemen R1s1ko adalah elemen atau perangkat;i ‘

organisasi yartg menyedlakan landasan bagi perencanaan, L
penerapan, pemantauan, pemn_]auan ~dan perbalkan‘; ;‘

berkelanjutan manajemen I'lSlkO bagi seluruh organ1sa51

Selera risiko (risk appetzte) adalah tmgkat I’ISIkO yang;"

bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan{:' i

tujuan dan sasaran yang d1kehendak1

16. Toleran31 Risiko adalah batasan mak31mal Vana31 reléfif T :;?

n11a1 risiko ya.ng ma31h dlperkenankan / dlterlma oleh i

Pemerintah Daerah setelah , dllakukannya g tmdakanl_fi‘

pengendalian terhadaP risiko dalarn upaya rnéncapa; tUJua,n’ -
dan sasaran organisasi. o ‘ o -
Retensi adalah keputusan uﬁtﬁk menerima dan ‘,‘rﬁényefapf ,
suatu risiko. : SRR S
Daftar Risiko (Risk Register) adalah daftar yang

menggambarkan risiko-risiko, yang'dipelfpleh} se]‘;,g,'lg‘aj'lglasﬂf

Proses Manajemen Risiko padé suatu unit kerja pé.dé suatu o

waktu tertentu.

Rencana Tindak Pengeﬁdaliaﬁ yang selanjutnya | di-Singkat'.{- -
RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendahan yang t;‘--3 e

akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. v
Reviu adalah penelaahan ulang bukti- bukt1 suatu keglatan l

untukmemastikan  bahwa . keglatan, ‘tersebut . telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, s‘tandar,‘ rencana, i

atau norma yang telah dltetapkan

Evaluasi adalah rangkaian membandmgkan hasﬂ tau_‘f; ‘_

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang

telah ditetapkan dan menenmkan faktor—faktor yang =

mempengaruhi keberhasilan ataukegagalan suatu keglatan’f?} : i




22.

23.

24.

25.
- disingkat PPAS adalah rancangan ‘program’ pnontas da.n“; T

dalam mencapa1 tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang [y

selanjutnya d1s1ngkat RPJMD adalah Dokumen,
Perencanaan Daerah untuk penode 5 (hma) tahun ES

Rencana Strategis Perangkat Daerah - yang selan_]utnya i

disingkat dengan Renstra | Perangkat Daerah : adalah,f‘: .

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk perlode 5 ik

(lima) tahun. E e
Kebuakan Umum 'Angggaran. Pendapatan dan Belanjé-l

Daerah yang selanjutnya disebut KUA ada_lah dokumen yangl
memuat kebijakan b1dang pendapatan belanja, dan_ “:f{

'pembi'ayaan serta asumsi . yang mendasannya untukf:[*”‘,’ ;

periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya‘ i

| patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada?

26.

 rencana pendapatan rencana belanja program dan keglatan' o

Perangkat Daerah untuk seUap program sebagal acuan‘ . :ji
. dalam penyusunan RKA- Peraﬁgkat Daerah , sebelum; L

disepakati dengan Dewan Perangkat Rakyat Daerah

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang :
selanjutnya disebut RKA.® Perangkat Daerah adalah‘ '? .

dokumen peancanaan dan penganggaran yang bens1 iy

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebageu dasar'.:"'

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be anJa Daerah

Pasétl‘l 2.

Tujuan peraturan ini adalah :

a.

thengantisipasi dan menangani segala bentuk ri‘sikob‘secaré; o

efektif dan efisien;

mendorong pimpinan instansi pemerintah daerah’ yang 'f e

proaktif;

memberikan dasar kuat dalam pengambllan keputusan

meningkatkan efektivitas alok_aS1 dan efisiensi kp:en.gguna‘an

sumber daya orgamsas1 S ,
meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan Al

perundang-undangan;




1. 'meningkatkan kepercayaan' para pérﬁangku "}{_epentir‘;ygan;‘ ‘ |
dan . | - i
g. meningkatkan ketahanan organisasi.

BABI |
- RUANG LINGKUP
Pasal 3 , e,

(1) Mana_]ernen risiko pemenntah daerah dllakukan _ pada
tingkat strategis pemerlntahan daerah tlngkat strateg13
perangkat daerah, dan pada tlngkatan keglatan operasmnal
perangkat daerah. '

(2) Manajemen risiko dilakukan melalul

a. pengembangan budaya sadar. risiko;

b. struktur manajemen risiko; . i

c. penyelenggaraan manajemen risiko.

BAB1 - .
TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO |

Bagian Pertama

Pengembangan Budaya Sadar R1s1ko

Pasal 4 : ;

(].) Pengembangan Budaya Sadar ‘ Rls1ko | sebagalmana':l‘f
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dllakukan sesua1 i
dengan nilai- nilai organisasi- Pemenntah Daerah o ’

(2) Pengembangar%‘ Budaya Sadar RlSlkO | sebagaimana . i
dimaksud pada ayat (1) dllakukan melalui: e
a. sosialisasi pemahaman RlSlkO kepada setlap pegawa1 d1: ‘

seluruh tingkatan organ1sa51 dlsetlap satuan kerja, o
b. 1nternahsa31 pengelolaan risiko dalam setlap proses
pengambllan keputusan dlseluruh tmgkatan organlsa81 i1
dan v : "
c. pembangunan/perbaukan 11ngkungan pengendahan J/ang
mendukung penciptaan budaya r131ko

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagalmana; o T




dimaksud pada ayat (2), berupa

.a. Pertimbangan risiko dalam setlap pengambﬂan
keputusan; E o

'b. sosialisasi berkelanjut'aﬁ i k‘pentingnyaf‘ 'manaje”mgn”” i
risiko; , | -

C. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang balk o
dan ' ' P

d. pengintégrasian manajénien risiko dalaﬁu pros_eé  §

organisasi. ' RS

Baglan Kedua :
Struktur Manajemen R1s1ko L

Pasal 5
(1) Dalam melakukan manajemen risiko pada pemenntah
daerah, struktur mana_]emen I'lSlkO yang terdiri atas:
a. Bupati sebaga1 penanggung jawab pengelolaan r131ko b
b. Sekretans Daerah : sebagau _ koordmator
.penyelenggaraan pengelolaan risiko Pcmerlntah |
c. Sekretaris Daerah dan plmplnan Perangkat‘
Daerah/umt kerja sebagau unit pem111k risiko (UPR); - ‘_ 5
d. Asisten Sckretaris Daerah sebagal ,umt kepatuhah, i
dan IO R
e. Inspektur sebagai penépggung' jawab’ peh‘gawa‘san?
 internal. | . » | |
(2) Bupati sebagai penanggun"g : jaWab manajemen  risiko
sebagaimana dimaksud pada."ayat (1) huruf é bejfwerian‘g“-‘:
menetapkan arah  kebijakan  pengelolaan risiko
.pemer_inteih daerah, serta méﬁgalokasikan“ sumber daya
yang tepat untuk membangun memellhara 'dari; :

" melakukan perbaikan kerangka kerja manajemen r181kog';
Pemerintah Daerah secara berkesmambungan i |
(3) Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan.‘_‘.l A
manajemen risiko pemenntah daerah sebaga_lmana' - _» b
‘dirrllaks'ud pada ayat (1);.3 huruf b . lbei'lwenangv;‘_

'mengordmamka\hn penerapan pengelolaan riéiko di :




(4)

Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur .SertaV‘n‘;embﬁifi:ka:n,‘m“ i

saran dan masukan terkait manajemen risiko

PemerintahDaerah kepada - Bupati dan Pem{ihgku ik

kcpenﬂngan

'Sekretans Daerah dan p1mp1nan Perangkat Daerah/ unlti .
. ker_]a sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat w.
huruf ¢ bertanggung jawab melakukan pengelolaan ,n§1k9

. di lingkup kerjanya.

© pelaksanaan pengelolaan I'lSlkO pada UPR d1 lmgkungan' ; 5

(6)

(7)

- berwenang memastikan képatuhan ~dan mendukung‘ He

kegiatan identifikasi sumber ns1ko serta membenkan: o

(1)

Asisten Sekretaris Daerah sébagau ‘unit kepatuhan-'

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantauu' Tl

Pemermtah Daerah dan Perangkat Daerah

Asisten Sekretaris Daerah atau sebutan lamnya sebaga.i _‘;ﬂ{s‘»f; e

unit kepatuhan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)?7“ L

huruf d serta Inspektorat melalul kegiatan pemeriksaan’

berbasis  risiko, melalui kegiétan pemerikSaan berbés’is:
risiko, bertanggungjawab memastikan kepatuhan dan i r
mendukung keglatan 1dent1ﬁka31 sumber I'lSlkO serta ol
memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan c

kerangka kerja manajemen risiko = di lmgkungan

pemerintah dacrah dan perangkat daerah

Inspektur sebagai penanggung: Jawab | pengawasan .-

internal sebagaimana dimaksud pada kayat (1) huruf e

rekomendasi terhadap penyempurnaan kerangka ker_laf e

manajemen risiko.

Pasal 6 - e '(_‘

Dalam rangka mendukung - pengelolaan r131ko dif:f‘_

lingkungan pemerintah daerah Bupau membentuk h

Komite Pengelolaan Risiko.
Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana d’ir"riaksud pada &
ayat (1) terdiri atas: " T -

a. Bupati sebagai ketua;

b. Kepala -Badan Perencaha;in. Pémbahgunan .Daerah‘_‘j i




c.

sebagai Koordinator meran gkap ;yangg’Ota; A

Kepala Perangkat Daerah/ﬁij.it kerja sebagai 1ang'gota; Co

Pasal '7

Komite Pengelolaan R1S1ko sebagalmana dlmaksud dalam

Pasal 6 memiliki tugas:

a.

melakukan pembinaan terhadap péﬁgélolaén .r'i‘s‘ikok

pemerintah  daerah ' yang  meliputisosialisasi, ©

bimbingan, supervisi, dan pelatlhan pengelolaanzf L

- risiko di lingkungan pemermtah daerah;

Unit Pemilik Risiko sebagai per'xéng‘gung jawéb péngeldlaanf‘;--f:i |

membuat laporan tmwula,nan dan tahunan keg1atan»‘ e
pembinaan pengelolaan ; risiko yang - dlsampaukan"*. s 4
kepada Kepala Daerah cq Sekretans Daerah; dan .

.men_]adl fasilitator yang bertugas memandu 1’1rls_t;(;1n‘siv,1 : i*‘f;

pemerintah daerah dalam melaksanakan. proses

penilaian risiko.

Pasal 8,

risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf :

¢ terdiri atas: L _
a. unit Pemilik Risiko T1ngkat Pemermtah Daerah
b. unit Pemilik Risiko ’I‘mgkat Perangkat Daerah Eselon-’
II; dan l ,' A ‘ L : :
c. unit Pemilik Risiko Tlngkat Unit Kerja Perangkat ;
Daerah Eselon IIl dan IV. Tl
Pasal 9 . .
(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pernermtah

Daerahscbagalmana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a

memiliki tugas:

a.

menyusun strategi peng’éIolaan? risiko d1 : tingkat s

pemerintah daerah;

menyusun rencana kerja ﬁéngelolaan risiko di tingkat e

pemerintah daerah;

melakukan identifikasi dan analisis r151ko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemermtah i




(2)

daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 4

risiko hasil identifikasi dan ana1151s r131ko, dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Unit Pemilik Risiko Tlngkat Eselon ‘II sebaga_imana ' .

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun strategi pengélblaah risikd di tingkat ‘unit.',‘ :
eselon II pada Perangkat Daerah masma-masmg, e
b. menyusun rencana ker_]a pengelolaan risiko d1
tingkat unit eselon II pada Perangkat ,Daerahimasin:g{ g i

masing;

c. melakukan identifikasi dan ana1131s I'lSlkO terhadapk:_ : e

pencapaian tujuan dan sasaran strategls Pel‘angkatgg“

Daerabh;

d. melakukan keglatan penanganan dan pemantauan‘ .

ns1ko hasil identifikasi dan analisis I‘lSlkO dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Unit Pemilik Risiko ngkat Eseldn‘ Il dan ""IV

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memlhkx h

tugas: ' ‘ 2

a. melakukan identifikasi dan anallsls I'lSlkO terhadap
pencapaian program/ keglatan o

b. melakukan kegiatan penanganan dan pcmai_ltauan :
risiko; e el e

c. hasil identifikasi dan ana_hsm ns1ko dan i

' d. menatausahakan proses pengelolaan r1s1ko

(1)

(2)

BAB IV
PELAKSANAAN MANAJ EMEN RISIKO
' _‘
Pasal 19 |
Setiap Perangkat Daerah niélaksanakan | manajémen ‘
risiko. ' '

Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.




Bagian Kesatu

Strategi Pelaksanaan Manajemen RlSlkO

Pasal- 11 j y

Berdasarkan karagtenstlk tugas fung81 setlap Perangkab :

Daerah dan risiko yang d1hadap1 serta kOI’ldlSl hngkungan‘v~ |
pengendalian, strategi pelak_sanaan mana_]emen I‘lSlkO:i_ i

_meliputi : ‘ ‘

a. melakukan pemlauan r131ko dan Pengendahan r181ko"‘f

yang mempunya1 dampak negatlf yang 31gn1f1kan i "

terhadap pencapaian tujuan, dan sasaran yang telahi i

ditetapkan;

b. menyiapkan sarana dan - prasarana yang mehputl |

sumber daya manusia, 1nf;ast*uktur dan standarf' b

operasional prosedur; e T T e

c. mengintegrasikan manajemen  risiko  dalam ln g

perencanaan, pelaksanaan',g' pertanggung Jawaban g e B

program dan kegiatan untlik mencapai ‘tujuan :s‘ertai?

sasaran yang telah dltetapkan, dan SRR

d. melakukan pémantauan secara terus menerus untuk G

perbalkan pada saat pelaksanaan pertanggung]awaban g

atau untuk bahan perencanaan benkutnya

asal 12
(1) Penilaian risiko dan pengendahan risiko sebagalmana g
dimaksud dalam Pasal 11 hurufa, meliputi :

a. Penetapan Risiko yang térkaif denganutu‘juahfdéh BT

sasaran dan strategi Pemermtah Daerah dan se‘aap E

jenjang organisasi perangkat daerah yang dldasarkan “i

atas hasﬂ analisis terhadap- ns1ko yang melekat pada‘ i o l

setiap tahapan proses dan layanan serta transaks1 yang 4
' telah 'dan akan dilakukan sesua1 dengan karaktenstlk - e
dan kompleksitas kegiatan pernerlntahan daerah dan

b. upaya menjamin seluruh risiko telah ter1dent1ﬁkas1 dan . | . ;1‘

terdapat program pengendalian yang terencana dan

terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada

pada tingkat toleransi r1s1ko yang telah dltetapkan




(2) Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pengendalian risiko
schagaimana dimaksud pada . ayat (1) d:ilakl‘ikanfi‘ i
penanganan risiko baik 1‘131ko . yang d'ikclola sendiri .
‘maupun yang ditransfer/ ris.iké')’:fYang dipiﬁdahkan kepada i
pihak lain. e AR

Pasal 13 R o
(1) Kntena risiko yang dikelola sebagalmana dlmaksud dalam-:

Pasal 12 ayat (2) paling sedikit mehputl hal: .

a. memiliki tingkat konsekuen81 ‘paling tlnggl pada 1eve1 iy
yang telah ditetapkan untuk d1k¢101a sesuai | dengan |
toleransi dan selera risiko’ .Pemerinta}h:~Da¢rai‘h vyang‘}  : |
.telah ditetapkan; - E,?; Sl | ‘

‘ b -mendapat perlindungan - hukum yang memadal‘ .
'menca.kup regulasi dan/atau kontrak dan |

c. Pemerintah Daerah dapat memasukan dengan tlngkatf'if: o .
keyakinan tlnggl bahwa t1dak akan ter_]adl kegagalan
pada pegawal proses, dan 31stem yang ada Lol

(2) Kriteria risiko yang ditransfer - sebagalmana dlmaksud A
dalam Pasal. 12 ayat (2) paling se_d1k1t mehput1 : |
| ‘a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan
toleransi dan risiko pemerinﬁah daerah; dan o

b. pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang -

memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang o

diperkirakan.

Bagian Ké&lua '»
Paragraf 1

Informasi dan KQ'munikasi ’ '_

Pasal 14

(1) Informasi dan komun1kas1 bertujuan untuk memastlkan .

telah terdapat komunikasi internal . dan ekstcrnal yang |
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu° ’
a. sejak penilaian kelemahan hngkungan pengendahan ; ‘ :

b. proses penilaian I'lSlkO dan

c. pelaksanaan kegiatan pengendahan




(2) Pemerintah Daerah menggunak‘an bérbagai be‘ntuk ”dan
sarana informasi dan komumkas,l yang Ckatlf dalam

melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 2

Proses Manajemen R1s1ko

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen I'ISIkO yang efektlf
~ dan eﬁswn dilakukan proses manajemen r131ko secara terus
m,enerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada
program dan kegiatan yang’ ‘rn‘end‘Ukung pencapalan
indikator kinerja utama, | | Y R

(2) Program dan kegiatan sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapauan

1nd1kator klnezja utama.

' Pasal 16" :

- Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan déngan proses

yang meliputi : SRl S ‘;
identifikasi kelemahan 11ngkungan pengendahan, :  :
penetapan tujuan; A pR

.~ identifikasi risikoj

a
b

- c

: d. analisis risiko;
e. evaluasi risiko;
f.  penanganan ﬁsik?; dan
g

. pemantauan dan reviu risiko.

| ‘Pasal 17

(1) Identifikasi ~ kelemahan = lingkungan pengéndalian
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a,
diperlukan untuk menentukan renCana penguatan
lingkungan pengendalian dalam mendukung penc1ptaan
Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan ‘risiko.. ‘

E (2) Identlﬁkam kelemahan hngkungan pengenda.han d1lakukan
pada tingkat Pemerlntah Daerah  dan Perangkat Daerah:




dengan cara mengidentifikasi kiélemahan-kelemah‘én dalam;

setiap sub unsur lingkungan péﬁgeridlaliah intern.

Pasal 18

(1) Penetapan tujuan sebagaumana dlmaksud dalam Pasal

2).

16 huruf b, dilakukan dalam proses perencanaan klnerja‘ |
yang tertuang daiam dokumen perencanaan strateg1s

Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) harus triefnpertimbangkah

g Ident1ﬁkas1 risiko sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 161‘5 i

| a. penilaian risiko dlmaksudkan untuk mcngldenuﬁkasﬂ i,

- d. pemlalan I‘lSlkO atas tujuan strateg1$ (entltas)' i

Perangkat Daerah sebagaumana dlmaksud pada huruf b S i

a. lingkungan internal dan eksternal
b tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan
c. pihak yang berkepentingan. .

Pasal 19 |

huruf c, dilakukan dengan meng1dent1ﬁkas1 - risiko o

Pemerintah Daerah dan risiko Pcrangkat Daerah dengan

tahapan meliputi:

risiko yang dapat mengharnbat pencapalan tuJuan dan

sasaran instansi pemem}tah dan. merumuskan i

kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk ~  ;‘ !

memperkec1l risiko.
b." penllauan risiko dilakukan atas
- 1. tujuan strategis Pernenntah Daerah
2. tujuan strategis (entltas) Perangkat Daerah/ unit
kerja; dan ’ s
3. tujuan operasional (keglatan) Perangkat Daerah

/unit kerja.

c. penilaian risiko atas tujuan strategls Pemerlntah |
Daerah sebagaimana d1maksud pada huruf b angka 10

d11aksanakan bersamaan dengan proses penyusunan‘ e

- RPJMD atau segera setelah dlselesalkannya RPJMD

angka 2 dilaksanakan bersamaan d‘engan‘ proses :




pényusunan renstra Perangkat Daerah atau segera?“,'i

setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah

penilaian  risiko atas | tuJuan ' Operasmnal,j

(program/kegiatan) Perangkat Daerah/umt ker_]af‘
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, “*“ &y
.dllaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan :
~Rencana Keqe Anggaran Perangkat Daerah atau segera‘ :

“setelah  disclesaikannya Rencana Kerja Anggaran _   |

T

Perangkat Daerah.

mendokumentasxkan proses 1dent1ﬁka31 r131ko dalamh, :

sebuah daftal!' risiko.

Pasal 20

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud c‘la'lyam ‘P“a,sal‘ 16

hurul d, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat

" risiko.

(2) Tingkat risiko sebagaimana 'dimaksud ~pada ayat ) " ‘; .

"ditentukan berdasarkan kemuhgkihah_ terjadinya risiko |

dan besarnya dampak.

(3) Tahapan pelaksanaan analisis risiko scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan

a.

€.

f.

(4) Jenis analisis risiko sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) = “ |
huruf a, 'dapat berupa analisis kuahtatlf semi kuant1tat1f S

dan/atau analisis kuantitatif kemungklnan teljadmya dan'-,@‘ sk

menetapkan jenis analisis risiko sesual tujuan,

ketersed1aan data, dan ungkat kedalaman ana.hsls i1 b

risiko yang dilakukan; - VUL
melakukan analisis risiko terhadap sumber r131ko,

mengkaji kekuatan dan k@lcmahan dari | sistem dan

mekanisme pengendalian bétik proses, -péfalatag,‘dan i b I

praktik yang ada;

melakukan analisis terhadap besarnya kemungkmant o1
erjadinya (likelihood) suatu r131ko dan dampaknya

melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko; dan . i

melakukan analisis terhadap peta ns1ko

- dampak.

(5) Analisis terhadap kemungklnan ter_]admya r151ko dan




(6)

(1)

dampak sebagaimana dimaksud pada aygt 3) huruf d ‘
dilakukan dengan menggunakéh‘ metode skala yan g t"elah',_: L

ditetapkan untuk setiap kategon dengan paramaer Yang o

telah ditetapkan.

Penetapan tingkat risiko sebagalmana d1maksud pada ayat i

(3) huruf e, dengan mempertlmbangkan selera I‘lSlkO‘ :

toleransi risiko dan kriteria r151ko sebagaumana terlamplr

Tingkat risiko sebagaimana. dlmaksud pada ayat (3) huruf ej‘ i

dirumuskan dengan ditandai warna sebaga1 benkut
a. risiko sangat rendah warna. hl]au
b. risiko rendah warna biru;
c. risiko sedang warna kuning; - '
d. risiko tinggi warna jingga; dan
e. risiko sangat tinggi warna merah :
-

b Pasa121

Matnk tingkat dampak dan kemungkman terJadlnya r131ko S G

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), tercantum i

dalam Lampiran 1 yang mg:;:_'up‘ékan‘ bagian . tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati‘ini

 (2) Tingkat. dampak dan kemungkman terjadmya risiko

,‘ _sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan pedoman i

~dalam penyusunan :

a. hasil identifikasi dan Analisis Risiko ."Ijin'gkat‘ e

Pemerintah Daerah

b. ‘hasil identifikasi dan Analisis RlSlkO ngkat Perangkat e

Daerah;

c. hasilidentifikasi dan Anahsls R1$1ko Tlngkat permhk T

Risiko Kegiatan; dan R

d. Matrik hasil identifikasi dan analisis risiko.
sebagaimana dimaksud péda' ayat (2) huruf a
tercantum dalam Lamplran I yang merupakan bag1an

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1n1

'Matnk hasil analisis terhadap . peta r131ko sebagalmana i S

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) huruf f tercantum dalamf ‘

Lampiran yang merupakan baglan tidak terplsahkan dari p




(1)

Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Evaluasi risiko sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16

huruf e, dilakukan untuk- pengambﬂan keputusanf .
mengenai perlu’ tidaknya dllakukan penanganan ns1kol_” i

lebih lanjut serta prioritas penanganannya

Tahap pelaksanaan evalua31 risiko .'sebagaim'ana

: dlmaksud pada ayat (1 ) meliputi keglatan

(3)

(1)

(2)

a. menetapkan hal yang menjad1 pertunbangan dalam

melakukan evaluasi risiko; dan '

b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

Pertimbangan ~ dalam  melakukan  evaluasi  risiko i

sebagair\nana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

‘a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;

b. prioritas penanganan risiko; dan

c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 23

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayatmenghasilkan keluaran dalam bentuk hasil evaluasi i

risiko.

Hasil -evaluasi risiko sebagmmana dimaksud pada ayat (1)

disusun berurutan sesuai dengan penngkat r131ko ‘berisi

“urutan prioritas risiko dan daftar r131ko

Peringkat risiko sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) L ’

tercantum dalam Lampiran dan merupakan baglan t1dak 3 '~  i

~ terpisahkan dari l?eraturan Bupatl ini.

Pasal 24 :

Penanganan risiko sebagaumana dtmaksud dalam Pasal

16 huruf 1, dilakukan dengan mengldentlﬁka31 b’er‘baga.l

pilihan penanganan risiko yang"_t},ersedia dan }memutuska‘n

p111han penanganan risiko.

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan

hanya gejala permasalahan.




(3)

'pada ayat (4) tercantum dalam Lamplran I yang:_ - “ 
- merupakan baglan tidak terpluahkan dar1 Peraturani

”h

Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagalmana"ﬁl iy
dimaksud pada ayat (1) dllakukan dengan menentukan

jenis pilihan penanganan n31ko berdasarkan hasﬂ.f:'_"-»u

‘penilaian risiko.

~ Hasil penanganan risiko sebageumana dlmaksud pada ayat‘ ;‘ ¢
(1) berupa Rencana . Tlndak Pengendahan ber1$1 Sy

penangénan untuk membangun ,penggpdahan ‘yang ‘:‘

diperlukan guna mengatasi kélemahan hngkungan Sy

pengendalian intern dan mengatasi risiko pr10r1tas

Rencana Tindak Pengendalian sebagalmana d1maksud

_ Bupati ini.

g bahwa manajemen risiko telah d11aksanakan sesuai S

)

@)

@

Pasal '2'5 '

Pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf g, difnak’éudkan untuk. mémasﬁkan P -

rencana dan/atau ketentuan

Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu _ris'iko‘ b

sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) mehputl

a. pengendalian rutin pelaksanaan Penanganan r181ko | LT

dengan cara membandmgkan antara klner_]a aktual : o

.dengan kinerja yang dlharapkan

b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses

penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan Sl
: tahap sebelumnya guna memastlkan bahwa prlontas Gy

penanganan risiko masih selalas dengan perubahan d1' it

vdalam lingkungan kerja; dan
c. pemantauan dan reviu dllakukan secara berkala e
Hasil pemantauan dan reviu ms1ko sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ber131 pemantauan terhadap pelaksanaan ‘

atau realisasi penanganan risiko.’

'Pemantauan ‘ dﬂaksanakan ] oleh plmplnan : secaraf{ 'f S
berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah . o
(Pejabat Eselon I1), Kepala Bagxan/ Kepala Bldang (PeJabat




Eselon II), Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian (Pejabat

Eselon * IV) sesuai dengan . ruang lingkup = dan
kewenangannya. SN

(5) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan I‘lSlkO Pemerlntah

Daerah oleh Bupati dapat dldelega31kan kepada Unit

Kepatuhan.
(6) Pemantauan dalam bentuk evalua31 terp1sah dapat
dllaksanakan oleh Inspektorat sela}cu penanggung Jawab
pengawasan pengelolaan risiko mehputl
a. audit; '
b. reviu;
c pemantauan;'
d. evaluasi; dan |

e. pengawasan lainnya.

BAB V
PELAPORAN

: _ Pasal 26 _
‘ (1) Seﬁap Perangkat Daerah membuat ‘laporah pelaksanaan
manajemen risiko. : R
(2) Laporan pelaksanaan manajemen - risiko  sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a. laporan identifikasi dan anal131s r131ko, dan

b. laporan penanganan risiko.

Pasal 27 |
Laporan vpelaksanaan anajemen . risiko - sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) d1sampa.1kan kepada Bupatl
melalui Sekretaris Daerah. ' | i

BAB VI
PENUTUP .

Pasal 28

' 'Pada saat Peraturan Bupat1 ini mula; berlaku Peraturan Bupatl




TanJung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman‘ i
Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di hngkungan Pemerlntah‘ ;
'Kabupaten Tanjung Jabung Timur -(Berita Daerah Kabupaten* ‘ i “ :
Tanjung Jabung Timur Tahun 2018" Nomor 17), dlcabut danf_]}f
dinyatakan tidak berlaku. e

Pasal 29 ;
Peraturan Bupatl ini berlaku pada tanggal dlundangkan
| Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan pengundangan
| Peraturan Bupati ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah: i

. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D1tetapkan di Muara Sabak I
pada tanggal 31 Olffber 2022 e v
BUPATI TANJUNG/ABUNG TIMUR,

Diuhdangkan di Muara Sabak

‘ pada tanggal 31 Oktober 2022 : v
SEKRETARIS DAERAH KABU PATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

—~

SAPRIL - SNt i
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022 =

NOMOR 31



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG ’I‘IMUR
NOMOR 31 TAHUN 2022 | e
TENTANG . it
PEDOMAN  MANAJEMEN RISIKO DI i
'LINGKUNGAN  PEMERINTAH - KABUPATEN.
TANJUNG JABUNG TIMUR |

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
'KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR '

~ BAB I PENDAHULUAN

}1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pémenntah Nomor 60 T‘ahunk,‘” el
2008 tentang Sistem Pengenda_han Intern Pemenntah (SPIP)'.“-"
‘ pada Pasal 13 telah mewajibkan leplnan Instans1 Pernermtah"r i
untuk melakukan penilaian I‘lSl‘kO di 1nstansmya .r‘nasmg’—_{_i_ i
' masing, yang terdiri dari kegiatan, fﬁéngindenﬁﬁkasi ris_iko dan B Q
kegi'atanA menganalisis risiko. Berdafsark‘.lan PP SPIP "terv'seb’ut,;v R
penilaian risiko dilakukan terhaaap'tujuan yang ditetaﬁkén'-_“ ,
oleh Instan31 Pemeniltah B e e
Dalam rangka pencrapan pengelolaan dsiko pada
pemerintah ~ Daerah diperlg];{an | Pedoman untuk
'k mengidentiﬁkasi dan memprioritaékan'.risiko érganisasi yang i

harus dikelola seluruh lini organ1sa31 dengan menetapkan., h

langkah-langkah pengendallan r1s1ko sampai pada tingkat yang | s
~ dapat diterima, termasuk tindakan yang diperlukan di tingkat o
pimpinan instansi pemerintah» daefah, tertiriggi : untiik '

memastikan tercapainya sasaran Pe;mer_intah Daerah. =




2. Mak§ud Dan Tujuan Panduan
Maksud dan L
penerapan manajemen risiko ‘'ini adalah untuk .

tujuan 'pénYustunaﬁ' pedoman

memberikan acuan dan pandua_n bagi* Pemerintah = "
Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur dalam menerapkanb--‘» 1
kerangka manajemen risiko yang temntegra31 : d1aﬁ

| Lingkungan - Pemerintah Kabupaten Tan_]ung Jabungu 5
Timur meldlui organisasi yang terstruktur serta‘;k
serangkaian  prosedur dan metodologi ‘untuk
'mengidentiﬁkasi dan menganéiisis risiko sehmggai o
d1peroleh Daftar Risiko, Peta Risiko, Mitigasi Risiko dan
Pemantauan RlSlkO serta melaporkan risiko- r1s1ko yang; |
sudah ada maupun yang mungkin timbul dalam upaya
‘,pencapauan tuJuan dan sasaran Pemermtah Daerah i

3. Ruang Lingkup |

Ruang lingkup pedoman vi':'ni hanya' berlaku di

lingkungan Pemerintah Kabupateh TanJung Jabung‘ ’

- Timur, mellpuu hal-hal sebagai ber1kut o 5

‘Mencakup budaya, struktur, dan proses }manajemen'

risiko di Lingkungan Pemerintah IKabupatevn“ Tanjung -}
Jabung Timur yang tidak terbataé'-pada pemetaan Risiko

'di setiap Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja, i

 kegiatan analisis risiko dan evalua'si-fiéiko serta Rehcgha ‘* .
Tindak Pengendalian. ' : |

| Manajemen Risiko Strateg1s Pemermtah Pemermtah .
Kabupaten Tanjung Jabung- .Tlmur bertu_]uan’
‘mengendalikan risiko-risiko prio'*itas ata's“tujuan“ dén
sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam : : '; 8
dokumen Rencana Pemerintah J angka Menengah Daera_h‘ |
;(RPJMD) Manajemen risiko strategls tingkat Pemerlntah‘
‘Daerah . dilakukan oleh Bupati - bersama Wakil- Bupat1 o
dibantu oleh Kepala OPD selaku Un1t Pemlhk RlSlkOV""‘] o
Tingkat Satuan Kerja di bawah., koordinasi _Sel.cre‘tans"

Daerah. - IR - e




Manajemen Risiko Strategis (Ent1tas) OPD bertujuan* i

mcngendallkan risiko-risiko prlorltas atas tujuan danz;

sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumenf o
Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD) Manajemen L e

risiko strategis OPD dllakukan oleh masing- masmg[v»'

o P1mp1nan OPD bersama Jajardn manaJemennya, Sebagalj 1  : i

Un1t Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Un1t Pem111k:"" i . '§

Risiko ngkat Eselon 3 dan 4.

ManaJemen Risiko Operasmnal OPD bertujuan

' mengenda_hkan I‘lSlkO risiko pr1or1tas atas “tujuan dan ¥

sasaran operasional keglatan utama OPD yang tertuang**’

dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, sepert1 e

Penetapan Kinerja OPD (Perkin ° atau KUA PPAS), dan
_ Rencana Kerja OPD (Renja dan/ atau RKPD). Manaj,emen.- ‘
- risiko strategis dan operasional tlngkat OPD dllakukan

oleh masing-masing Pimpinan OPD ‘bersama jajarannya,

~ dibantu Unit Pemilik Risiko ngkat Eselon Tlngkatf:‘ e

Eselon 3 dan 4.

. Pengertlan Umum

Banyak definisi atau pengertlan yang dlbe“lkal’l oleh" E

para ahli mengenai risiko sesuai dengan d131p11n ke11muan  . .

~dan lingkup keahliannya. R1s1ko memiliki ketérkaitan |

dengan ketidakpastian. Berikut ini merupakan deﬁnlsi

manaJemen risiko dari berbagai sumber : ‘

R Manajemen Risiko adalah upaya untuk mengurangl‘ 1

dampak dari unsur ketldakpastlan (Menurut Kamus

‘Besar Bahasa Indones1a) | ‘ ' ;
Manajemen risiko adalah budaya proses, dan !

struktur yang diarahkan menuJu Manajemen potens1

peluang dan akibat secara efektif (Menurut AS/ NZS)

Manajemen risiko adalah akt1v1tas akt1v1tas i L

terkoordinasi yang dilakukan dalam rangka mengelola‘ e

dan mengontrol sebuah organisasi terkalt dengan rlslko, o

yang dihadapinya (Menurut ISO 31000)

Manajemen risiko adalah proses yang dl_]alankan‘

oleh Dewan Pengawas Ma_najemen ’(Dewan D1rek31)

o




manajemen dan personel lain dalarn ent1tas dlterapkanv S

pada pembentukan strateg1 dan pada seluruh bag1ar1‘:

perusahaan, dirancang untuk meng1dent1ﬁkas1 ke_]adlanf" o

potensial yang dapat .mem_pengaruhl entitas, dan :

~ mengelola risiko selaras dengan selera risiko entitas,

untuk menyediakan jaminan yang WaJar terhadap g% i

pencapaian sasaran dari entitas. (Menurut ERM COSO)

Peran manajemen risiko ‘- diharapkan ;dapat o

mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah,

mengembarngkan good corporate/government governance, =

mengoptimalkan penyusunan "i'nanajemen Strafegis,

mengamankan - sumber daya dan aset yang d1m111k1 .

organisasi, dan mengurangi pengambllan keputusan yang | i

reaktif dari manajemen puncak sc;hmgga pada _akhlrnyaf, g

: : dapat mengefektifkan upaya. pencapaian  tujuan

organisasi.

:BAB 11 KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka kerja, manajemen . rlslko Pemermtah i

Daerah merupakan seperangkat komponen yang menJach S

,dasar dan tata kelola seluruh keg1atan manejemen risiko R

organisasi. Kerangka Mana_]emen R131ko adalah elernen L

‘atau perangkat organisasi yang d1ber1 mandat. dan'
'komitmen untuk menyedlakan 1andasan~ bagl
perencanaan, penerapan, pemantauan penmjauan dan
perbaikan berkelanjutan | manajemen I‘lSlkO bagl seluruh
: organlsas1 i

| Kerangka kerja manajemen risiko Pemerlntah

Daerah memastikan informasi r131ko yang 1engkap dan ; !

memadai yang diperoleh dari has11 proses manajemen. . i

risiko akan dilaporkan dan digunakan sebagai salah satu _ b i

rekomendasi dalam pengambila'fi keputusan' uIltuk

mencapai tujuan dan sasaran organ1a51 Kerangka kerjai
S (

ini ditujukan untuk membantu mengintegrasikan
- manajemen risiko ke dalam keseluruhan '.s1stem_"

.

rnenajemen Pemerintah Daerah h , ‘ R 77 |




1. PRINSIP MANAJEMEN RISIKO | |
_ ‘Manajemen risiko Vmemilikﬂi, ll ‘pri’nsipk sgbagai L ar
'berlkut : o o
Menciptakan dan mehndungl nilai manajemch
 risiko.berkontribusi terhadap penpapalan nyata objektif
| dan peningkatan, antara lain, kesehatan ~dan
'»".keselamatan manusia, kepatuhan terhadap hukum dan e
peraturan, penqumaan pubhk, peljllndungan 11ngkungan,
kinerja keuangan, kualitas produk,-eﬁsiénsi operasi; sei'fa T
tata kelola dan reputasi Pemerintah Daefah._ o
Bagian integral proses da_larn"’.'orga_ni’sasviz rnanajeméﬁ |
riSiko adalah bagian tanggung jawab manajemen dan
merupakan suatu bagian -integral ‘dalam proses normal G '
organisasi seperti juga merupaké‘n' bagian dari seiun;ih e
proses proyek dan manajemen perubahan Manajemen g
risiko bukanlah merupakan akt1v1tas yang berdiri sendiri S
yang terpisah dari akt1v1tas-akt1y1tas utamg dan p\ro}ses‘
~ dalam organisasi. | g ‘ |
Bag1an dari pengambilan keputusa_n organ1sas1
mana_]emen risiko membantu pengambll keputusan
mengambil keputusan dengan 1nformas1 yang cukup,
menyusun pilihan-pilihan terinformasi, membantu dalamv_ Lk
memprioritaskan tindakan. e B
» Pada akhirnya, manajemen r1s1ko dapat membantu N
memutuskan apaka.h suatu risiko dapat d1ter1ma atau
apakah suatu pena_nganan r131ko telah memada1 danj‘
efektif. I | |
Secara eksplisg’g menangai;i .“.ketidékpastia‘n‘ | :
manajemen risiko menang’ahi és'pek‘a:spe‘bkj.
) ketidakpastién dalam pengambllan keputusan dan
- bagaimana menanganmya | ‘ 2
Bersifat sistematis, terstruktur dan tepat Waktu i
manajemen risiko memiliki kontribusi terhadap eﬁ31ens1f :
dan hasil yang konsisten, dapat. dibandirigkan, serta -
memberikan hasil yang dapat diandalkan. | ' 9, *




Berdasarkan pada 1nformas1 terba_lk yang tersed1a

input bagi proses mengelola I‘lSlkO berdasarka_n pada“} l: i

sumber ‘informasi seperti pengala.man, umpan bahk; .

pengamatan prak_lﬁaan, dan pertlmbangan pa,kar

Mesk1pun demikian, pengambil keputusan harus[ f,

 terinformasi dan harus mempertlmbangkan segala,j .

| keterbatasan data atau model -yang dlgunakan atau

 kemungkinan perbedaan pendapat antar pakar |

D1buat - sesuai kebutuhan mana_]emen rlslko;‘f-',:g ;   S

dlselaraska_n dengan konteks eksternal dan 1nternal“ :

o organ1sas1 serta profil risiko.

Memperhitungkan faktor manus1a dan budaya i

nia_najemen risiko organ1sa31 mengakui kapabﬂltas B

persepsi, dan tujuan pihak- pihak eksternal dan 1nternal_‘ e

‘yang dapat mendukung atau '’ ‘maiah ‘;menghambat_;,,'_§'% ;"i‘

pencapa_lan tujuan organisasi.

Manajernen risiko bersifat transparan dan 1nklu31f

Pelibatan para. pemangku kepent1ngan, terutama ; _,;;::,:ﬁ.

pengambll keputusan, dengan sesual dan tepat Waktu ~

pada semua tingkatan organ1sas1 . memastikan

manajemen risiko tetap relevan dan ‘,meng1k‘g1t1? F

perkembangan. Pelibatan ini @ juga memungkinkan

pemangku kepentingan untuk cukup terwakili deiy el

diperhitungkan sudut pandangnya da_lam',mencntuk_an :

krlterla risiko.

Manajemen risiko bersifat dlnarms iterétif, da"n»“

respons1f terhadap perubahan :

Seiring dengan timbulnya perlstwva 1nternal dan e

eksternal, perubahan konteks dan pengetahuan serta’i b

, d1terapkannya pemantauan dan penanauan r181ko I'ISIkOa:} i

baru bermunculan, sedangkan yang ada blsa berubahc‘k‘;"k e

atau hilang. Karenanya, suatu  organisasi’ harusf" e

E memastikan bahwa manajemen risiko terus. men_erus S

memantau dan rnenanggap1 perubahan

Manajemen risiko memfas111ta31 perbalkan dan

pengembangan berkelanjutan orgamsa51 i g i _), e 3?

i




Organisasi harus mengembangkan ‘ dan e

mengimplementasikan strategi - untuk 'memperbalklu :

'kematangan manajemen r131ko mereka bersama aspek-

. aspek lain dalam organisasi mereka.

' risiko di seluruh organisasi perangkat daerah dan unit ’1' -_ ‘7" |

risiko, struktur Manajemen 1j1s1ko, perkembanganl.‘

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kepala Daerah mendukung- sepenuhnya keb1_]akan_1{j

manajemen risiko Pemerintah Daerah dan mana_]emenxff@ by

Pemahaman dan pengamalan pr1n31p manajemen I'lSlkO;f

harus diinisiasi, didorong, dan diarahkan oleh plmpman‘.'“ iy

melalui sebuah keb1_]akan sebagal upaya membangunf

komitmen insan organ1sas1 untuk menerapkannya

Untuk mcmperkuat dan menunjang efekt1v1tas ;

penyelenggaraan pengendahan 1ntern pemermtah daerah".;f

wajib menyelenggarakan ManaJemen R1$1ko : dengan‘_‘”

mempertimbangkan 1aspek blaya manfaat (Cost andid

benefit), kejelasan kriteria dan metodolog1 pemlalan

teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehen31f oK i

~atas  tujuan strategis Pemerlntah Daerah maupun ;

.keglatan utama Perangkat Daerah Oleh karena itu,

kebuakan Manajemen risiko perlu ditetapkan sebagai =
bentuk. penegasan sistem Manajemen' risiko yangiakén
diterapkan sekalignis sarana untuk membangun "BQdaya

Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang ‘

konsisten dan. berkelan_]utan perlu dlbuat keb1_]akan. :

pengaturan Penyelenggaraan Mana_] emen | Rls1ko‘ ’

‘Pemermtah Daerah yang dltuangkan dalam Peraturan :

» Bupatl ini.

Bup’ltl memiliki  komitmen | yang .kiiatv ?‘da_n"‘
berkelanjutan dalam menerapkan’ manajemen risiko
Pemerintah Daerah yang terinfégrasi secara éfektif
Penerapan manajemen risiko Pemermtah Kabupaten,
TanJung Jabung Timur yang baJk akan menun_]ang
pelaksanaan Tata Kelola Pemen_n,tah Daerah yang balk_~

dan akan m‘eningkatkan kerja, serta berko‘mitmen untuk '




" mengalokasikan - sumber daya yang tepat untuk e
membangun, memehhara dan‘ melékukan perb'éikaii
kerangka kerJa manajemen rlSlkO Pemermtah Daerah "
secara berkesmambungan :

A. Perencanaan Kerangka Manajemen Risiko v

Perencanaan kerangka kerja manéjtjémeri‘ ,riijsiko“l: :
mencakup pemahaman rnerig_c‘én:aik organisasi dan
konteksnya, menetapkan kebijakan fn'anajemen“_risiko;; T

' menetapkan akuntabilitas . . ._r‘nén'ajer‘r‘len‘ | risiko,
mengintegrasikan manajemen riéiko- ke daléxn'-proSés: ‘
bisnis organisasi, alokasi surnber daya manaJemen I'lSlkO o
dan menetapkan mekanisme komumkam 1ntern dan’f : 
eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka"
kerja, maka. dilakukan penerapan proses manajemen
risiko. , it

| Pemerintah Daerah mengaibkasikan sumber da.y}a‘
dan anggaran yang mamadai untuk f ‘plenerépajn P
manajemen risiko Pemerintahan 'Daerah seperti’éﬁmbef i
daya manusia yang berpengalaman ketrampﬂan dan
pengetahuan yang dipelihara serta d1t1ngkatkan secara o

, berkala, sumber d%ya lain yang d1perlukan ; dalam
pelaksanaan manajemen risiko, bisnis pros'es‘ dan
prosedur terdokumentasi serta "s1stern 1nforma31 dan =
sistem manajemen pengetahuan (knowledge management S
system). . Coat ] -

Adapun kebijjakan pengaturan pcnyelenggaraéﬁv; : .

manaJ emen ns1ko di lingkup Pemermtah Daerah mehputl ‘

1) Konteks Manajemen Risiko Pemer1ntah Daerah

Konteks Manajemen risiko pada. Pemerintah Daerah-}‘
‘ élilakﬁkan atas tujuan strategis - Perrki}erintahv Daerah
. tﬁjuan strategis (entitas) Perangkat Daerah da.n tujuan
5 pada tlngkat keglatan (operasional) Perangkat Daerah
a. Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah. |
" Manajemen risiko strategls Pemerlntah Daerah 1

bertujuan mengendalikan r131k9—r1s1ko~pr19r1tas atas




tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Dae‘rah' yang' A

tertuang dalam dokumen Rencéria Pemerintah Ja_ngkei l

Menengah. Daerah (RPJMD) ‘Manajemen  risiko

strategls tlngkat Pemerintah Daerah d11akukan oleh o
Bupatl bersama Wakil Bupat1 dlbantu oleh Kepala e P

Perangkat Daerah selaku UPR Tlngkat Pernerlntah
Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah._
. Manajemen Risiko Strategis: (Entitas)k Perangkat Lo

Daerah.

- Mana_]emen Risiko Strategls Perangkat. Daerah Lok

bertujuan mengendahkan r1s1ko r1s1ko pI'lOI'ltaS atas
tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang;

tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategls‘

Perangkat Daerah (Renstra Perangkat ' Daerah)

Manajemen risiko strategis . Perangkat Daerahﬂ.f

dilakukan oleh masing- masmg Pimpinan Perangkat'

1 Daerah bersama jajaran manajemennya sebagau UPR

- Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon I dan V. .

. Manajemen Risiko Operasional Perangkat Daerah
Manajemen risiko operdsmal Perangkat Daerah.
bertujuan mengendalikan risiko- risiko pr1or1tas atas ’
tujuan dan sasaran operas1onal keglatan utama
Perar;gkat Daerah yang tertu"ar;g‘ dalam dokumcnj
~ perencanaan kerja tahunan Peréingkat Daerah, seperti

: Penetapan Kinerja Perangkaf;p aerah (Perkin), da.n

"Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ren_]a dan/atau'

RKPD). Manajemen risiko strateg;s dan operasmnal
tingkat Perangkat Daerah dﬂakukan oleh masmg{
masmg leplnan Perangkat Daerah bersama jajaran -
- manajemennya, d1bantu sebagal UPR Tlngkat Eselon Ch
Il dan UPR ngkat Eselon III dan IV.
, Koordinator teknis Manajemen r1s'ik6;v strategis -
Perangkat Dacrah’ dilakukan. oleh Sekretaris
Perangkat Daerah /iKepala Bagiéh /Kepala Bidei_ng yang :
menangani perencanaan, sedaﬁgkan Ko'or‘d'inato_r_ !
~ Teknis Manajemen risiko operas“i‘o"nal dikodrdinasikan L




oleh Kepala Sub Bagian yang ménangani perencanaan -
pada Perangkat Daerah. ' S
. Penetapan Struktur Analisis R131ko

Penetapan struktur anallsls I'lSlkO bertu_]uan7f‘_' : 

memberikan pemahaman yang sama bagl plhak pihak |

yang terlibat dalhm ManaJemen risiko  di lingkup o
Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenal aspek--.“‘: g

aspek Manajemen risiko, yang. antara lain meliputi :

) Sumber risiko, b@rasal dari 1nternal dan eksternal s

Risiko yang beraSal dari faktor eksternal m1salnya‘3

peraturan perundang-undangan baru perkembangan i

teknologi, ‘bencana alam dan gangguan kearnanan g

Risiko yang berasal dari faktor internal m1salqya i

keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia

" yang tidak kompeten, peralatan yang tidak mer‘nac:la’i,5 i

kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana T

kerja yang tidak kondusif. (Surhber: Penjelasan pasal i

16 PP 60 Tahun 2008).

Dampak risiko, d11dent1ﬁkas1 untuk mengetahul' T

pengarubh atau akibat yang d1t1mbu1kan seanda_myai.;y Cidm

peristiwa/kejadian yang menghan'lbat pencapauan‘

tujuan - terjadi: Pihak .yan'g terkena dampak'

diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak e

tersebut kepada p1hak—p1hak yang terkalt dengan
- pencapaian tujuan. ' ‘
Penetapan Kriteria Penilaian RlSlko

Penetapan kriteria penllauan risiko bertujuan

- memberikan pemahaman yang ; sama bagi plhak p1h Ak

yang terlibat dalam Manajernen risiko di llngkup‘ o

pemerlntah daerah mengenal krlterla penllalan dan‘ ; ) i

analisis atas risiko-risiko yang telah d11dent1ﬁka31

sebagai dasar pengambilan . keputusan mengenal‘

_ tingkat risiko yang dapat d1ter1ma maupun t1ngkat”

- risiko yang tidak dapat d1ter1ma dan memerlukanv .

“respon penanganan lebih lanjut. Kr1ter1a pcn11a1an. :

- risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu: S | 7}, ,

10 "‘. ‘;" .




f. Skala Dampak Risiko

- Kriteria penilaian terhadap tlngkat konsekuen31 atau‘_i"' :
dampak risiko diper lukan untuk men_] am1n konsmtensr . ' 

dalam analisis dampak risiko. Sebagal contoh kategon - 50

dampak rls1ko dapat d111ustras1kan sebagau berlkut

I(aitegori
Dampak
Keuangan| Operasio | Reputasi [Hukum
nal , ’
Kerugian Kegiatan = [Isu negatif Pelanggara
sangat besar [terhenti, =~ |dan tersebar |nserius,
Sangat tujuan tidak - [luas di banyak| terkena-
besar tercapai . - |media pldana/
) ‘ perdata
BeSar Kerugian Kegiatan' - 4 Isu negatif Pelanggaran ; i
Besar Sangat . dan tersebar ® Serius, ‘
Terhambat, ‘dl beberapa  |sanksi S
Kurang nedia Administras| .= |
W Efektif . Nasional/ i o
' s flocal
Sedang Kerugian Kegiatan "INegatif dan . [Pelanggar
cukup besar ferhambat,  jada ; anbiasa,
* kurang . . emberitaan = [sanksi
efisien tertulis
Kerugia Ada |Ada Pelanggara
K.ecil, tidak |hambatan,  pemberitaan - [n biasa,
Kecil material dan dapat  inegatif, sanksi
dlta‘ngam lnamun tidak [teguran .
*  |material - ‘
- Kerugian lAda Pemberitaan 'Pelanggara
ianglat kecil sekali hambatan, negatif, n biasa,
-KeCl dan sangat |dan hamun tidak [sanksilisan
. tidak material tertangani . R
. psignifikan

‘

a. Skala Kemungklnan Terjadlnya (Probab111tas) R131ko g

Kriteria

dlperlukan untuk menJanun kons1sten81 dalam analls,ls . 1

penilaian:

. terhadap‘

kemungklnan ter;j ad1nya ns1ko

11

tlngkat

probablhtas V




.untuk menentukan Tingkat r181ko (r1s1ko rendah sedang“

b. Skala Nilai Risiko (Matrik RlSlkO)

Skala nilai risiko atau matrlks risiko merupakan has11
perkahan skor dampak r131ko dan skor probablhta?
risiko, yang d1per1ukan untuk menetapkan ‘ at’ u
menyusun = peta risiko prlontas : sebagau o ’dasaru
pengambilan keputusan mengenal t1ngkat r131ko  yang
dapat diterima maupun tlngkat risiko yang t1dak dapat '
diterima. ‘

Contoh tabel perhltungan Skala N11a1 RlSlkO sebagal e
berikut: e

iNo. Program/ | Uraian | Skor Skor : 'SkalazN.iléi’:i
" | Kegiatan | Risiko | Dampa Kemungkman GRp R
1. - - 34 | __ 2,3 7,:811‘1 o

. c. Kriteria Skala Nilai Risiko

 Skala R B e
|! Nilai Kategori Penerimaan |  Tindakan
- Risiko 30 Sy

Risiko

Diperlukan Dlsarankan dlambll
pengendalian yang indakan }lka
febih baik - : rsed:a Sumber

« n S dayay
i"~10,01 - 15 Tinggi Harus menjadi Dlperlukan :
A perhatian - indakan mengelola

managemen. I'lSlkO

aJ1ka menggunakan skala 5, maka kr1ter1a yang d1gunakan
tlnggl dan sangat t1ngg1) dan apakah dapat dlterlma

(acceptable) atau perlu dilakukan penanga‘na_n,_« I’lS\lk‘

sebagai berikut : S

12




.~‘

TINGKAT
RISIKO

d. Kriteria Evaluasi”Risiko :

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prlontas dan_‘
| acceptable/ unacceptable rzsk dapat pula dlgunakan matrlks-(.;‘f:"
- risiko berdasarkan skala dampak dan probablhtas I'lSlkO serta‘i

kriteria level risiko/risk appetite yang, telah ditentukan.

Penetapan area atau bidang yang rnefij adi risiko priOritas'j)ang? ? ;’
memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah."
dlpengaruhl oleh selera risiko ataa preferen31 mana_]emeng. e

pemerintah daerah.

Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (rn‘éfah)d‘an t”inggi o
(orange) merupakan area yang meémiliki s1sa risiko yang
,kmembutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangati "
t1ngg1 Selanjutnya, untuk kategori moderat (kumng) men_]adlfr
pr1or1tas berikutnya, sedangkan kategom rendah (‘blru) dan
~ sangat rendah (hijau) merupakan r131ko yang dapat d1toleran31u

dan diterima.

~ Kriteria risiko ini akan digunakan ,c;:l'a-lanl tahap ana_li‘sis‘ dan L
evaluasi fisiko untuk memeringkat.r'isiko dan 'I'nen‘ent’uka_n: ;
apakah risiko tersebut" dapat d1ter1ma atau memerlukan

: perlakuan lebih lanjut. Output darl evaluasi risiko adalah

,prlorltas risiko yang dapat d1gambarkan dala_m Peta RISlkO. il
| R : ; .

§



e. "P,ern'ranganan Risiko

‘Prdses penanganan risiko di Pemenntah Kabupaten :

’Tanjung Jabung Timur tidak terlepas dar1 ketentuan yang f

: elah ditetapkan pada bab sebelumnya mengenal T1ngkat
4 kategon :

diterima.

RJ.SlkO yang dapat Terdapat

penanganan r181ko yang akan d1p111h oleh Peme;rlntah~

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaltu, 3 .
‘Selera

 1L.TERIMA : Ekspostre = risiko ‘= risiko

’ (menerima biaya/ ak1bat apabﬂa RlSlkO :
Fan terjadl) S .
© 2. ALIHKAN Mengallhkan eksposur r131ko kepada :

" pihak lain (eksternal / 1nternal)

3 KURANGI: Mengurangi eksposur kemungk_lnan ~, 
L “atau dampak(eksternal/ 1nternal) | g
4. HINDARI : Menghindari eksposur risiko dengan o
8 | cara tidak melakukan/ menghentlkan i

aktivitas dimana risiko melekat

B Waktu, Tahapan dan Plhak terkaxt dalam Manajemen
RlSlko L N g R
Waktu, tahapan dan pihak terkaut dalam Manajemen
‘ RlSlkO adalah sebagai benkut L

OmputTaha;idn‘ ,
~ PengelolaRisiko |8

* Proses-penyusu

Proses penyusunan

kegiatan

 Arahan dan kebjokon

14

- Dokumen Ara

nan RPIMD (Satu RPJMD penilaian risiko 5 " .Ristko - dan kebijakan
tohun sebelum tahunon ' - 'Sekda selaku . 2 penilaian risiko §
RPJMD 5 tahunan Penyusunan Risiko = UPR Pemda (Kepala. Tohunan :
.- berjakan sd RPJMD Strategis Pemda " DaerahdanKepala. * “.-paftar Risikodan - -
~ ditetapkan) OPD/SKPO) | RIPStrotegis
' - Pemda
.. Proses penyusunan  Proses penyusunan Penyusunan Risiko Komxle ) elolocm,ﬂ s
“RenstraOPD (Sotu  Renstra OPD Strategis (Entitas) “risiko- pe g , g::gfrﬁsz'é:st“z)mp i
tahun sebelum oPD - Sekda selaky : OPDeg a
- RPJMD & tahunan Koordinator ‘ ‘
berjalan sd RPJMD < UPR TingkatEs.1/ 2. -
ditatapkan) (Kepclo OPDSKPD ** . i
* don Kobog/xubod S
Januari - Mei  Penyusunan RKPD “ornite Pengelolaan fn R A
“Tohun 201X-1 dan Renja OPD Arahan dan kebijokan * Risiko . Dokumen Arghan dan .-
penilaian risiko - kebijokon peniloion -
tchunan - risiko tahunan
“'Agustis-Septem-  Penyusunan RKA « epala OPD Gl
ber 201X OPD (Penetapan Penyusunan Risiko - Unit Pemilik Risiko . Daftor risiko dan RTP .
St rencana sasaran & Operasional OPD +* Tingkat Es 3,4 OPD . .- Operasional OPD
pagu gngyaren per Pengkomunikasian ! e Ll s
? Risiko dan RTP,




Oktober Tahun
201X-1

November -
Desember Tahun
201X-1

Januari sd
Desember Tahun
200X .

- Berkala
" (Thiwulanan)

Juni-Juli Tahun 201X

Agustus-September

201

Januari - Februari
Tahun 201X+1°

Februari - Maret
Tahun 201X+1)

Penyusunan RAPBD,
Perda APBD

Penyusunan

Rancangan DPA OPD,
dan penatapan DPA
OPD

Pelaksanaan APBD

Penyusunan KUA

PPAS (Panetapan
sasaron makro den -

pagu anggaran
Pamda)

Penyusunan RKA
OPD (Penetapan
rencana sasaran &
pagu anggaran per
kegiatan

Pelaporan Keuangan
Reviu APIP

Penyusunan atau
Revis KSOP
Pengkomunikasian .
perubghan KSOP

Penyusunan atou
penyempurnaan
KSOP (Tindak lanjut
RTP) L
Peloksanaan KSOP

Pelaporandon - .
monitoring risiko dan
Ksop

Pemantauan kinerja, ..’

risiko, dan efektifitas

KSOP yang dibangun ',

Reviu dan pemutokhi—j- :

ran Risiko Stroleg:s

Catatan
Risiko strotegls

Pemda akan diriviy -

dan dimutakhirkan
setiap tahun

Reviu dan pemutakhl- .

ran Risiko Strategis
(entitas) OPD
Catatan:

Risiko strategis
(entitas) OPD.akan
diriviu don

dimutakhirkon setiap -+

tahun

Pelaporan Pengelo-
laan Risiko Tahun 201X

Evaluasi pengelolaan
risiko oleh APIP

Penilaian Maturitas
SPIP
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. - Kepa

= Kepala OPD

- Komite Pengelolaan
Risiko R

" - UPR Tingkat Pemdo,

Tingkat Eselon 1,2, 3;
dan 4

.- Sekda selaku

koordinator - -

- Komite Fengelolaan

Rusuko

- UPR ngkdt Pemdc, :

Tlngkot Eselon], 2 3
dan4 o
- Komite Pengelolaan
- Risiko

- Kepala OFD
-= Pelaksana Program

dan kegiatan

* - UPRTingkatPemda, . e
- Form Monitoring- -

Tingkat Eselon 1
dan .

2, Tingkat Eselon 3

‘dan4

;- - UnitKepatuhan

-+ Sekda selaku
koordmotor

UnitKepatuhan -
Perigelolaan Risiko

- UPRPemda
(Kepala Daerah
danKepalo

" OPD/SKPDS -

- Sekda selaku
Koordinator .

-~ Kepala Daerah
*- Sekda selaku

Koordinator

- Unit Pemilik Risiko
-Tingkat €s.1dan 2
(kepala OPD/SKPD
dan Kabag/Kabid
OPD) :

- Kepala Daerah -
- -Kepala OPD
- UPRTingkat -
" Pemda, Tingkat
- Eselonldan 2,
Tingkat.
Eselon 3dan 4

_© = UnitKepatuhan .
| - Sekdaselaku -

koordinator

. = Inspektorat (APIP

Daerah)

- Kepala Daerah

la OPD .

- Inspektorat (APIP)
Daerah

- Perbaikan RTP -

~KSOP T

= Notulen pengkomu
‘nikasian -

- Finalisasi Doftar -

fisiko dan RTP

KSOP

Bukti peloksoncun '

"KSOP L

Risiko

= Form MomtonngTL i

RTP

- Notulenrapat

.~ Laporan peman .-
tauan (triwulanan,

tahunan, 5
tahunan)

Daftar Risiko dan RTF
Strategis Pemdo -
yang dimutakhirkan

Daftar Risiko dan RTP
Strategis (Entitas)
OPD

‘Lopo‘rzan Pengelélacn :
" Risiko Tahun 201X

. Laporan Evaluasi-

Pengelolaan Risiko

- Laporan Penilaion ;. L
Maturitas SPIP




Adapun keterkaitan antara Ménajemén Risiko dengan“;_ o
Pengawasan Intern Berbasis Risiko antara lain teréermin”‘
dalam pemanfaatan dokumen peﬁilyéian risiko ya.ng telah
e disusun dan diformalkan sebaggi bahan pertimba;l‘igaﬁ e
}dalam penyusunan rencana p‘e'ngawasai; at'a:‘u_i PKPT
berbasis risiko oleh Inspektorat. o ;! | 3
Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 L ’
‘ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat
Kabupaten /kota melakukan pengawasan terhadap seluruhfj n
keg1atan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang d1dana1 dengan'
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / kota i
Selain itu dalam daftar uji PP " 60 Tahun 2008 -
mengenai identifikasi risiko Inenyatakan bahwa ‘
~a. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodolog1 : |
| 1dent1ﬁkas1 risiko yang sesual untuk tu_]uan Instansl’f :;
Pemenntah dan tujuan pada tlngkatan keg1atan secara
o komprehens1f e
b ‘Risiko yang d11dent1ﬁka31 paga. tingkat peggwai‘ dan 3 .
| \V'vp1mp1nan tingkat menengah' menjadi 'perhatian ;y
p1rnp1nan Instansi Pemerintah. yang lebih tlnggl |

- Hal tersebut menunjukkan bahwa: ‘ S
a. Penilaian risiko perlu dllakukan sampa1 ke tlngkat e

Perangka‘r ‘Daerah, terutama-- penllalan I‘lSlkO' pada'_:_v
tingkatan keglatanmpada plmpman tlngkat menengah | .

b. Inspektorat selaku APIP di Daerah perlu melakukan =
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat_.,;,_
Daerah. b

'BAB Il MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A Struktur Manajemen Risiko ‘
Struktur Manajemen risiko Pemerintah Daerah
adalah sebagaiberikut:
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)
" PENANGGUNG JAWAB
. Bupati / Walikota 3 : i =
LOUAN e R T R uunrwmwo
enl ST e
: - - [ KOORUNATORPEN’YELENGGARMN_f: B ELe) e : o o
) PENGELOLA RISKO ke
Te— + UNIT PEMILIKRISIKO T, Eselon?
Asisten Seka/ Unit Selretarts Deerah
yarg Ditunjuk " i : L ;
' PENANGGUNGJAWABPEHGAWASM y‘
o . il e UNﬂ PEMH.!KR!SIKOTK ESELON 250
PEMILK : -
: : Sekwan Kepala P | ‘ ‘
- RBIKO [____‘ . Kepsia L petueen 4
: Dinas/OFD Daersh L gt »

| s

uunpsﬁm xmaous | | Seln b Seds, Bidang IKeoa’aUFm ILSekr — | | — l [sek},lirban I .
| rewo Sekda l;——' : , - i :
TCEsein3 | . - ] I et A

B-efdasarkan struktur tersebli;c fungs1 ﬁrst lzne‘ of
| defense dlperanka_n oleh pemilik r131ko dan unlt Manajemeni
:‘r1s1ko Lalu fungsi second line of defensedlperankan oleh:‘;v:
Un1t Kepatuhan Risiko dan Komue Manajemen R1$1k0j:jbi"
sedangkan fungsi third line of defense d1perankan oleh:‘

: pen_gawas internal atau Inspektur. Struktur Mana_]emen:;i_

risiko diuraikan sebagai berikut:
! FirSt Line of Defense
1 Penanggung jawab : |
: : Bupati sebagai penanggung Jawab berwenang:i:”.‘: .
’; ;ménetapkan arah  kebij akan- Mana_] emen R1s11«:o'i : .

. Pemerintah Daerah. Dalam kapas1tasnya sebagal Kepalaj i

~ Daerah, Bupati juga bertanggung Jawab terhadap'i

-keseluruhan proses penilaian r1sﬂ<o pada Pemerlntah

Daerah. Bupatl menetapkan Pedoman Penllala.n Rls1ko§r:ff.'
' ._vPemermtah Daerah untuk mendukung pelaksanaanf;fi-.f |

‘Manajemen risiko.

' Kepala Daerah berkomitmen untuk:

- - a. Memastikan manajemen risiko :rnen_]adl baglan mtegral e :

proses bisnis pemerintah daerah dan menjadl salah»;

satu dasar pengambﬂ keputusan

~ b. Menglmplementasikan manajemen risiko secara
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holistik dan terpadu sesuai dedgan prinsip tata kelola He
~untuk menciptakan nilai bagi setiap pemangku s

kepentingan dan mencapai"-"'»v;fcujuan ‘dan sasaran :

|  Pemerintah Daerah.

Menggunakan pemantauan keJadlan I’lSlkO, evaluasr‘f“‘

penanganan risiko, dan hasil. asessmen maturitas

- manajemen  risiko untuk perbaJkan berkelan_]utan»i

terhadap penerapan mana_]emen risiko.

; Mengaloka31kan dan menyed1akan sumber ‘daya yang:%'

: memadai bagi praktik manajernen risiko di Pemenntah‘

"Kabupaten Tanjung Jabung ‘T1mur , Koyrhitmen“ : o

penyediaan sumber daya manus1a untuk proses[h

- manajemen risiko dllaksa_na_kan dengan cara :

1) Menetapkan kualifikasi SDM yang Jelas untukj‘ff g

setiap jenja_rig jabatan yang }terkalbt ~dengan iy

penerapan Manajemern ?i;’_;iko. Kualifikasi - SDM g

tersebut  dijabarkan dalam dokumén : SD‘M :
, Pemerintah Daerah. B s s
L 2) Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas

SDM yang ada di Pemerintah Daerah‘ dén  1‘\. >

memastikan SDM dlmaksud memaham1 tugas da_n ' . i et

‘tanggungjawabnya, baik untuk Unit Pernilik Risiko :

(OPD), Komite Manajemen’ Risiko maupun unit

pendukung yang bertan‘ggung jawab  atas =

- pelaksanaan Ma.najemen RlSlkO »
- 3) Memastlkan penlngkatan kompetenS1 dan 1ntegr1tas”

pimpinan dan personil satuan kelja perangkat L L

‘ daerah, Komite Mana_jemen R1s1ko dan Inspektorat

4) Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada ok

masing-masing Satuan KerJa ‘sesuai dengan s1fat

jumlah, dan kompleks&tas keglatan Pemermtah

Daerah. - : e
5) Memastikan bahwa pejaﬁlsat dan  staf yang

ditempatkan pada masing-masing Satuan Kerja

tersebut memiliki pemahaman mengenai RlSlkO

yang melekat pada setiap "program.-dan' ‘aktiiviita_.s.: "
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Pemerintah Daerah, Kemarrmuan mengkomumkasy
1mp11ka31-1mp11ka31 ekspo$ure R131ko tersebut“
- kepada Kepala Daerah dan’ Kom1te Mana_]emen'

Risiko secara tepat Waktu

B Penetapan Toleransi Risiko :

Bupati menetapkan selera dan toleranm r1s1ko guna

. memberikan kejelasan 1nforma31 kepada pemangku:5

 kepentingan Pemerintah Daerah mengenau s1kapvi

i Pemerintah .

Daerah terhadap risiko. Slkap tersebut men‘]adlf:

= gambaran batasan kesediaan Pemerlntah Daerah dalam‘_‘

menanggung risiko demi pencapauan sasaran atau tu_]uan’g‘

yang ingin diraih. Selera dan tolerans1 r131ko Pemenntahf:

’ ‘Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah secara berkalaj‘}
~ atau sesuai kebutuhan. . i '
Selera Risiko adalah o sebuah ' pernyataanjif
' ‘Pemenntah Daerah yang dltetapkan oleh Kepala Daerah»{

~ yang berisi 1nforma§1 kepada pemangku kepentlnganlij{; “

~ Pemerintah Daerah mengenai Jenls/ tlngkat rls1ko yangi

:dapat diterima organisasi dalam meralh tujuan dan' -

. sasaran yang telah ditetapkan.

| : ' TR ‘
Pernyataan atas tingkat I’lSlkO yang akan d1amb11f§ e

: Pemerlntahan Daeral* adalah sebagal berlkut

“Dalam upaya meraih visi dan mlslnya Pemermtah e

' f'ViKabupaten Tanjung Jabung Timur memilih I'lSlkO dengan‘ i o
}i‘f‘tlngkat “rendah” terhadap perbpektlf - pemangku‘ o
i kepentmgan perspektif financial, perspekuf proses;f:“’ '.3-'1;'1
: 71nterna.1 serta perspektif pembelajaran dan v

' pertumbuhan.” Toleransi risiko adalah : suatu pernyataan 0 .

 'Pemerintah Daerah yang d1tetapkan oleh Kepala Daerah"u"; {

yang berisi informasi kepada para pemangku kepentmgan' -

Pemerintah Daerah mengenai batasan n11a1 ns1ko yang“:;:
- mas1h diperkenankan untuk dlkelola oleh Pemerlntah A

Daerah dalam meraih sasaran organlsa81
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Toleransi risiko Pemerintah ‘Daerah secara berkala

. (setiap tahun atau sesuai:. kebutuhan) dikaji

- kesesuaiannya dengan perkembangan atau perubahan; }_1:

‘konteks mternal/ eksternal Pemermtahan daerah serta'; | '

' dlperbaharul atas persetujuan chala Daerah

. Koordinator penyelenggaraan

Sekreta.rls Daerah sebagai koordlna.tor penyelenggara an”; ‘~

berwenang mengoord1nas1kan Mana_]emen Risiko di
lingkungan pemerintah Daerah. . Dalam melaksanakan
| tanggung - jawabnya, Sekretans Daerah selaku‘ ¥

- Koordinator Penyelenggaraan, melakuka.n : keglatan? g  . ?} 4

antara lain: ‘ |
 a. menyusun jadwal/agenda peniléian risiko; ‘
" b. membuat dan mengarsipkan ,d;dkumen;dOkumen i
manajémen risiko misalnya. v_su'rat fneriYuraf,‘ &
undangan rapat, dan notulen; P e S

~c. memfasilitasi proses penilaian"riSiko; 3
d. kegiatan koordinasi lainnya ses,'ﬁai -kébutuhan. |
Koordinator Manajemen Risiko‘ - memiliki tligas dan

tanggung; awab sebagai berikut :

ka:. Melakukan koordinasi dan pemantduan keglatan

- penilaian risiko di wilayah keqa.nya. ‘ |
" b. Memfasilitasi kegiatan manajemen risiko "sgbagéi
perwakilan dari Unit Manajemen R151ko | .

c. Membuat laporan pelaksanaan manajemen r131ko

sebagai Pemenntah Daerah untuk dlsampalkan secara i

berkala (periodik) kepada Pe_]abat Komlte Mana_]emen S

Risiko.

d. Memberikan informasi yang dlanggap pentmg terkalt |

pelaksanaan manajemen R1s1ko Pemerlntah Daerah d1‘

lingkungan kerjanya kepada = Pejabat Komite =

Manaj emen Risiko.

€. Melakukan penilaian profil di entitas rnasmg mafsmg_ e

untuk dilaporkan sesuai denga_n mekanisme.
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3. Unit Pemilik Risiko (UPR)

Umt Pemilik Risiko (UPR) adalah un1t orgamsas1 yang
bertanggung jawab ymelakukan- Manajemen r131ko d1

- lingkup kerj anya.

. UPR Pemilik risiko tingkat pemerintah daerah:

Bupati : Périang‘gunig‘x‘] a‘wya‘ljo‘ ey
| Sekretaris Daerah . 'Kodfdmatc‘)f He Manajemen
SR ' RlSlkO Bappeda atau umt
Yang menangani : Koordmator Tekn1s '
‘| Perencanaan L
Ketua - : Kepala Baglan / Kepala‘ ‘
' Bldang yang ,menangam__j;“
perencanaan F Y pada?
Pemermtah Da.erah
Anggota - B Seluruh Kepala
= Perangkat Daerah [
Asisten Sekretaris : Umt Kepatuhan e
| Daerah :

; ~b. UPR Pemihk risiko tingkat eselon II , o
| Kepala SKPD : Ketua Pem111k R131ko OPD -

Sekretaris Dinas Manajemen RlSlkO OPD

c UPR tingkat unit Eselon III dan IV:
- Struktur UPR tingkat unit Eselon I dan IV terd1r1 dar1

Koordmator Teknis : Kepala. Sub Baglan/ b
- merangkap anggota B1dang / Seksi / Pegaweu / Sta_f
yang ' dltun_]uk 0 untuk
- me*’langam perencanaén
Anggota . Seluruh Kepala Sub Baglari- .

Bagian '/ Sub Baglan / sub

Bidang/ Sek31 pada Bag1an /

Bidang yang bersangkutan
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Tanggung Jawab pemilik I'lSlkO adalah _

1. Melaksanakan kegiatan penllalan r1s1ko ' k(r'iskb‘ B
assessment) atas risiko = tlngkat ‘ s‘trategis_gi_ 3
dan/atau tingkat aktivite_ilsg' serta melaksanakan
pengendalian yang ada._',("j,ii _.unit kerja ma$ing— i

masing.

2. Melaporkan peristiwa risi‘ko’yang?terjad‘i 'dalafn; i

_pelaksanaan kegiatan sehari-hari

3. Menyelenggarakan catatan h1storls atas t1ngkat | e
capaian kinerja dan pensuwa risiko yang tCIjadl di i
‘masa lalu dalam unit .'ker_]a' .mas1ng-mas1ng,
sebagai indikhtor peringatan dini (early warning  ¢‘.;' s
indicator) dan sebagai - database ‘un‘tuk
memprediksi keterjadian: risiko di masa :Yangf o
akan datang.| ': | o T :

4. Menyusun - ‘hasil penﬂ_éian risiko (rzsk j Lol b

. asseSsm_ent) untuk . dilap‘drkan .ke‘pada Unit s

Kepatﬁhan.
S. Memberikan masukan ~ kepada . Kom‘ite
Manajemen Risiko tentang pelaksanaan

pengendalian risiko.

6. Melakukan monitoring ' ’_dan ',péngendalian S
- terhadap pelaksanaan Pef}gendalian;v el e

Manajemen Risiko Unit KerJa memlhkl tugas dan
tanggung _]awab sebaga1 berlkut
1. Melakukan - koord1nas1 dan pemantauan

keglatanpemlalan risiko di Satker / OPD / SKPD

2. Memfasilitasi kegiatan mana_}emen r1s1ko sebagau ; .

perwakilandari Unit Manajemen Rls1ko

3. Membuat laporan pelaksanaan manajemeniris:,ikd
sebageu Unit Pemilik RlSlkO OPD / SKPD untuk X
dlsampalkan secara berkala (perlodlk) kepa_da L

- Koordinator Manajemen Risiko.
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L2, Pembinaan terhadap . Manajemen Rls1ko;{g-

4, Memberika_ﬂ 1nformas1 yang dlanggap pentmg
terkaltpelaksanaan mana_]emen R1$1ko Un1t Kerjafv
di lingkungan kerjanya kepada Pejabat Kom1tefﬂ;

Ma.najemen Risiko.

5. Melakukan penilajan profh d1 entltas mas1ng~
‘masing untuk d11aporkan »sesueu} denga.n

mekanisme yang sudah ada .

Second Line of Defense
1. Pejabat Unit Kepatuhan RRE : | ‘
Pejabat Unit Kepatuhan yang mengarnbll perananv‘k;:
second line of defense dalam struktur manajemen}j
risiko Pemenntah Daerah d1sebut dengan 1st11ah.’f 5:‘
Unit Kepatuhan Risiko. Umt Kepatuhan R1s1ko d1i: :3
lingkup - Pemerintah Daerah adalah As1sten’f,:3'
Sekretans Daerah melaksanakan pemantauan
~ atas Implementa31 Manajemen RlSlkO Entltas o
Tanggung jawab Unit Kepatuhan Manajemen RlSlko:

1. Memastikan bahwa kebljakan Manajemen Rls1k0f:

© diPemerintah Daerah dlterapkan secara efektlf 0
2. jMemastlkanm objektivitas: dan konS1stens1
proses identifikasidan pengukuran r131ko :

3. Memastikan efekt1v1tas pelaksanaan keg1atan;';fu
assurance r131ko L i ‘
Kegiatan Unlt kepatuhan Mana_]e:men Rlslko' 1‘

| ' ngkat Entitas adalah melaksanakan pemantauan H
 atas Implementasi Mana_]emen R1$1ko‘ Tlngkat;‘ri
Pemerintah Daerah yang mehputl T

; 1. Pelaksanaan Pen11a1an | Mandlrl (Self
Assessment) Maturitas Penerapan Maﬁa_]emen '  :}§

Risiko.

yang meliputi sosialisasi, b1mb1ngan dan:“,A"
pelatihan Manajemen Risiko. Lo e
3. Pemantauan proses Il penllalan I'ISIkO

(identifikasi dan analisis r1s1ko)
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|
|
I

Pemantauan penyusunan dan pelaksanaan:‘g

rencana tindak pengendahan

Pomantauan tindak lamjut hasil audit

Manajemen Risiko.

Pelaporan kepada pemlhk I'lSlkO entltas

Memberikan umpan bahk berupa usulan/f_}‘

‘rekomendasi perbaikan. pelaksanaan'j

manajemen risiko oleh unlt pem111k I'lSlkO _
Membuat laporan tr1wu1anan dan tahunanj, -

kegiatan pemantauan Manajemen R1$1ko Hiipe

. Komite Manajemen RlSlkO

Dalam rangka mendukung Manajemen R151ko:f;: |

tingkat pemerintah daerah,’ Kepala Daerah dapat;:‘k

- membentuk Komite Manajemen R131ko ‘dgngan;‘

tugas sebagai berlkut

1.

Merumuskan kebljakan arahan -séfta i
menetapkan hal-hal terkalt keputusan strateglsf‘f' .

yvang menyimpang dari prosedur normal

Melakukan pembinaan terhadap Manajernen'fjﬁ'
Risiko pemerintah daerah yang mehputl;;

sosialisasi, bimbingan, superv131 da_n pelatlhan:f:

-Manajemen risiko di 11ngkungan pememntah'if

daerah;

Membuat laporan tr1wu1anan semesteran dan
tahunan kegiatan pembmaan Manajemen r131koiit
yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq f
Sekretaris Daerah. S o

Kormte Manajemen Risiko terd1r1v'atas

2) Kepala Bappeda atau OPD sejenls sebagau;‘j’_

1) BUpatl sebagai Ketua;

koordinator merangkap anggota

- 3) Kepala OPD sebagai angg‘ota..f‘ :
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Da.lam melaksanakan tugasnya, Komlte Mana_]emen  :
Risiko dapat membentuk t1m tekms melalul Surat‘_}
Keputusan Kepala Daerah. = . P _— -
Third Line of Defense . : g y

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung J abung 3
Timur selaku unit pengawasan 1nternal pemermtah
daerah yang mengambﬂ peran thzrd lzne of defenseft‘
dalam  tataran  struktur Manajemen R1s1ko;2f“
Pemerintah Daerah. Inspektur bertanggung Jawabi1
untuk memberikan keyaklnan kepada Kepala Daerah‘;’:"
dengan  tingkat 1ndependen31  dan objektlvﬂ:asi[';

tertinggi di internal Pemenntah Daerah

Inspektorat Daerah | |

Pemerintah  Daerah melaksanakan‘ s1stem‘{f1
| 'pengendahan intern yang menyeluruh secara efekt1f
terhadap pelaksanaan keglatan pemermtahan dan
operasmnal" pada seluruh : jenjang orga_n1sas1;f‘

Pemerintah Daerah.

Tugas dan tanggun.awab Inspektorat ‘:if“?
Pemerlntah Daerah yang- rnenyeluruh dalam rangka:‘

| | penerapan Manajemen Risiko pallng sed1k1t mehputl

1. Memastikan kesesuaian- '. s1stem pengendahanﬂ*#
intern dengan jenis dan t1ngkat RlSlkO yang
melekat pada kegiatan usaha dan dan Jenls

layanan Pemerintah Daerah

2. Penetapan wewenang dan tanggun.awab untuk-‘fff’ :
pemantauan kepatuhan keb1_]akan Manajemen o
RlSlkO '

3. Penetapan Wewenang dan tanggung Jawab untuk
pemantauan kepatuhan prosedur Mana_]emen

Risiko dan Penetapan L1m1t R1s1ko
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4. Penetapan jalur pelaporan dan 'perr‘iis'iahan fungsi

yang jelas.

a. Merekomendasikan struktur organlsas1 yang

mengganlbarkan secdra jelas keglatan‘ Saiall o

Pemerlnta.h Daerah.

b. Memastikan pelaporan keuangan dan keg1ata_n G

operas1onal yang akurat dan tepat waktu__ gt

c. Memastikan kecukupan prosedur untuk

memastikan kepatuhan Pemerlntah Daerahi,

terhadap peraturan perundang— undangan

d. Melakukan dokumentas1 secara lengkap da_n‘i

.. memadai. : .,"

e. Melakukarirverifikasi dan reviu terhadap s1stem e

pengendalian intern terkalt ManaJem en R1$1ko

Tanggung jawab lainnya Inspektorat Daerah :

a. Memberlkan layanan - konsulta31 penerapan' )

Mana_]emen Risikodi Pememntah Daerah

b. Memberikan perlngatan dini dan

. meningkatkan efektivitas Manajemen risiko

dalam penyelenggaraan tligas dan | fungsiﬂ*

Pemerintah Daerah.

c., 'Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluas1

terhadap rancang bangun serta 1mp1ementas1ﬁ

Manajemen risiko secara keselumhan

'd. Kegiatan Inspektorat Daerah | Kabupaten“

Tanjung Jabung Timur ;terkgut ‘ denganf

manajemen risiko Pemerintah Daerah: |

1) Melakukan Peniiéian. (assessmentiatasf;31

maturitas Penerapan Manajemen ’ivRi‘siko- d1 - :

Pemerintah Daerah; -

2) Melakukan audit'ﬁ-_’ atas ~Per;érapén

Manajemen Risiko’ -“fpada s_elumh Unit Bl

 Pemilik Risiko di Pem'gfinfah Da‘erah;
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3) Melaksanakan tugas’ lalnnya terka_tt dengan - '

pengawasandan konsultam atas penerapanfﬁ

Mana_] emen Risiko

Penilaian terhadap sistem pengenda.han 1ntern dalam o
penerapan Manajemen Risiko dllakukan oleh Inspektoratjf‘ -
Daerah atau Pejabat yang- : menangam | fungsx,j_"g v
kpengawasan intern. | | Py .

'Akuntabllitas Penerapan’ Manajemen R1s1ko
Tugas dan tanggung jawab darl ‘setiap pemangku

~kepentingan terkait Manajemen risiko d1aturv.da}1lm}—n‘

matrlk RACI sebagal berikut:

Komitmen

Kebijakan
dan-
Rencana
-1 Kerja

| Penerapan

Pemant
aua dan
Peninja
uan
(Reviu)

| Perbaikan

Berkelanjut
an
Komunikasi
dan

Konsul

tasi
Penetapan

Konteks
Identifikasi
Risiko

Analisis
Risiko

Evaluasi
Risiko




Keterangan : ‘ B
1. R = Responszbl¢ (Plhak yang bertugas terhadap

tahapan manaj¢ emen I'ISIkO)

2. A = Accountable (Pihak yang 'bertanggungjawab.‘:‘:_ ‘}'.j 

terhadap tahapan manajemen r1s1ko)

.3. C =Consulted (Pihak yang. memfas1l1tas1/ d1m1nta1

Saran dan pendapat)
4. 1= Informed (Pihak yang d11nforma31kan)

Masmg-mas1ng entitas dan/ atau fungsi' tersebut«ﬂ

memiliki kewenangan dan tanggung Jawab sebageumana

diamanatkan. oleh Peraturan .Deputi Kepala BPKP

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerahiy

| Nomor 4 tahun 20109.

BAB IV PROSES MANAJ EMEN RISIKO

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur mem111k1,

prosedur dan proses untuk menerapkan kebgakan i

manajemen risiko. Prosedur .dan; proses tersebuti‘g‘

‘cllituangka_n dalam pedoman peléksanaan yanhg akan .; ;;1‘_ ,

 direviu  dan  dikinikan ~secara  berkala untuk
mengakomodasi  perubahan yang terjadi. Proses
manajemen risiko adalah Tangkala_n "akti‘Vitasg

berkelanjutan yang dltu_]ukan bagl pengendallan dan 5

lpenangana_n r131ko agar sesuai dengan tlngkat nsﬂco ya_ng e

;akan diambil oleh Pemerintah Daerah.

Prosesmana_]emen risiko mehput1.
Komunikasi dan Konsultasi;

Penetapan konteks;

Identifikasi risiko; o v
Analisis risiko; ' i |
Evaluasi risiko; " ' 5
Penanganan risiko;

N oous woN e

Pemantauan dan peninjauan.
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. A Komunikaszt dan Konsultasi ‘
' Komunikasi dan konsultasi : adalah sebua.h proses

" berulang dan berkelanjutan yang dllaksanakan oleh paraf;“-;;_g
pemangku kepentingan Pemerlntah Kabupaten Tan_]ung_; e

| Jabung Timur untuk memaham1 akt1v1tas; yang 0
~dilaksanakan dalam penerapan - ManaJemen I’lSlkO dl
Pemermtah Daerah, termasuk di dalamnya fung31 peran

kewenangan, tugas, dan tanggung Jawab yang dlemban

masing-masing pihak dalam pelaksanaan proses‘

o Manajemen risiko. -
Arah komunikasi di Pemermtah Kabupaten Tan_]ungf‘:‘{;fﬁf‘, -']  
~Jabung Timur menghubungkan - antara pemlhk rlslko,:'_‘
~Koordinator Manajemen Risiko, PeJabat Unlt Kepatuhan i
Inspektur, Komite Manajemen R1$1ko dan Bupat1 Proﬁ;v
oy risiko di OPD/SKPD akan d1agregas1kan oleh Koordmator:vf‘
‘Manajemen Risiko di Kantor OPD/ SKPD Koordlnatorf‘

Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Tan_]ung':

‘Jabung Timur akan melakukan koord1na31 dan agrega31 E
atas laporan profil risiko seluruh OPD / SKPD behmggaf :
- menghasﬂkan profil r131ko Pemermtah Kab upaten Tan_]ungé .
J abung Timur - terintegrasi untuk dllaporkan kepadaff'

 Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen R1$1ko akanf

‘menggunakan laporan tersebut sebagau '  masukan?.

"'pembuatan perencanaan Pemermtah Kabupaten Tan_]ungﬁﬂ

':Jabung Timur yang berbasis mana_]emen r1s1ko yang

- kemudian akan dilaporkan ke Bupat1 TanJung Jabungf,

' Tlmur

 B. Proses Manajemen Risiko ' | »
‘kManajemen risiko dilakukan oi‘éh seluruh Ja_]aran?,f‘ii“j‘ .
~ manajemen dan segenap pegawau : d1 11ngkunganf'

Pemenntah Daerah dengan tahapan sebagal benkut
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3
tdentifikasi Kelemahan Lingkungan
Pengendalian Intern (1)

USSR———

Penilaian Risiko (2)

- o o o] 2

el Kegiatan Pengendalian (3)

Tahapan ‘proses Manajemen risiko pemerlntah d_'iée}r‘ah
(.ter1nc1 sebagaiberikut : il ey |
e Ident1fikasi kelemahan lingkungan pengendalian: ;
Ikhtlsar " 1dent1fikas1 kelemahan- _ 11ngkunng
pengendahan intern dmampatdmaﬂkan sebagal berlkut ;

Tujuan S MengndeAUfnkosu kelemahan- kelemohon dclam settcp sub unsur Ilngkungcn
pengendahan intern . v

- Keluaran -+ Simpulan kondisi lingkungan pengendohon intern dan kelemahon‘dulcm sub :
unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukcm perbmkon i

Pelaksana/Pihak Terkait :  Tingkat Pemda:
v - Sekda selaku Koordinator : :

- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerch (Kepala Doeroh don Kepclo OPD/

Eselon 1 dan It) | L

- Fasilitator

- Waktu . -Penyusunan RPIMD ‘ i
; - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun poda saat penyusunon KUA/PPAS i

+

Sumberdatautama - - Reviu dokumen, analisis mformosndcn media massa, wawancara dll L
-Survei persepsi atas lingkungan pengendahun mtern dengon metode CEE

- Identifikasi kelemahan lingkungén penge{»dahan
yfdllakukan dengan melakukan pen11a1an atas kondls\1
"llngkungan pengendalian pelaksanaan umsan WaJ1b /‘
'iplllhan pada pemerintah daerah sesual dengan Peraturan"
Pemerintah - Nomor 60 Tahun 2008 tentang Slstem"

Pengendahan Intern Pemerintah.
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o sebagal berikut :

Ident1ﬁl<331 kelemahan hngkungan pengendallan dalam
~urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah langkah

- Simpulan kelemahan
lingkungan
reviu dokummen. pengendalian
Survei persepsi P
pegc\:;)diotgg‘ - Mendasarkan i
kondisilingkungan kepodaduohasi
pengendalion | simpulan sementara

melalui Control yaitu hasil peniloian
Environtment owol don hasi survei

Evaluation (CEE) ‘ Pe"»‘ePS'

Kajian, reviu atas
kondisi dan kuftur -
instansi berdasarkan
hasil audit, kajian,
berita, wawancara,
datalainnya

- Persiapan data
dan kuesioner

_a. Persiapan penilaian kc:lemahan{lihgkungénif i

B g pengendalian

1) Per31apan data

Data yang digunakan untuk merulau llngkung
pen':renda_han urusan Wajlb/p111han Pemermt:

Daerah dapat berupa : O

a)  Laporan hasil audit pada pemenntah daerah yang_
' bersangkuta_tya misalnya audit operasmnal ud1
kinerja, dan audit lalnnya ~ atas urusan

wajib/pilihan terkait;

b) Hasil reviu/ evaluas1 atas penyelenggaraan urusann

wajib/ pilihan oleh Inspektorat

c) . Hasﬂ ‘kajian tentang llngkungan pengendah;

- urusan wajib/ pilihan Pemermtah Daerah

d) Berita terkait pelaksanaan umsan Wa_]lb / pil 1hari ‘
pemerintah daerah dari berbaga1 sumber mlsalnya :

media massa, internet, has11

penehtlan | d _'

sumber-sumber lain yang: relevan
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e) Penyusunan *lembar kuesmner surve1 11ngkungan

pengendaliandan Kertas Ker_]a Tabu1a51 Kuesmner
(ilustrasi sebagaimana form 1) 1 L
.Ilustra31 lembar} kuisoner dapat dlsaj1kansebaga.1
berikut : ; 3 | e
KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR ST e R
- Bapakfibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengasn “kuesioner i ml Kuesmner |m bemuuan untux e
: “keperiuan internal dan - dimaksudkan untuk melihat kondisi: Imgkungan pengendahan dl LRt instansn
- Bapak/Ibu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/lbu merwlsmva dengan benar :
dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan ldentnas Baoak/lbu dan rekapnulasu i
kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian. S .

~ B. IDENTITAS RESPONDEN
Berifah ténda silang untuk posisi anda saat ini?
1. [ Pejabat Struktural ‘
‘: 2. [ Ppejabat FungsionalTeneﬁgu
3. [J] Pejabat Fungsional Umum/Staf
C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah dengan memberikan tickmark {V) pada salah saty kotak pflman jawaban Vi b ! ‘
Banok/lbu dzpat menambahkan narasi lain terkait kondisi llngkungan pengendahan pada baglan akhlr

™~

kuesioner ini.
3. Apabila terdapat pemyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanvakan kepada f'asilit‘at‘o‘r.' S

KUESIONER EVALUAS| LINGKUNGAN PENGENDALIAN.

NOL. PERTANYAAN /KUESIONER G| PuHaniAwasan

L PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

A." | Pengembangan Integritas dan Nilai Etika o

: ‘,Dal'am lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81’?
| -"pertanyaan yang harus dijawab oleh responden Responden:i
| diharap mewakili dari berbagai b1dang dan. saat men_]awab»
fvdlharapkan sesuai kondisi sebenar*beparnya pemahama_nl:
: ;responden atas perfanyaan tersebut sehlngga has1i
;rekapltulasn menun_]ukka_n kondisi- Organlsa81 sebenarnya ;

. ‘untuk dilakukan perbaikan.

1 | Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas danetxka ‘1 DTdak Pernah
pada tingkah laku sehari-hari . .12 Olarang
3. DSermg,. i
4 Oselaly
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Form 1
‘ CONTOH SNt
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN
LINGKUNGANPENGENDALI]AN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

| ‘»PE%RTANYAAN JAWABAN [ SIMPULAN |
/KUESIONER

. R
Mod| CEE

RR R R |R
us

1 2 B 4 15

oW

© 1

PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA, - MEMADAI

. mendapatkan pesan | "

- pimpinan instansi

Pegawai 2 4 3 |3 3|2 3.
integritas & nilaietika

secara rutin dari . Memadai |

(Misalnya
keteladanan,pesan
moral dll)

Pomda felah memilii 5 B8 B |3 |3 |3 | 3.

(misalnya kode etik,
~ pakta integritas, dan

- pegawai) yang telah

pegawai

aturan perilaku

dikomunikasikan
kepada seluruh

k— Telah terdapat fungsi2 @4 |3 3; B 3 3 3
‘khusus di dalam o , 5

pelanggaran aturan

instansi yang ‘ , ER e L
melayani pengaduan : o . | Memadai
masyarakat atas | T N oot

perilaku/kode
etik

“Pelanggaran atuwran 3 @ 2 |3 |3 |2 | 3

1 yangberlaku

perilaku/kode etik

telah ditindaklanjuti o | | Memadai

sesuai " ketentuan

KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI T MEMADA |

Standar kompetensi |3 4 2 [3- ]2 |3 } 3 | ek
setiap pegawai Y . ‘ Memadai |
/posisi  jabatan RN B B IR e
telah ditentukan

. /jabatan

Pegawai . yang2 K4 8 (3 |3 3 3.

 kompetentelah secara S Bl M‘émad_ai\h

tepat mengisi posisi
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Pemdatelah memiiiz B R |3 |3 |8 | 3]

dan menerapkan ' : p S|
strategi peningkatan I R L Memadm ’
kompeten_sipegawai

"Terdapat pelatthan3 3 3 3. |2 |3 | 3
terkait Manajemen S P
risiko, baik pelatihan
. khusus maupun ' S e ‘Memadai
pelatihan terintegrasi i ' i
secara berkala.

/

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF =~ - | KURANG
E v ° PR
Pimpinan. ‘telah | 2 |3 |2 |2 |2 |3 |2
menetapkan . o N FAET RS
kébijakan Manajemen | Kurang
risiko yang |  |[Memadai |
memberikan : B b
kejelasan
- arah Manajemen
risiko S
Pimpinan 3 |33 |4 [3 |3 |3
menerapkan o .
Manajemen risiko N " | Memadai
dan  pengendalian ' R [ IR R
dalam pelaksanaan | *
tugas dan
pengambilan
keputusan
Pimpinan 2 |38 |8 |3 |2 |3
- membangun ! ;
komunikasi “yang |
baik dengan anggota. A _ R :
‘organisasi untuk ' | Memadai |
berani ‘ S ' o e
mengungkapkan -
risiko dan  secara
~ terbuka menerima/
“‘menggali pelaporan
risiko/masalah :
Gaya pimpinan dapat | 3 4 3 3 |33 |3
‘mendorong pegawai ' S|
untuk meningkatkan - Memadai |
kinerja : / St
Pimpinan 3 3 3 4. |3 |3 |3
menetapkan Sasaran o o S R
strategis yangselaras Memadai
dengan visi dan misi =
Pemerintah Daerah

1
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" Rencana/  sasaran

o _strategis pemda telah

dijabarkan ke dalam
~sasaran OPD dan
tingkat  operasional
OPD (cascading)

| Memadai |

"Rencana strategis
dan rencana kerja
- pemda . - telah
- menya_ukan informasi
mengenai risiko

‘ . Kurang :
i {Memadal '

Adanya transparansi
dan ketepatan waktu
~ pelaporan
~ pelaksanaan = peran
- dan tanggung Jawab
- masing- = masing
‘dalam Manajemen
‘risiko

Memadai |

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN

_ MEMADAI

| TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

. Kriteria

- pendelegasian
wewenang telah
- ditentukan dengan
- tepat

3

a B 4 [3]28 |
152 vemadat |

‘Pendelegasian
wewenang - dan
~tanggung  jawab
| dilaksanakan
secara tepat

o _ Memadal

- Kewenangan
- direviu secara

| periodik

“PENYUSUNAN  DAN

PENERAPAN KEBIJAKAN
KURANGSEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA ‘
MEMADAIMANUSIA |

YANG |

. Pemda telah
-~ memiliki :

- Kebijakan dan
prosedur

- Manajemen SDM
yang lengkap
(sejak rekrutmen
-~ sampai .

dengan
pemberhentian

2

| Memadai |

- pegawai)
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'Rekrutmen,
‘retensi, . mutasi,
maupun promosi
pemilihan SDM
telah :
dilakukan
_dengan baik

| Memadai

| Insentif pegawai

telah - sesuai
- dengan tanggung
-jawab dan kinerja

‘Pemda telah
menginternalisasi
budaya sadar risiko

k, i Kurang ol
: ;N'ernada.l_’fl ‘

| Adanya pemberian

_reward dan / atau

' punishment atas

Manajemen risiko
(Misalnya v
mempertimbangkan

- pertanggungjawaban
Manajemen ‘risiko

dalam penilaian
kinerja)

| Kurang =
| “'Memadal‘gi

' Terdapat evaluasi
kinerja pegawa1 .dan
‘telah
dipertimbangkan
dalamperhitungan
penghasilan

| wurang |
| Memadai

Instansi telah

- mengalokasikan
anggaran yang
memadai untuk
pengembangan SDM

| Kurang |
| Memadai

PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN% e

'PE]WERINTAH YANG EFEKTIF

_ MEMADAI

Inspektorat Daerah
melakukan reviu atas
~ efisiensi/ efektivitas
pelaksanaan setiap
urusan/program
Secara periodic

3

3 B

 Inspektorat Daerah
melakukan reviu atas
~ kepatuhan hukum
danaturan lainnya

. Memadal

Inspektorat Daerah
memberikan layanan
fasilitasi penerapan
- Manajemen risiko dan
~ penyelenggaraan SPIP

)
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APIP . telah

3 Tt
melaksanakan Memadai
pengawasan i
‘berbasisrisiko.

Temuan dan | 3 3 38 3 3 13 |3

~ saran/rekomendasi
pengawasan APIP

B Memadal

telah - } ‘
ditindaklanjuti aoo | L MG
HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI
' | MEMADAIPEMERINTAH TERKAIT
Hubungan kerja| 3 |3 B8 13" |3 |3 (3 |
~yang baik dengan | S
~instansi/organisasi =
lain yang memiliki s Memadai .
keterkaitan |- G
~ operasional
telah terbangun o
Hubungan kerja yang | 3 3 3 4 3 |3 |3

baik dengan instansi

~yang  terkait atas

fungsi
- pengawasan/pemeriks
‘aa n - (inspektorat,

BPKP, dan BPK) telah

~terbangun

e _Keterangan :

. Kolom c¢ diisi

‘J awaban ;

1
2.

' tetap1 belumkons1sten

P dengan baik dan dapat. dltularkan ke organlsasy,.;

1a1n

.. Misal :

"MemadaJ apabila modus jawaban responden adalah 3 atau ‘§‘ ‘ st

4 dan "KurangMemadai" apabila rnodus Jawaban responden :

K : pengendahan

dengan jawaban l”eS‘ponde‘n_ 'Keterangan"f?'

. Tidak Setuju/Belum ada/ belum d1bangun |
Kurang Setuju/ Telah d1bangun / dlterapkan akan

: Setuju/Sudah dibangun atau d1terapkan denganf
~ baik, tapi masih bisa dltlngkatkan : i

Sangat Setu_]u/budah dlbangun atau dlterapkanjj ﬁf

‘Kemmpulan tiap pertanyaan :

;adalah 1 atau 2. Kesimpulan sub unsur llngkungan‘
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- "Memadai", apablla seluruh 31mpu1an tiap: pertanyaan pada gL

sub unsur tersebuttelah "memadau, dan "kurang memadau 5

‘apabila terdapat 31mpu1an pertanyaan pada sub unsur Gl

ersebut yang "I<1.Jrar1'7 Memadai"

ca. Penllalan awal atas kerentanan 11ngkungan pengendahan

“melalui reviu dokumen.
Penilaian kelemahan hngkungan _ pengendallan :

pemerintah daerah dlmaksudkan untuk mendapatkan

‘gambaran

permasalahan permasalahan ‘ dalajn

11ngkungan pengendalian. Pemlalan kelemahan d11akukan e

- dengan menggunakan data yang dlkumpulkan pada*f._ ‘

langkah persiapan penilaian, sebaga1 contoh data yang

 digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan

pengendalian intern pada pemerlntah ‘daerah Se,Car:a‘_ e

umum yaitu : ,
1) Hasﬂ Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK e

- 2) Berlta pada media massa.

~Dari data di atas, selan‘jutnyéf disimpulkan,: kOndlSl -

kelemahan lingkungan pengenda.han intern d1 !

pemerintah daerah Ilustrasi dapat dlsajlkan sebagal“‘

berikut:

- Nama Pemerintah Daerah : Perqérintah Kabﬁpéten‘ XYZ

Tahun Penilaian 2020

Urusan Pemerintahan 2 Urusan Wajib Pelayanan S .
" Dasar o o '
No. Sumber Data Uraian Kelemahan " Kla‘si'fikasik
a. b C. oo d
1 | Media Massa Banyak ‘terjadi| Penegakan |
pencopotan/*  mutasi integritas dan|

pejabat daerah Kkarena | nilai etika
tersangkutkasushuku'mv Komitmen |

‘ terhadap i
Pegawal  belum | Kompetensi |
Ditempatkan - i BN
sesuai .~ dengan
Kompetensi - B

dan Pengalaman
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Pemerintah Ka"bup_aten

Penyusunan |

‘XXX tentang
PKPT Inspektorat

atas penyelenggaraan
urusan kesehatan dalam
tingkat strategis

2 | LHP BPK
No. Xxx tanggal | XYZ dan |
penerapan.
xxx tentang Hasil | belum memiliki strategi = | kebiajakan
Pemeriksaan dalam pemenuhan dan yang il
.BPK atas pendistribusian SDM sehat tentang| =
Efektifitas kesehatan di Puskesmas pembmaan =
Pengelolaan B | SDM
Sumber Daya Kualifikasi dan | Komitmen
Kesehatan JKN | kompetensi . Dokter | terhadap
' serta tenaga Kkesehatan|kompetensi = |
di RSUD Kabupaten XYZ| |
belum memenuhi :
“kebutuhan akan standar
pelayanan mmlmal
Pemenuhan tenaga Penyusunan i
kesehatan di RSUD dan
Kabupaten XYZ belum - penerapan .
memperhatlkan tingkat | kebiajakan
kebutuhan dalam |yang :
pemberian pplayanan sehat tentang | "~
kesehatan | pembinaan |
ST | SDM |
3 | SK Inspektur Inspektorat’belum - Peran APIP |
No. Xxx tanggal melakukan audit kinerja yang efektif =~ |

Pelayanan pasien BPJSdi

Kepemlmpman e

4 | LHP BPK No. Xxx

tanggal xxx] Kabupaten XYZ belum yang -
tentang Hasil| optimal dan terdapat | kondusif |
Pemeriksaan atas| regulasi *° Dinas | L e
Kinerja Kesehatan Kabupaten -
Penyelenggaraan XYZ tidak  ‘berjalan
]KN y sebagaimana mestinya

yaitu ketentuan -

mengenai .praktek -

Dokter ‘ i

Klasifikasi permasalahan menggunakan

sub unsur

Lingkungan Pengendalian dalam PP7'6"O Tahuri‘2008‘ o

a. Survel terhadap lingkungan pengendahan melalui Control

Environtment Evaluation (CEE).

39




Survei ini dﬂakukan dalam rangka mendapatkan i

data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kOI]dlSl‘:‘ ein

- lingkungan pengendalian urusan Wajlb/ P111han": 3 e

pemerlntah daerah. Survei tersebut dapat menggunakank

" metode Control Enuvironment Evaluatzon (CEE), yaitu

‘suatu penilaian mandiri atas pengendahan/ Control Self

- Assessment (CSA) yang dlaphkasﬂcan pada hngkul’lgan ’.: S

pengendahan

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang‘pk(::rl‘u

diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan s

‘Klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang

. memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan
pen11a1an Contoh simpulan '-'kondisi v lingkungan
,pengendahan intern pemerintah daerah menurut metode
CEE yang dlterapkan oleh peserta FGD Pemermtah

.Kabupaten XYZ yaitu memadai atau kurang memadeu

Sebagal contoh, berdasarkan hasﬂ survei pada urusan L

- wajib pelayanan dasar bidang kesehatan dltemukan“. iy

" kelemahan lingkungan pengendahan pada sub unsur s

Penyusunan dan Penerapan Kebl_]akan yang Sehat

tentang Pembinaan SDM yaltu rekrutmen, reten31 .

maupun prosedur pemilihan SDM belum d1lakuka_n

dengan baik.
. Simpulan kelemahan lingkungar‘iA~',pengenda]ian uijusén ‘
" wajib/pilihan. | | |
Berdasarkan hasil penilaian .‘,'a'wal dari,hé.sil éurvéi
persepsi, selanjutnya disimpulkai; kondisi ‘lingkung'an ‘

pengendalian ~ pada  pemerintah ~.dae'rah‘ “ déngan |

‘menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi ‘dapat disajikén, e

sebagai Form 2. Pemerlntah Daerah dapat melakukan

Wawancara/ konfirmasi apab11a : dlperlukan : untu_k e

mengklarifikasi informasi yang kllrang_]elas /memerlukan : L

pendalaman dalam rangka penar1kan kemmpulan e

Sebagai contoh, simpulan hasil pen11a1an 11ngkungan e

pengendallan adalah sebagau benkut
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1)

3)

4)

Penegakan integritas dan nilai etlka

Banyak terjadi pencopotan/mutas1 pejabat daerahf

karenatersangkut kasus hukum

Komitmen terhadap kompetensi

a) Pegawai belum ditem’patkaitn‘ Sésuai _den"gant::_l:g

kompetens1 dan pengalaman

" b) ’Kua_hﬁka31 dan kompeten31 Dokter serta. tenaga
kesehatan di RSUD Kabupaten‘ XYZ belumﬁ_ s

memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan . i

kesehatan di Era JKN.

Kepemimpinan yang kondusif T

a) Pimpinan belum mérietapkan kebij akan s

Manajemen risiko yangmemberlkan kejelasan arah ‘ | i

i B . ’

Manajemen risiko.

5y b) Rencana strategis dan reﬁ;éana kerja Pemerintah

Daerah -belum menyajikan informasi mengenai. . = -

risiko.

c) Pelayai;an pasien BPJS di -Kébﬁpatep XYZ Lbélum e

optimal dan terdapat regulasi Dinas Ke_séhé‘.‘tari, ‘

Kabupaten XYZ tidak berJalan sebagaiména

mestinya yaitu ketentuan mengenal praktek'

Dokter.

Penyusunan dan penerapan kebljakan yang sehat ‘

tentang pembinaan SDM

a) Pemerintah - Daerah belum menglnternahsam i

budaya sadar I'181k0

b‘) Belum. terdapat pemberlan reward dan/atau S

bunishment atas Manajemen risiko.
c) Evaluasi kinerja pegawai belum dlpertiinb'angkanv i

dalam perhitungan penghasilan.

- d) Anggaran pengembangan SDM belum méfnadai.- S

e) Pemerintah Kabupaten XYZ belurn, memiliki - e

strategi dalam pemenuhan. dan pendlstr1bus1an i

SDM kesehatan di Puskesmas.
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- 5

6)

Pemenuhan tenaga kesehatan d1 RSUD Kabupaten' :  1
XYZ belum memperhatikan tlngkat kebutuhan dalam‘ i i

pemberian pelayanan kesehatan

Perwujudan peran APIP yang efektlf

Inspektorat belum melakukan audit klner_]a yang:,

dihubungkan dengan tujuan  strategis Pemerlntah.. : :
Daerah yang melibatkan bebeyapa Perangkat Daerah? S
terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas G

audit kinerja pada Dinas Kesehéitan.

Mengingat pentingnya kondls1 | lingkung'an} g

pengenda.han yang baik,»‘. sedapat ‘ mungkln?
Bupatl/Kepala Perangkat Daerah d11kutkan dalam

pembahasan  kondisi 11ngkungan pengendahan,

Simpulan akhir atas kondisi 11ngkungan pengendahan o
Pemerintah Daerah akan menJad1 dasar bagl‘

penyusunan rencana tindak ‘,.‘perb,alkan, lingkungan

~ pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan ; Iingkungan e
pengendahan dapat mengacu pada Peraturan Kepala

BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Control Environmeént Evaluatlon (CEE)
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2. Pemla.lan RlSlkO

Ikhtlsar penilaian risiko dapat d1saJ1kan sebagal berlkut

"~ Menetapkan konteks/tujuan dcn memlllh tujuan ycng ckon dllckukcm

Tujuan
penilaian risiko
- Melakukan identifikasi risiko dcn analisis rusuko ‘
- Menetapkan risiko-risiko yong akcn ditangani Ieblh lanjut (dlbangun
RTP-nya) :
Keluaran - Daftar tujuan/sasaran strategls Pemerintah Daerch untuk nop-tiop uruscn
‘ dan indikator kinerjanya B
- Daftar tujuan/sasaran strategls (Entitas) OPD - .
- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiqp-tlap urusan dcn lndxkotor
keluarannya :
- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Dcftar Rislko) Urusan delblplllhon Strctegns =
Pemaerintah Daerah [
i - Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Dc:ftar Risiko) Urusan Wajlb/Plnhan Strategls SR
& (Entitas) OPD G
: - Kertas Kerja Identitikasi Risiko (Dcftor Risiko) Urusan WGjlb/PxIlhan
Operasional OPD s
- Kertos Kerja Hosil Analisis Rlslko Urusan wajib/Pilihan Strotegis Pemerlntch" Ry
Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD : ‘
- Kertas Kerja Daftor Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strotegls :
Pemerintah Daerah, Strmegls (Entitas) OPD, dan Operasional OPD -
Pelaksana/Pihak Terkait :  Strategis Pemerintah Duorah' 2
-Sekda selaku Koordinator
-UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepolc OPD/SKPD)
-Fasilitator . ]
Strategis (Entitas) OPD
-Sekda selaku Koordinator 5
~UPR Tingkat Es.1/ 2 (Kepclo opo/sxpo don Kobag/ Kabid OPD
-Fasilitator ;
Operasional OPD i
-Kepula OPD
-Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3 4 OPD Fasiiitator -
Waktu Strategis Pemerintah Daerah .
: ~Penyusunan RPIJMD :
. -Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusuncm KUA/PPAS
; Strategis (Entitas) OPD ,
i -Pada saat penyusunan Renstra OPD :
i ~Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada soot penyusunon RKA-OPD
; Oparasional OPD ;
Pada saat penyusunan RKA-OPD ‘ § el ey j g

. Sumber data utama . CSA[FGD ) o

P

- Langkah kexjapenllauan risiko urusan wajib /pilihah .

digambarkan sebagai berlkut

identifikasi risiko

@ Menetapan  © Mengldentlflkosu
Konteks/ Tujuan ‘ risiko risiko - 5 ‘
yang akan C : i
dilakukan . - ) Memvclldcsi rusvko ‘

penilaian risiko
. Mengevolucsi

pengendalian i
yang ada dan
yang dlbutuhkan

@ menyiapkan
penilaian risiko

@ Menyusun
Rencana Tindak |
Pengendalian RTP.




»
1) Penetapan Konteks ‘
Masing-masing unit organlsa51 d1sed1akan kertas :

kerja penetapan konteks yang - mempakan awal darl
penetapan profil rls&o Dalam tahap ini akan d1tetapkan' Fhia
tujuan- tuJuan pada tingkat strategls Pemermtah Daerah
t1ngkat strategis (entitas) Pemermtah Daera_h dan tlngkat

‘ operasmnal Pemerintah Daerah yang selan_]utnya akanJ i
dilakukan penilaian rlslkonya.-.tKonteks yang ;tyelahz“

~ didefinisikan akan membantu tid‘ak hanya Kéor}dinator
Manajemen Risiko yang akan mengawasi kualitas dari
profil risiko, namun juga membantu kejelasan keukaf .

- disusun rencana kerja dan dllakukan audit berbas1sju
- risiko ‘terhadap masing- masing 'bag1an di Pemerintah .
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. | . ki

Tujuan dari ;cahap penetépan kohteké/tujuah

adalah untukmemperoleh 1nforma31 tuJuan /sasaran dany i

" indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran .

- yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar
tujuan/sasaran, indikator kinerja: pada tmgkat strateg135 |
Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan‘ o
tingkat kegiatan yang sudah d1d1sku31kan dan dlsepakatli Z"
oleh Kepala Daerah dan Plrnplnan Perangkat Daerah

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerj ai
(organisasi) dengan tingkat pen@laian risiko disajikanf R

sebagaJ benkut

ORGANISASD SUMBLR DATA TU'UAH & JINDIKATOR KIP-EFi)A TINGKAT PENILAIAN
UNIT KERJA §ASARAN RISIKO

PEMERINTAH [ RPIMD Tujuan & Sasaran . Indikator Kinerja : © . Peniaian Ristko
. DAERAH L Strategis : _‘ Sasaran Strategr ST Strategis Urusan
Pemerintah Daerah || Pemerintab Daerah - |~ Wajib/Pilihan pada
| Y ‘Pemenniah Daerah . )
N I S i L
o0 [ RENSTRA OPD 1. 2.3, ; ' Tujuan & Sasaran o Indikator Kinerja ) ,r Penianan Ristko
i . Ost , i Steategis (Entitas) OPD Sasaran Strategis A szrategis (Enxitasj oPD L
j P 1,2,3,05 . (Enntas) 0PD1,2,3, 1,2,3.0s1 i
J ! ,2.3 §
! i Dst R T o
| i N i i
A [ : o : i
i L i
‘ n P
: . . e s e
orD . Renja/RXASKPD i Tujuan & Sasaran ] lndbkatol Kmer]a : - Pemldian Risiko - i
0PD1,2,3,Dst P Operasiond! - Kegu'uan oPD 1, 2, i Operasional OPD }, ;
i (Kegiatan) 0PD 1.2 | | 103t 3 23007
L 3, 0% SR I | o
bt e o b etk e 0 I H
- O {

47



| Pem111han tujuan/sasaran yang akan d11akukan pemlalan | :
’j,n81ko didasarkan kepada pertlmbangan bahwa tu_]uan;
tersebut merupakan tujuan yang pallng utama dan
dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalamk

pencapalannya, serta penting dan mendesak untuk segera\*yi’ff"} L

- ditangani, atau pertimbangan launnya antara la_m tuJuan“ﬂ";  1,:§

fkyang mendukung pencapaian target program pr10r1tas' -

nasional yang tercantum dalam RPJ MN

| Pemlhhan terhadap sugtu tujuan/ sasaran tertentu buka_n voy

| berartl bahvva tu_]ua_n tujuan lalnnya tldak perlu / tldak akan b
| 'd1n11a_1 risiko dan pengendahannya Penllalan I'1$1k0 dan ey

B ipengendahan atas tuJuan lainnya dapat dljadwalkan sesual S i

-~ kebutuhan.

 Formulir 3 merupakan kertas kerja penetapan konteks yan g' G
memfasilitasi penetapan konteks | Peng131an formuhf 5 i
- FMRO1 dilakukan setiap tahun atau Jlka terjadl perubahan::’ B

konteks internal atau konteks eksternal yang berpengaruhf S

iterhadap operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung"_

-~ Jabung Timur. Pemilik Risiko masmg—masmg Satker / SKPD': ‘ e

memegang tanggungjawab pengls1an form 3.

~,Ikhtlsar Ppenetapan tujuan strateg1s pemermtah daerah'

A dlsa_]lkan sebagai berikut:

"”“ ; |

' Tujuan 1 Memperoleh informasi tu1uan/ sasaran stra!egls Pemermtah Daeroh untuk
tiap-tiop urusan dan indikator kinerjanya , s

- Keluaran * : - Daftar tujuan/sasarcn strategs, pemenntoh dcerah
;t danindikator kinerjanya .
- Daftar Urusan Wajib/Pilihan dan OPD yong Terkont

_ Pelaksona/Pihak Terkait - Sekda selakuKoordinator ’ : SRR M
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Doerah (Kepola Dceroh dan Kepula o
OPD/SKPD) ) _ :
- Fosilitator

; L - Penetapan konteks d:lckscnokan pado saatpenyusunan RPJMD
Waktu; : - Direviu/ d

' , RPIMD
:Sumber data utama '
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Pengls1an formulir 3 merupakan. tanggung Jawab dar1 set1ap s

Pemilik Risiko. Cara untuk melakukan peng1$1an adalah

1L Koordmator Manajemen  Risiko- bekerjasama dengan;f sl

Unit Kepatuhan menentukan terleb1h dahulu Program

Kerja,

- OPD/ SKPD. , i
2. Pemilik risiko perlu melakukan peng1s1an terhadap tabely_’"f |
| yang ada didalam formulir. : ’ |

3. Pada kolom sumber daya, P‘emilivk Risiko perluf

dan proses Bisinis yang dllakukan oleh set1ap N

menjelaskan kuantitas dan kua_htas sumber daya yangi“

dimiliki' saat ini (as it is)

4. 'Kolom temuan dan rekomendasi audlt dan APIP/BPK RI, = S

perlu untuk diisi oleh masing-masing bagian sehmgga

memberikan bukti danvalidasi. terhadap anal1s1s ns1ko‘ : "

~ yang dilakukan oleh setiap Pemlhk R1s1ko

Penetapan ' konteks/tujuan strategls pemerintah

daerah . pada dasarnya dllakukan untuk seluruh tuJuan E

otrategls yang tertuang dalam RPJMD Namun demikian

dalam penetapan konteks strategls pemerlntah daerahff o

. pemermtah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan; b

mempertimbangkan tujuan prioritas Sesuai dengan visi dan e :

misi Bupati atau pertimbangan - profes_lonal la_mnya .

- Penetapan tujuén yang menjadi pri'or‘ifas dapat’dﬂakukan‘

melalui CSA/F‘GD dan selan_]utnya dituangkan daLlalrnj s
“Dokumen Arahan dan Kebijakan. Pemlalan RlSlkO 5 :

Tahunan”. Sebagai contoh, berdasarkan “Dokumen Araha_n‘

dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemenntah‘lv ik

‘Kabupaten XYZ menetapkan Konteks- btrategls 'Pemerlntah

. iDaerah yang akan dilakukan untuk 3 tujuan strateg1$ :

yaitu tujuan 1 dari misi 1, tuJuanA 1 dan mlSl 2, dan“f”:‘ i

~ tujuan 1 dari misi-3. Sebagau contoh da.lam pemlalan r1s1ko«; o

tujuan strategis 1, maka peserta CSA/ FGD adalah
1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terd1r1 dari Bupatl

dan Kepala Perangkat Daerah (peJabat eselon 2) yang L

memiliki keterkaitan secara fungs; dan ke‘glatan"f_’ _}
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. terhadap tujuan strategis 1, antara lain pada. o

- a) Dinas Kesehatan;

' b) RSUD Kabupaten XYZ; | .
W ¢) Dinas Pemberdayaan Perempuan, ‘ Peﬂlndungan

2)

‘Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB); ; i i .

5 . d) Dlnas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dlanJurkan dalam

CSA/ FGD Walaupun dapat Juga d1had1r1 oleh pe_) ab at L

. eselon 3 dari Perangkat Daerah ‘namun s1fatnyaf;';

» sebaga1 pendaxnpmg

Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memanduy

- instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demlfé;

 langkah proses penilaian risiko. Fas111tator dapat berasalj” ‘

~dari Tim BPKP, Komite Manajemen R1$1ko Inspektorat?

- Daerah, atau pihak lain yang berkompeten Langkahff'

| penetapan konteks/tujuan strategls pemenntah daerahf

‘ ';'adalah sebagai benkut

(a) Mendapatkan dan mempela_)arl RPJMD serta dataE
1a1nnya terkait perencanaan: sepert1 SOTK uralangf ‘

tugas dan jabatan, dsb;

(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indlkator K1nerjaé'it ;fjff

Utama terkait tujuan strategls yang d11dent1ﬁkas1jj_‘3‘

sebagaimana tercantum dalam: RPJ MD

(9 Identifikasi data atau 1nform,a31 1a1n yang relevanf

misal prioritas pembangunan atau - program;
'ungg'ulan terkait dengan tu_]uan / sasaran dar1:f
urusan = wajib/pilihan yang. d1p111h berdasarkan:;_g
RPJMD; Ll i

(d Menetapkan sasaran dan IKU Strategis pem‘erintahf“itf
daerah yang akan d11akukan pemlaJan I'lSlkO

‘Sasaran yang akan dilakukan pen11a1an I'lSlkO b1saf;: L
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seluruh atau sebagian sasaran sesua1 kebutuhan, : *
Penetapan Konteks/ TuJuan Sterategls Tlngkat Perangkatk‘ i ‘
' Daerah 'Ikhtisar penetapan tujuan Strateg1s (Entltas)k o
Perangkat Daerahdisajikan seba_g?; ‘berikut : St

| .'. “t | . ‘
1 Lo

Tn Memperoleh|nformosnu1uon}susamnsrategls( Fifos) OPDycng ter o
| untuk tip- ltupurusondcnmdt atorkinerjonyo i

Ke{uomn ; Dafta tu;uon/sosoronsuategas( ntncs) OPDyongterkm un uktlop lop b
| ~ urusandanindikator mer;onyo : ]

o ; - Sekdo seloy Koordinator |
 PeleksonaPhok Terkalt - - Unit ek Rito Tinghat EselonldanQ(Kepulu OPD/SKPDdcn chcgl
bid 09D) B
y FGSIIlthor
Wy et

Duewu/demutakhlrkon setiop tahun podo saat penyusunan RKA OPD

Sumberdatoutomo ; Renstra OPD

Form 3 CONTOH PENERAPAN "

PENETAPAN KONTEKS/ TUJUAN STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH ‘

Nama Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten XYZ
. : Provinsi ABC

Tahun Penilaian : 2020 : b
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019 2023 f

" |Sumber Data | RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023 -

51




RPJMD

pemermtahan

masyarakat

dan informasi

Tujuan 2.4 Menurunnya I'lSlkO bencana

hidups
pendldlkan

masyarakat

Tujuan 3.3 Menmgkatnya kese)ahteraan sosxal;
Tujuan - 3.4 Menmgkatnya B partlsxpasi
perempuandalam pembangunan - .

Tujuan 4.1 Menlngkatnva laju Dertumbuhan.
ekonomi o

Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi i

Pénetapan konteks
Risiko Strategis

Pemerintah Daerah -

masyarakat

| Nama Dinas
Terkait

Dinas Kesehatan

RSUD Kabupaten XYZ

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perhndungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) '

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyét
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Tujuan 1.1 Menmgkatnya kualltas tatakelola:‘
Tujuan 1.2 M"éni'ng'katnya kohesi,vit‘agi‘ :

Tujuan 2.1 Memngkatnya kualitas transportast [

Tujuan 2.2 Menmgkatnya Kelayakhuman‘ .

Tujuan 2.3 Menlngkatnya akses komumkasL

Tujuan 2.5 Memngkatnya kuahtas hngkungan i
Tujuan 3.1 Méningk,atnya aksé‘s dan ku“alitas; '  i

Tujuan 3.2 Menmgkatnya dera]at kesehatanv.

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan




Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatah_ ibu
|anak N g
Sasaran 3.2.2 Menmgkatnya kuahtas kesehatan

, masyarakat
Sasaran Sasaran 3.2.3 Menmgkatnya perllaku hldup
| RPJMD
: sehat -
Sasaran 3.2.4 Menmgkatnya prestaSI Olahraga‘; e
di Kabupaten XYZ | n ' | ‘
Sasaran 3.2.5 Memngkatnya peran‘:,ser‘taj’ '
Pemuda dalam pembangunan ' - 3 |
Sasaran  3.2.6 Meningkatnya »kjesehé_’tani’
reproduksi L ' :
[IKU Sasaran - |Usia Harapan Hidup', .
|RPJMD - L
' Program Peningkatan Keselamatan' Ibu { =
: Melahirkandan Ana.k“ |
| Prioritas Program Pencegaha}l dan V'Penanggulanvgan' o
pembangunan dan PenyakitMenular o g TR

| program unggulan B -
prograt ggu Program Standarisasi Pelayanan Program‘: e

Promgsi Kesehatan .dan' Pemberdayaan
Masyarakat ' o ‘

, Program Perbaikan Gizi MaSyaEékat |
Tujuan, Sasaran, Tujuan 3.2 Memngkatnya dera]at kesehatan :
IKU yang akan |Sasaran 3.2.2 Memngkatnya kuahtas L |

Dilakukan pemlalan kesehatan
Masyarakat

|risiko o _ ik L ;
‘Program Periingka?tan Keselamatan . Ibu oy
Melahirkandan | T |

Penetapan tujuan/konteks Strategis (En'ti’t:as‘)y Perangkat
Daerah dila_kukan oleh masing-masing Pefangkat Dééréh sé'siiai . 4
urusan yang diampunya, sebagai contoh Dinas Kesehatan o ’f
‘akan menetapkan tujuan/konteks Strateg15 (Entltas) Perangkat
Daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordlnator) o |
_"Sedangkan Dinas Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat&,;‘:i:;
akan menetapkan tu_]uan /konteks Strategls (Ent1tas) Perangkat
‘Daer ah terkait dengan Urusan Wa_]lb Pekerjaan Umum :
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(Kobrdinator). Langkah penetapan .kpnteks/tujuan § strateg\is’l,.[:wfi i

(enﬁtas); Pcrangkat Daerah untuk setiap urusan adalah se»ba’g‘éif%jv

berikut :

(1)

()

M‘e,ndapatkan dan mempelajari Renstra Peran'gkat'Daerah,i:“ -
‘serta data terkait lainnya; | L i
Identifikasi tujuan, sasaran, dan. Ihdikator Kinerja :Utama.:,j :
: Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/ p111han ya.ng
dudent1ﬁkam yang mendukung pencapalan tu_]uan strategls':
yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strateglsj ¥y

: Pemermtah Daerah;

(3)

(4)

"Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkatjf:‘

Menetapkan sasaran dan IKU Strategls (entltas) Perangkatf ‘
Daerah yang akan dilakukan pemlalan risiko. Sasa_ran yang

akan dilakukan penilaian risiko b1sa seluruh atau sebag1an"f3'j ol

sasaran sesuai kebutuhan;

Menuangkan hasil identifikasi, vvsébagai‘mana form 4

Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkalt yaltui i;:_“ :
RSUD Kabupaten XYZ, DP3AP2KB; dan Dinas PekerJaang L

Umum dan Perumahan Rakyat (sesuau hasﬂ penetapa.n}-;"*
konteks strategis Pemerintah Daerah) N

=

Penetapan Konteks/Tujuan Operas1ona1 Perangkat Daerah

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan Operas1onal Perangkat o

Daerah dlsajlkan sebagai berikut :

Tujuan 1 Memparoleh informasi progrom tagsolon utoma, lu;uon kegmun. don

inclikator keduaran untuk ticp-tiap urusan wapb/pmrun yong dlkelolo o:eh B
. Ssstiop OPD. ; i
Ke!uwc"i{n ‘ ;- Daftor tjhn kagiatan utoma O?D untuk t:op-tiop uruson dan ind kolor‘ i
‘ keluoronnya .

i

PefaksonafPiha Terkait : - Kepalo OPD ;
: - Unit Pamilik Risiko Tingkat Eselon 3 4 ,

- Fasilitator:
Cd . | ‘ L
Wakty | ! Padasaot peryusunan RKA-OPD
Sumberdatautoma  : Renja
 Sumber Dolo loin : DPA OPD, RIPD
l. ! 1
. \ . /’
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Form 4 Contoh Penerapan
Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entltas) Perangkat‘ i
Da,erah pada Dinas Kesehatan i

Nama Pemerintah Pemermtah Kabupaten XYZ

Periode yang dinilai : Tahun 2020 ‘ -
Urus:én Pemerintahan : Urusan Wa:jib" Pelayahan' Da‘s‘akr
Pefahgkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan P
Peran Perangkat Daerah | : Perangkat Daerah Koordmator
{ Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dmas Kesehatan Kabupaten
Tujuan Memngkatkan derajat’ kesehatan masyarakat
Strategis Shasi
- 1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayl, Anak dan L
_ . Reproduksi y e i ke
Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan By
| | 3. Meningkatnya Kuah't.asv _Pelayaﬂn‘an Dasar .
, Rujukan. ' ' ghs
[TKU Renstra | TIKO | 2023
I I A B
Daerah Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 k3,2‘: T
‘| Kelahiran Hidup e et e
Angka Kematian Balita- (AKaBa) Per L  3,6, L | :

1000 Kelahiran Hidup -

Cakupan Pertolongan Persalinan ol_eh | 100
Tenaga Kesehatan yang‘rﬁémiliki B

Kompetensi Kebidanan -

Cakupan Pelayanan Kes'fehata;l'n Bayi - | Beiurﬁ
. SRR ~Ada
IKU Lansia e - Belum
s Lo ~ Ada
IKU Gizi o ~ Belum
' PSR  Ada
IKU Kesehatan Reproduksi + | Belum

Informasi lain |- -

Tujuan Strategis:

Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat

Tujuan, Sasaran Strategis:

‘h
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' Sasafan, IKU Méningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan
yang akan Reproduksi LR .

dilakukan , IKU Strategis:

penilaian risiko |- Angka Kematian Ibu Melahlrkan Per 100 OOOKPlahlran

Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KelahlranHldup

’ — . Kab‘up_aten XYZ,.........Oktober
| 2020 |

Kepala Dinas Kesehatan

-Penetapan tujuan/konteks operasmnal Pera_ngkat Daerah'.‘-

dllakukan oleh masing-masing Pera_ngkat Daerah terkalt sesual_ o

urusan yang diampunya. Penetapan tu_]uan/ konteks
' :operas1onal Perangkat Daerah dalam rangka mendukung“
‘tu_]uan strategis- Perangkat Daerah Langkah penetapan“‘v':lf 3
konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk set1ap

urusan adalah sebagai berikut:

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat

Daerah, serta data terkait lalnnya :

(2) Identifikasi kegiatan utama dan 1nd1kator keluaran terkeut g

dengan tujuan strategis Perangkat Daerah ya.ng sudah d1p111h‘ i

sebelumnya,

(3) Menetapkan keglatan utama dan 1nd1kator keluaran yang

akan dilakukan penilaian risiko. Keg1atan utama yang akan" T

dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dllakukan untuk

seluruh kegiatan utama. Narnun demlklan Perangkatn |

Daerah bisa memilih sebagian program /keglatan /s asaran}

‘sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau e

pertimbangan profesional lainnya;
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Sebaga1 11ustras1 terkalt

(4) Menuangkan hasil identifikasi. :
dengan pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan maka penetapan o

Konteks/Tujuan operasmnal Perangkat Daerah pada Dlnas  ‘5 E

Kesehatan adalah sebaga1 berikut :

: Pemerintah Kéb\upaten‘ XYZ, ProVinsi
: 2020 Sl
: Periode RP]MD Tahun 2019- 2023

Nama Pemerintah Daerah
ABCTahun Penilaian
Periode yang dinilai

Urusan Pemerintahan : Urusan Wa]lb Pelayanan Dasar

BidangKesehatan

Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehata'd
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Sumber - |Renja Dinas Kesehatan Tah'un‘ 2020
Data '
Tujuan Memngkatkan derajat kesehatan masyarakat
Strategis
1.Program Upaya Kesehatan Masyarakat .
2.Program Perbaikan G121 Masyarakat
Kesehatan '3.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
| (Renja 2019) Anak Balita g : :
dénKegiatan 4.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan .
o Lansia L
Utama
: 5.Program Peningkatan Keselamatan Ibu
melahirkan dan S 1 e
1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) ‘| 7.455
s ibu
b S - hamll |
i 2. Pertemuan ANC Terpadu: ; 30 orang | .
Keluaran / L peserta »
| Hasil Kegiatan 3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil
~ resikotinggi dalam penggUnaan :Buku' . Fol e S
- KIA dan Pasca salin dengan pelayanan | peserta
‘darah _ | )
pada sektor eksternal - -
4. Pelatihan Managemen Terpadu 20 orang |
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja p'ésévrtéi‘ :
5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah 20 ofang
lan]utan 1K1 ‘ '
. peserta |
Informasi - —
Lain '




- |Kegiatan, dan
- |Indikator dananak
keluaran yang

lakan
dllakukan
Penilaian. -

Risiko.

Kabupaten XYZ Mel
2020Kepala Dlnas

Kesehatan

Program Peningkatan Ke"s;elamatanilIbu melghir}‘(;‘l‘n —

2] Ident1fikasx Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai r1s1ko yang mengancam‘
pencapaian tujuan diidentifikasi sesueu dengan tahapan

prosesnya. R1s1ko yang d11dent1ﬁkas1 merb.pakan keJad1an :

" yang mengancam pencapeua.n _ tuJuan ~ Risiko dapat‘

diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah ter_]adi ;
~atau peristiwa yang diperkirakan akan ter_]adl Pada tahap} L

identifikasi  risiko, selain pernyataan r1s1ko _]ugaw

dlsampalkan atribut risiko antara lain kode r1s1ko pem111k g _5:'

 risiko, penyebab risiko, sumber r1s1ko sifat penyebab r1s1ko;‘) “;‘_:‘\ : :
: apakah dapat d1kenda.hkan (controllable) atau t1dak dapat‘jjﬂ‘,:'_
f,dlkendahkan (uncontrollable) oleh pem111k r1s1ko dampak;*j

- risiko, serta penenma dampak risiko. *

‘Dalam  melakukan identifikasi_ risiko, dipe.rluk‘an}‘

perhahama_n sebagai berikut :

a) Kejadian risiko merupakan pernyataan kond1s1onal atas";;l:}ijx“‘: L

peristiwa/keadaan yang berpotens1 menggagalkan

o menunda, menghambat atau . tidak mengoptlmalkan:

pencapaian sasaran/tujuan orgamsas1 Ke_]adlan r1s1ko.; b

dapat berupa W

(1) Sesuatu yang tidak d1harapkan namun ter_]adl yaltu:f

kerugian, pelanggaran, kegaga.lan atau kesalahan

‘atau ;

(2) Sesuatu yang diharapkan namunt1dak :tei'wujud yaltu .
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3)

kesempatan yang tidak dapat dlmanfaatkan ‘
Namun demikian, keJad1an risiko bukan merupakan
negas1 (lawan) dari sasaran / tuJuan organ1sas1 i s
Dampak risiko merupakan’ akibat langsung yang‘:;‘_.*‘ -

timbul dan dirasakan setela.h r131ko terj ad1

(3) Identifikasi risiko dllakukan‘ terhadap unit pemlhk‘;;;_
risiko baik level pemermtah daerah maupun SKPDA, e

serta unit kerja eselon III da;a IV.

Iden‘uﬁka& risiko urusan dﬂakukan sebaga1 benkut

a)

Ab)

Mengenall - proses dan tahapan penyelenggaraan
pemenntahan/ prograrn/ keglatan/urusan, o G
Identifikasi kejadian I‘lSlkO Selaln mendasarkan pada'f

permasalahan yang . pernah ‘terjadi dalam set1apf7'
tahapan, juga mendasarkan.: kepada kejaélién -yang‘u .

mungkin terjadi dan menghambat pencapalan tujuan ‘

" Teknik Identifikasi risiko urusan Wa_]lb /pilihan yang

dlgunakan dalazn pedoman ini menggunakan CSA /FGD P

Risiko Strategis Pemerintah Daerah

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan r131kof‘ o

strategis pemerintah daerah

a)

~ pencapaian tujuan strategis OPD ‘terkait, mlsal dalam*

)

Risiko strategls pemenntah daerah dapat mempakanf“”‘f“;;
risiko yang d1sebabkan kelemaha_n pengendahan yang‘
menjadi tanggung Jawab Kepala Daerah/ tlngkat pemdaﬂ i

(misal: peraturan/monitoring dan 1a1n -lain)

Pengendalian yang nantinya " dlrancang merupakan"l”_i S

tanggung jawab Kepala Daerah, atau ~ hanya b1sa"‘;.k‘;

dilakukan oleh Kepala Daerah.

Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potens1 o
kondisi yang memerlukan pengendahan di tingkat

pemerintah  daerah untuk memastlkan/membantu’ AT

bentuk peraturan/keputusan /SE kepala daerah atau

pemantauan oleh Kepala Daerah.

R.1s1ko strategis pemerintah daerah dapat berupa factorv

faktor di luar pencapaian tujuan strateg13 OPD yang dapat : .
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 e)i- Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan o
trategls yang dipilih untuk men_]armg permasalahan‘iijw“‘
strategis/ operasmnal OPD yang

1) RlSlkO strategis pemerintah daerah
N yang menurut kepala daerah merupakan risiko yang o

 g) Risiko strategis pemda d1setuJu1 / d1va11da31 kepala daerah . e

4)

’ penilaian risiko. Tujuan/sasaran strateg1s Dlnas Kesehatan‘;“ '

mengganggu- pencapalan tujuan. strategls pemda

pencapan tujuan

memerlukan penanganan / tindakan oleh kepala daerah

penting, sehingga d%%)erlukan 1angkah pengendallan oleh“ o
kepala daerah. : ' ‘ o ~

Risiko Strategis (Entltas) OPD '
Identifikasi I'lSlkO strateg1s (ent1tas) OPD dllakukan

untuk mengldenuﬁka& kejadian yang dapat mengancam‘f:é__';‘;
pencapalan tujuan strategis (ent1tas) OPD yang terkalt;“‘
dengan tujuan strategis pemda. Contoh Dinas Kesehatan"f; s
Kabupaten XYZ telahmenetapkan konteks /tujuan strategls‘ij 5
(entitas) OPD Urusan Wajib Kesehatan yangakan dilakukan L

~ yang akan dilakukan Manajemen rls1ko terkait Urusan Wa_]lbi‘_-“:“ |

- masyarakat”dan Sasaran strategls “Memngkatnya JENH

- rendah (persalinan tidak dilakukan pada faskes kunJungan‘ e
“ibu hamil tidak teratur) b) Kuallta§ pelayanan APN tldakj 5

' Kesehatan:

Tujuan strategis “Menmgkatkan deraJat keschatan |

Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduk31 Selan_)utnya“_‘
berdasarkan CSA, -telah tendenhﬁkam Risiko Strateglsj“j :

(Entltas) Dinas Kesehatan : a)Penggunaan layanan kesehatan. ;

‘ »sesuai SPM Kesehatan c) Sarana péhdukﬁﬁg ANC kurang

5

~ mengancam pencapalan tujuan keglatan OPD Dalam Tabel iy

3.8 dicontohkan bahwa Dinas Keschatan Kabupaten XYZ .j"“' .

memadai; d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih.

Risiko Operasional Unit Kerja
Identifikasi  risiko operasmnal d11akukan untuk‘_[

mengidentifikasi kemungkinan kejadlan | yang I dapat Lo

telah menetapkan konteks/tujuan Q_perasional OPD .Urusanfl;-
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Wajib Pelayanan Dasar. Bidang. ..‘Keéehatan; yang akan

~ dilakukan penilaian risiko. Kegiatari Dinas Kesehatariv-yahg'j o .
~ akan dilakukan penilaian risikof;‘ terkait Umsan Wa_]lb
Pelayanan Dasar Bidang Kesehatah “Jam1nan Persallnan

(DAK non ﬁsik) TuJuan Keglatan tersebut adalah

“Pemngkatan Keselamatan Ibu Melahlrkan dan Anak”

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah tendentxﬁkam Risiko

‘Operasmnal DinasKesehatan: 1. Pertanggun.awaban tldak”;:flv_:

tepat waktu; 2. Pengadministrasian tidak tepat waktu 3.

Laporan Realisasi Keuangan“ _‘anulan,r. Kesvu_htap...‘- St

mengumpulkan_ administrasi s"j'(.a;at ~ pencairan, yaltu .

:kelengkafpan klaim, berupa dokpme;atasi' 4. K'egagala‘n:’ L

mengidentiﬁkasi permasalahan.

berlkut

- Proses/tahapan dalam 1dent1ﬁkas1 r1S1ko adala_h sebagal"}}': i

va) Setelah disetujuinya Dokumen - Renstra dan RKA/ DPA ‘_ i

Manajemen Risiko melakukan 1dent1fikas rls1ko'

terhadap Sasaran/ program/ kegiatan ‘dokumen tersebut S
pada awal tahun dengan mempertlmbangkan tahapan‘f;}ri"“

.. program/kegiatan atau SOP dan uraian jabatan yang

ada.

b) Ruang 11ngkup identifikasi r131ko harus sesuai dengan. i

Penetapan konteks sebagaumana form 3 dan form 4 di .

atas.

¢ Area Risiko adalah area yang memiliki ?risiko sesiiaif

Identifikasi Risiko dilakukan dengan area 1"181k0 sebagal;_ e -

berlkut

Struktur Organlsas1
Kompetensi SDM

‘Teknologi Informasi
Kebijakan dan Prosedur
Sumber Daya dan Sarana
Sistem Pelaporan

Internal

Eksternal

vvv-vavv
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- (6) Tentukan penyebab dari perlst1wa I’lSlkO

Pendekatan yang dlgunakan untuk melakukan ‘
1dent1fika81 risiko adalah Failure Mode Effect Analyszs atau -

pendekatan system melalui pembentukan tlm untuk

melakukan itu, yang menerapkan metode table untuk
membantu proses pemikiran untuk mengldentlﬁka51
kegagalan potensial dan efeknya Proses 1dent1ﬁkas1
menggunakan Formulir form 6 dan lamplran FRM 6A “
- ' Secara umum, FMEA meng1dent1ﬁkas1 t1ga hal yaltu |

(1) Meninjau dan menganalisis peta proses blsms atau‘

bagan alur (flowchart) yang ada

(2) Penyebab kegagalan yang - poten81a1 dan 81stem,

~desain outputpmgram /keglatan dan proses G

(3) Efek dari kegagalan.

| - (4) Tingkat - pengaruh kegagéian terhadap ysi
pemermtahdaerah/OPD/unlt ker_]a L

| (5) Desain dan proses operasmnal

: Aturan penulisan pembuatan FMEA adalah il
(1) Nomor Dokumen : Sl

(2) Tentukan APC dan Program Ker_]a yang suda.h13

ditentukan.

i

iR

(3) Tentukan peristiwa r131ko

(4) Tentuka’n fungsi. yang mengala_rm/ akuntabel darlfj

peristiwa risiko tersebut.

(5) Tentukan jenis risiko sesuai dengan Jems r131ko yangj;

diatur dala_m ketentuan yang berla.ku (]1ka ada)‘ .

(7) Tentukan gejala/akibat yang t1mbu1 ak1bat perlsuwa_“" |

risiko/dampak dari perlsuwa risiko.

(8) Tentuka.n aktivitas kontrol yang sudah ter?sédir;t:f

(exzstmg control)
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4kategor1 risiko sebaga1 berikut :

- ‘Masmg—masmg area risiko tersebut tldak dﬂepaqkan darl

 No

Aturan penuhsan risiko d1_]abarkan sebaga1 berlkut o
1)  Gunakan .kata benda dan buka.n kalunat netral ber—
: awalan ke-anatau berpola sub_]ek pred1kat (SP) contoh

o b) Keterlambatan pemesanan barang
L

f3)' g
: belakang berbeda.

1

Kategori

Deﬁnisi*‘ o

Risiko
Bencana

Risiko yang berkautan dengan potensr
bencana yang i: e . menimpa
gedung/ bangunan Jarlngan 1nsta1as1’?
produksi dan distribusi. L i

Risiko

| Kebijakan

Risiko yang berkaitan dengan pemmusan‘;
dan penetapan kebijakan 1nternal maupun‘
eksternal Pemermtah Daerah i t

Risiko

Risiko yang berkaitan dengan perbuatanf
yang mengandung unsur. kesenga_]aan,i

|4 Risiko

‘tidak - lebih dari 10 kata) Jadwal pemesanan barang

penjelasan penting).

Fraud
: ‘ niat, menguntungkan diri sendiri atau

orang lain, penipuan, penyembunymnj
atau penggelapan, dan penyalahgunaanf
kepercayaan ' yang bertu_]uan untuk
memperoleh keuntungan secara tldak sahf
yang dapat berupa uang, barang/harta
jasa, dan udak membayar jasa, yang
dilakukan oleh satu individu atau lebih |
di- lingkungan Pemermtah Daerah ataun
unit kerja. : i o

Risiko yang berkaltan : dengan[
ketidakpatuhan Pemerintah Daerah atau
unit kerja terhadap peraturan perundang-
undangan, kesepakatan 1nterna31onal
atau ketentuan 1a1n yang berlaku D a

Kepatuhan

5 Risiko

Risiko yang, berkaltan dengan tldak;
Operasional e

berfungsinya proses bisnis Pernerlntah
Daerah, sistem 1nforma31 atau
keselamatankerja 1nd1v1du s i

a) Jadwal pemesanan hilang.

c) Terlambat pemesanan barang

Definisikan dalam kalimat jelas da_n spesﬁ'ik (usahakan‘

kepada vendor hllank

Usahakan dapat d1paham1 oleh orang-orang dengan latar

)

Hindari istilah teknis/jargon (atau sei*takan dengan
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5) Hindari singkatan (atau sertakan

tainbahan yang lengkap).

torm/penidasan

Pada tahap identifikasi risiko, selaln pernyataan G

risiko, juga disampaikan atribut: I‘lSlk

risiko, pemilik risiko, penyebab r1s1ko, sumber risiko, s1fat -

o antara 1a1n kode::_%‘ﬁﬂl»;

penyebab risiko apakah dapat d1kendal1kan (controllable):
atau t1dak dapat dlkendallka.n (u ncontrollable) oleh pem111k_~v:‘ i

risiko, dampak risiko, serta penenma dampak risiko dengan:

| menggunakan form 6 dan 1arnp1ran FRM 6A.

Contoh kode risiko yang d1gunaka_n dalam pedoman mli';f

menggambarkan tingkat risiko, tahun: pelaksanaan pen11a1anf‘ R

ns1ko jenis urusan entitas/ Perangkat Daerah yang memlal,f , ¥

i dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah Contoh i s

Kode R1$1ko adalah sebagai berikut::

Tahun h Entitas | Nomor urut

o Pelaksanaan risiko di - s
Txngka ‘ Perangkat Entitas/ -  Kode
Penilaian Jenis |, ot tas/ = |
; Daerah :
! Risiko . ‘Perangkat
| siko yang I
'{ . Daerah _
i : “Menilai o ERE .
RS | 2020 00 05 01 | RsO2
. © > ] 0.00.0
‘ RN ' 5.01
RSO = Kode Jenis Risiko uhtuk Risik'o IStf'a‘;tégiS} i
Perangkat Daerah Ll
20 - = Tahun pelaksanaan pemlauan r1s1ko adalah 2020 b
00 = Kode wurusan wajib/pilihan (untuk risiko o

strategis Perangkat Daerah dan Operasional) atau . .
tujuan strategis (untuk r131ko strateg13 Pemenntah A

Daerah).

05 = Kode Permerintah Daerah yang menilaiv(‘untuk

risiko strategis Pemerintah . Daerah) atau kode

Perangkat Dacrah yang menilai (untuk r1s1ko L

strategis Perangkat Daerah dan Operasmnal)
01 = Nomor urut risiko o

Penjelasan pengkodean selengkapnya dlsajlkan sebagalmaha . : :1 G

form 5 .




Form 5 Contoh Koc‘l"e._'R_is_iko '

Entitas/ | Nomor | |
R Perang kat  urutdi
'Pélaksanaan Jenis Daerah | Entitas/ |
Penilaian Risike Yang | | Perangka i K.O,d? o
. R - tDaerah- ot
0 |RSP.20.0 |
1 1.01.01
RSO | 2020 02 05 0 .
- ROO 2020 03 - .25 0

T1ngkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebaga1 berlkut

- RSP Strategis Pemerintah Daerah
RSO Strategis Perangkat Daerah
ROO Operasional Perafigkat Daerah’

o

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemermtah Daerah '
‘terdiri dari 2 angka sebagai berikut : -

01 [Pendidikan <‘ ‘ "R1." |Persandian

102 | Kesehatan : 22, . | Kebudayaan
03 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 23 |Perpustakaan =
04 | Perumahan dan Kawasan  [24  |Kearsipan
Permukiman ' ‘ ‘
05 = | Ketentraman, Ketertiban Umum, - 25 . {Kelautan dan perjkanan:‘
dan Perlindungan SRS L :
Masyarakat v 26 | Pariwisata
106 | Sosial B ' 27 | Pertanian
07 Tenaga Kerja . 28 'Kehutanén/Perkebuhan S
08 Pemberdayaan  Perempuan & 29 ' | Energi dan ' sumber daya
Pelindungan Anak . | mineral -~ ' o
09 Pangan ; ' 30 . | Perdagangan
10 Pertanahan 31 = | Perindustrian
111 Lingkurigan Hidup ' 32 . | Transmigrasi
12 Administrasi kependudukan dan 33 v | Penyusunan Kebljakang dan
' pencatatan sipil "« | Koordinasi administratif
S Lo : .| Administrasi  Kesekretariatan
13 Pemberdayaan masyarakat dan 34 | DPRD . P : an
desa : : 3 : |
|14 | Pengendalian  penduduk dan 35 ' | Pembinaan dan Pengawasan i
keluarga berencana d DR s
15 Perhubungan , 36 | Perencanaan  pembangunan,
' | Litbang T
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16 | Komunikasi dan informatika 37 ;"7 Keuangan dan Pandapatan‘ L
17 KUKM 38 . | Kepegawaian
o : ~+% | Pengembangan SDM
18 | Penanaman Modal 39 . |Bencana IR
19 Kepemudaan dan olah raga 40 . | Politik
20 Statlstlk 99 La:nnya
Entltas yang men11a1 terd1r1 dari 2 angka sebagal berikut'
01 Pemerintah Daerah 18 _Dmas Perhubungan .
02 | Sekretariat Daerah © 19 |Dinas  Komunikasi  dan
~ : Informatika o _
03 | Sekretariat DPRD 20 '|'Dinas Perdagangan _dan :
Lo Perindustrian R
04 | Inspektorat Daerah 21 Dinas Penanaman Modal dan i
Pelayanan: Perizinan L
_ : _’}ferpadu Satu Pintu
05 | Dinas Pendidikan R
06 | Dinas Kesehatan 22 |Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
; Kepemudaan dan Olah Raga
07 | Dinas Pekerjaan Umum dan 23 | Dinas Perkebunan = dan |
Penataan Ruang | Peternakan
08 Dinas Perumahan Rakyat dan 24 Dinas Perumahan dan Kawasanf'
| Kawasan Permukiman .Pemukiman. - R
09 | Dinas Satuan Polisi Pamong 25 | Dinas Perpustakaan - dan
Praja.dan Pemadam Kebakaran | Kearsipan 1 _
10 Dinas Sosial Pemberdayaan 26 | Dinas. Pertanian,§ Tanaman ‘
Perempuan dan Perlindungan 'Pangan dan Holtikultura &
11 | Dinas Tenaga = Kerja dan 27 '|'Dinas. Perikanan e
‘ Transmigrasi ST : : et
12 Dinas Pengendalian Penduduk 28 Badan ‘ , Perencanaan
dan Keluarga Berencana | Pembangunan Daerah B
13 Dinas Ketahanan Pangan 29 Badan. Keu‘angari Daerah
14 Dinas Lingkungan Hidup 30 |Badan Kepegawa;an  den
' : “Pengembangan Surnber ‘Daya . -
Manusia Daerah , :
‘15 Dinas Kependudukan dan 31 ‘Badan Penanggulangan~ R
Pencatatan Sipil | Bencana Daerah
16 Dinas Pemberdayaan 32 Badan Kesatuan Bangsa danq.
Masyarakat dan Desa 'Politik ‘ -
17 Dmas Koperasi, Usaha Kecil 33 |RSUD
~ |'dan Menengah e ‘
99 Eainny_a“

Oleh karena

itu,

pemilihan peserta CSA/FGD Juga agar

mempertlmbangkan kedua hal tersebut d1 atas.
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| 'Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/ x{as1

Peserta CSA/FGD untuk penilaian i‘iéiko tirigk'vat‘ ‘stfeitég‘is';f; L

o -pemenntah ‘daerah adalah Bupat1 dan Kepala Perangkat Daerah "
, kpeserta CSA/FGD untuk pen11alan r1s1ko strateg1$ (ent1tas)

Perangkat Daerah adalah Kepala ‘
: Kabag/ Kabld Perangkat Daerah, dan peserta CSA/ FGD tmgkat’i:ii

Perangkat

Daerah dan o

operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daq“rah?f’

- itu, dalam CSA/FGD sebaiknya mehbatkan fas111tator (T1m BPKP
Kormte Manajemen 'Risiko, Inspektorat, atau plhak lain yang:
ber:{ompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses'

pelaksanaan CSA/FGD.

g Sebagai contoh pelaksanaan CSA 1dent1fikas1 r1s1ko pada‘vw‘;’j

£ : Kabupaten XYZ dilakukan sebagai bemkut ‘ L «' .
. I MaSIng-mas1ng peserta meny ampalkan r1s1ko r1s1ko yang dapat“*:’f

. o mengha_mbat pencapaian tuJuan/ sasaran terp111h : e

2) Risiko-risiko yang d1ket1k i.:

2 ditai'npilkan pada layar LCD;

d1sampa1kan peberta

Selain

dan

3

j‘?4‘)_ - Menetapkan dan menyepakati risiko sesua1 has11 dlskus1 e
vMend1skus1kan dengan peserta atribut- atmbut I'lSlkO (pem111k o

oy

o serta penerima dampak risiko).

Kabupaten XYZ dengan langkah tersebut adalah sebagal ber1kut

| )

| ‘:d11akukan untuk mengidentifikasi
 yang dapat

vr1s1ko penyebab risiko, sumber r1s1ko, s1fat penyebab r1s1ko;

Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama—sama peserta Lo

‘apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tldak dapat%j"

~d1kendallkan(uncontrollable) oleh pemlhk ms1ko darnpak I'lSlkO :

Has1l 1dent1fika31 risiko pada Urusan WaJ1b Kesehatan pada;« "_:

R1s1ko Strategis Pemerintah Daerah . i - |
Identifikasi Risiko Pemermtah Daerah

kemungkman keJ ad1an )

Strateg1s -

mengancam pencapa_lan tuJuan strateglsk_“;w

‘_‘pemermtah daerah Tujuan / Sasaran Strategls Pemer1ntahif}jl,.
'Daerah |

‘Menmgkatnya dera_]at kesehatan masyarakat

‘yang akan md11al<:ukan . ManaJemen | r1s1ko

Selanjutnya berdasarkan CSA/ FGD telah ter1dent1ﬁkas1 |
‘} R1s1ko Strategls Pemermtdh Daerah : . 5
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a) Penerapan Périlaku Hidup BerS1h Sehat (PHBS) rendah L

 b) Pelayanan kesehatan belum memenuhl SPM B1dang“-::;f i
Kesehatan Contoh Formulir Kertas Kerja Ident1fikas1; -
R1$1ko Strategis Pemerintah Daerah d1sa31kan pada form; :
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Keterangan

1
2.

' Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan. strateg13 urusan Wajlbwia

sebagau mana tercantum dalam RPJMD / RenstraKolom c

diisi dengan indikator kinerja tuJuan Strateg13

‘Kolom d diisi dengan uraian penstlwa yang mempakan

risiko Kolom e d1151 dengan Kode I‘lSlkO

Kolom f dllSl dengan Pemilik " r131ko, p1hak/un1t yang:”

| bertanggung jawab/. berkepentmgan untuk nﬁlcvn_gelola, o

risiko;

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. ‘Untu.kf S
- mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa G

dikategorikan ke dalam: Man, Money, Méthod,‘fMachirié; S E

dan Material;

6. Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/ 1nternal),

7. Kolom i diisi dengan C, jika unlt ke*ja rr'ampu untuk

-~ risiko benar—bena.r terjadi. - Untuk mempermudah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam‘ penyusunan r131kof ;i

mengendahkan penyebab risiko, atau ucC J1ka umt kerJa“j‘-""“n;‘"

tidak mampu mengendahkannslko, :

Kolom j diisi dengan uraian a.k1bat yang d1t1mbu1kan J1ka o

"identiﬁkas'i dampak risiko, dampak - risiko ‘bisa  19~, :,,?‘
dlkategonkan ke dalam: Keuangan Kinerja, Reputas1 dan‘ i

Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang mendenta/ terkena}_, : 4

dampak jika r1s1ko benar-benar texjadl,

strategis Pemerintah Daerah:

: .

Risiko strategis Pemerintah Daer-ah ‘dapat- merupékan: .
risiko yang disebabkan kelemahan pengendahan yang'«
menjadi tanggung jawab. Bupatl/ tlngkat Pemermtah;.

Daerah (misal: peraturan/ momtorlng dan lain- laln), i

Pengendalian yang nantinya d1rancang merupakan ‘; j@:.i
tanggung]awab Bupati, atau hanya b1sa dllakukan oleh}} :
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2

¢ Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa poten81 e

kondisi yang memerlukan pengendahan d1 tlngkatv‘

,Pemerlntah Daergh untuk memastlkan/ membantu .

pencapalan tujuan strategis Perangkat Daerah terkalt'-yl,;’
misal dalam bentuk peraturan/keputusan/ SE. Bupatl-, "3;;‘

atau pemantauan oleh Bupati; ="

d Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-ff sl
faktor diluar pencapaian tuJuan strategis PQrangkat G

Daerah yéng dapat mengganggu pencapaian tujuan

strategls Pemerintah Daerah.

¢} Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkaut dengan
‘tujuan  strategis yang d1p111h untuk menjarlng
permasalahan pencapan tujuan strategm/ operasmnal '

Perangkat Dacrah yang memerhukan penanganan/

t1ndakan oleh Bupati.

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa rls1ko'_ i;‘.;
yang menurut Bupati merupakan_ns1ko yang pe_nt1ng,v;‘,;¥“ .
sehingga diperlukan langkah peﬁgendalian' oleh Bupati. | v

g Risiko strategls Pemer1ntah Daerah d1setuju1/ dlval1das1 it

Bupatl

R131ko Strategls (Entitas) Perangkat Daerah ,
Identifikasi Risiko strategis (ent1tas) Perangkat Daerahf-

dilakukan untuk mengldentlﬁkasy-ke_]adlan yang dapat . 0

~mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) P'era}ngkat;, j {

Daerah yang terkait dengan tujuah* strategis Pemerintah:
Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis :
Pemenntah Daerah. ‘ e ’

Sebagaimana dicontohkan bahwa Dlnas Kesehatan‘k‘f‘.""‘f \‘ |
Kabupaten XYZ telah menetapkan konteks / tu_]uan strategsi i
‘(entltaS) Perangkat Daerah Urusan Wa_]lb Kesehatan yang o

| akan dilakukan penilaian risiko.

TuJuan/ Sasaran Strategis Dinas. Kesehata_n yang akan

~dilakukan Manajemen Risiko terkalt Urusan . Wa._]lb

- Kesehatan : Tujuan Strategm Memngkatkan derajaty

kesehatan: masyarakat dan . Sasaran Strategm-f i

1,
b




- Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, = Anak ) dan

~ Reproduksi.

Selanjutnya -berdasarkan CSA;'. telah idf:_ntiﬁkas:i :
R1$1ko Strategls (Entitas)Dinas Kesehatan e ‘

o a) fP‘enggunaan layanan kesehata__.n, rendah (Pcr‘saflinanv

tidak dilakukan padafaskes, kg’njungan' ibu  hamil
- tidak teratur). E : '; SR
b) 'Kualltas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan

¢} Sarana pendukung ANC kurang memadal

d Mutasi tenaga kesehatan terlatlh

"Contoh Formuhr kertas kerja Identlﬁka31 R1s1ko Strateg13 : “

: Perangkat Daerahdapat disajikan sebagalmana form 7

“Hal-hal yang perlu d1perhat1kan dalam penyusunan r131ko_>‘"al -

strategm Perangkat Daerah sebagai ber1kut

a)

Daerah /SOP Perahgkat Daerah, monifoﬁng kepala, =

d)

Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa r1s1ko yangr-‘f"*‘”" -

dlsebabkan kelemahan pengendallan yang . menJadlilk‘

tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Keb1_}akan kepala‘ . -

'Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, momtormg

kepala Perangkat Dacrah dll) - Pengendahan yang nantinya o
dirancang merupakan tanggung Jawab yang dilakukan s

oleh kepala Perangkat Daerah. . i |
‘ b) - Risiko - strategls Perangkat Daerah dapat berupa potens1~ L
.'kond151 yvang memerlukan pengendahan di- tlngkat' .

Perangkat Daerah .(Kebgakan . kepala : Perangkat;

Perangkat Daerah dll) untuk ‘memastikan /mernbantuf
'pencapalan tujuan strategis Perangkat Daerah terkait. i .
Risiko strategis Pernerintah Daerah dapat berupa )f’akt:oréi e
’faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat‘i

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan

strategls Perangkat Daerah.

'Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkaut dengan tu_]uan s |
strategis Perangkat Daerah yang d1p111h untuk men_]armg
‘ permasalahan pencapan tujuan . strategu / Operasmnal SRR

Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan / tlndakan
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- oleh kepala Perangkat Daerah _
, e)z‘ Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa r131ko yang“»
menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko. yang
pentmg, sehmgga diperlukan . langkah pengendahan oleh-i_
Kepala Perangkat Daerah. , S
f)  Risiko strategls Perangkat Daerah dlsetujul/ dlvallda81 oleh el
Kepala Perangkat Daerah. ' i
3] Risiko Operasional = ‘ |
Identifikasi Risiko Operasio'n'al »dile'ikl..lkani untuk o
'mengidentiﬁkasi kemungkinan ke_]adlan yang dapat
. mengancam pencapauan tujuan keglatan Perangkat Daerah‘
- Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ telah‘
menetapkan konteks/tujuan operasmnal Perangkat Daerah, .
Urusan Wajib Pelayan'ln Dasar Btdang Kesehatan yang akan R S

| dﬂakukan penilaian risiko.
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7. dikategorikan -ke dalam : Man, Mdnéy,‘ Method, Maéhih?, dan
Material ' ' R :

8. Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/ 1nterna1)

Vo :

9. Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk

fmengendallkan penyebab risiko, atau UC jika unit kerJa t1dak‘ﬂ?‘;‘zf;§ e

mampumengendalikan r1s1ko

10 Kolom j diisi dengan uraian ak.lbat ya.ng ditimbulkan _]1ka r1s1kod;j  F
benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak‘ i

risiko, dampak risiko bisa dikategof,ik}an‘ ke dalam: 'Keua'n'ga‘n,; S

Kinerja, Reputasi dan Hukum

11.Kolom k diisi dengan p1hak/un1t yang menderlta/terkena‘ ';'*.'

dampak jika I'lSlkO benar-benar ter3ad1

Keglatan Dinas Kesehatan yang akan dllakukan penllalan:v} : i

" risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar B1dang Kesehatan :

: Jamman Persalinan (DAK non ﬁs1k) Tujuan Keglatan”:‘f”

tersebut adalah : Peningkatan Keselamatan Ibu Melah1rkan,u

~dan. Anak

' SelanJutnya berdasarkan CSA telah tendenuﬁkas1 RlSlkO :

Operasmnal Dinas Kesehatan : :
a) Pertanggungjawaban tidak tepat Waktu
) Pengadministrasian tidak tepat Waktu '

¢ Laporan RealiSa51 ‘Keuangan Trlwulan Kesuhtan

mengumpulkan adn';mlstram syarat pencalran, .yaitu i Lt

‘kelengkapan klaim, berupa dokumentasi;

d Kegagalan meng1dent1ﬁkas1 permasalahan

Contoh Formulir kertas kerja Identiﬁkasi Risiko" OperaSionaif.. S

v Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8. c. Analisis Risiko o

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkman r151ko

Setel_ah Risiko urusan wajib/ plllhan ter1dent1_ﬁkas;ﬂfdagq
~ disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis =

| r1s1ko urusan wajib/ pilihan.

Sebagai contoh, analisis r1s1ko atas Urusan WaJ1b‘fj;fv:~'~iW'

- pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten <Y7Z ]

dilakukan melalui metode CSA. Beérdasarkan risiko yang =~

 telah diidentiﬁkasi, masing—mésing : Vpe‘seyrta. 2 ’dimihtd_
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memberikari skor terhadap dampak ‘dankemungkinan"‘{":,‘
seéuai dengan skala yang dlsepakatl dengan cara-‘f
menuliskan di selembar kertas. Selan_]utnva n11a1 dampak‘
‘dan kemungkinan dari seluruh peserta dljumlahkan dan
dibagi dengan total peserta untuk’ mendapatkan rata- rata i
~ skor dampak dan kemungkinan r1s1ko _ i
.‘ Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko, sebagalmana form 8 .
7)) Memvalidasi risiko ' %
'~ Hasil analisis risiko Tingkat Strategls Pemerlntahf:t
Daerah selanJutnya d1komun1ka31kan kepada Kepala‘ |
"Daera_h sedangkan ngkat Strategls (Ent1tas) Perangkat"‘.ff«353'1
Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
» dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk":-’: f .
divalidasi dan = diputuskan r131ko | mana yang akan e
diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, r131ko o
dengan kriteria “sangat tinggi” - dan “vt1ngg1_1‘ : akan i ;
diprioritaskan untuk ditangani. A
| Form 8

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Op‘erasioﬁai OPD e

Nama Pemda : Pemerintah | Kabupaten XYZ,

Provinsi ABC Coo AT R
Nama OPD : Dinas K'efs‘ehatan : !
‘Tahun Penilaian : 2020 !

| Periode yang dinilai : 2020 _ |
Tujuan Stré.tegis : ‘VIemngkatkan e derajat e
N kesehatan masyarakat Sasaran‘ 7

» strategis - ~

Sasaran strategis OPD : Meningkatkan . derajat o

kesehatan masyarakat

Urusan Pemerintahan Urusan Wa_]1b Pelayanan Dasar ‘, 
? ' Bidang Kesehatan ~
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| Keterangan
1. Kolom a diisi dengan nomor urut -
2. Kolom b .diisi dengan kegiatan, tu_]uan keglatan dan iy
. sasaran keglatan sebagaumana tercantum dalam RKA
 SKPD g S
3. Kolom .c diisi dengan indikator kinerja tujuéﬁ/ sasaran =
kegiatan Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan i
4, Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang mempakan r131ko o .
 Kolom f diisi dengan Kode risiko : : . ‘
5. Kolom g diisi dengan ' Pemilik I'lSlkO p1hak/ unit yang
bertanggung jawab/ berkepentmgan untuk mengelola o |
risiko ' i
6. Kolom h diisi dengan penyebab tlmbulnya rls1ko Untuk
‘ mempermudah identifikasi sebab _ _
7. risiko, sebab risiko bisa dlkategonkan ke da_lam E Man,“_ _
Money, Method, Machine, dan Matenal ‘ ' ’
v ‘8.‘ Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/ 1nternal)
9. Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk :
mengendahkan penyebab risiko, atau UucC J1ka umt kerja"?‘”::: e
: vtldak mampumengendahkan pcnyebab risiko L ;
10. Kolom k diisi dengan uraian aklbat yang dltu'nbulkanzi S
 jika risiko benar-benar .terjadl ‘Untuk mempermudah_j :
‘_identiﬁkasi dampak  risiko, dampak ‘ ns1ko _ blsa:» '
d1kategor1kan ke dalam: Keuangan,: Klnerja, Reputas1 danj"' o
1L Kolorri 1 diisi dengan".a plhak/umt yang L

mendenta/ terkena da}npak jika r131ko benar-bena_r ter_] ad1 S i
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- 3) Analisis Risiko

Ana11s1s risiko adalah proses ‘utnuk- memahamL 1;]

: mengukur, dan mehentukan tlngkat eksposure suatu L

peristiwa risiko dengan pendekatan terpilih.- Analisis r1s1ko

: membenkan informasi berbasis buktl dan analisis untuk'}rf

membuat keputusan 5penanganan r1s1ko dan memberlkan” A

~ panduan pemilihan mitigasi risiko yang ‘akan dllakukan i

Analisis rls1ko menggunakan. peta rlslko dan krlterla ‘]f:" b "
dampa_k dan kemungkman Metode yang digunakan untuk Sl ‘
- menganalisis risiko adalah bowtze analysis.. Langkah-“* '

 langkah bowtie analysis dl_]elaskan sebagau berikut:

1. Gambarkan suatu peristiwa risiko tertentu. dalam" .

bentuk lingkaran sebagai pusat diagram.
Daftarkan penyebab peristiwa ¢ d1 bagian sebelah Kiri.
Hubungkan tiap penyebab dengan perlstlwa r131ko d1’ o
~ bagian tengah. ‘
4. Pcrhltungkan kemungklnan penyebab tersebut
menimbulkan peristiwa risiko. = ‘

Gambarkan faktor eskalasi (escalatlon control) yang -

. !Jl,

perlu dikontrol.

mungkin ada untuk tiap penyebab tiap faktor eskalasi

6 Daftarkan dampak perlstlwa d1 baglan sebelah kanan

- hubungkan tiap dampak dengan peristiwa r1s1ko d;

bagian tengah.

7. Perhitungkan dampak yang ter_]adl _]lka terjadl perlstlwa‘ o

risiko dengan mempertimbangkan penyebab- penyebab - F

dan risiko.
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, ‘3) Analisis Risiko

Anahsns risiko adalah proses utnuk memaha1n1

mengukur, dan menentukan t1ngkat eksposure suatuz

‘penstwva risiko dengan pendekatan terp111h Anal131s rlslko"’" i

memberikan informasi berbasis bukt1 dan anallsls untuk “3”[:{‘,

~ membuat keputusan penanganan’ ns1ko dan membenkan,;;;"],,',{j

panduan pemilihan mitigasi rls1ko yang akan dllakukan

L Anallsls risiko menggunakan peta I'lSlkO dan kr1ter1a;i_iki_:,¢_ i
k'da.mpak dan kemungkinan. Metode ya_ng dlgunakan untuk‘a o

menganalisis risiko adalah bowtze analyszs Langkah_g‘;;,’“;g” o

langkah bowtie analysis dijelaskan sebageu berikut:
b3

1L Gaxnbarkan suatu peristiwa r1s1ko tertentu da_lam

- bentuk lingkaran sebagai pusat dlagram ‘
2. Daftarkan penyebab peristiwa d1 baglan sebelah k1r1

3. Hubungkan tiap penyebab dengan perlstlwa I’lSlkO d1

~ bagian tengah. v S
4 Perh1tungkan kemungkinan penyebab tersebu‘r

 menimbulkan peristiwa risiko. "

»,1"5.‘Gambarkan faktor eskalasi (escalation control) yang .

. mungkin ada untuk tiap penyebab t1ap faktor eskalasl | |

| perlu dikontrol.

6. Daftarkan dampak peristiwa di bagian sebelah kanan

hubungkan tiap dampak dengan perlstnva r131ko d1'_:7"3

 bagian tengah.

7. Perhitungkan dampak yang terJadl _]lka terjad1 perlstlwaf, S

risiko dengan mempert1mbangkan penyebab penyebabt_ ~ :

i dan risiko.
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CAUSE : HAZARD. - EFFECT

'Drnu sed object
sl P%dtlx’.k

THREAT = EVENT.  CONSEQUENCE.
1) Menylapkan penilaian risiko. o | o 5
Sebelum proses analisis risiko. dimulai, beberapa hal

| .perlu dipersiapkan terlebih da.hulu Ikhtisar per31apan

penllauan risiko disajikan sebagau berikut:

. :.' ’A

Tujuan' - Menetapkan kriteria dan skalo dampak serta kemungklnun risiko

' - Meetapkan skala risiko yang dcpot diterima
Keluaran . - Skala dampak dan kemungkmcn |
: - Skala risiko yang dapat chtenma

. Pelaksana/Pihak Terkait : - Unit Pemilik Risiko ngkct Pemenntah Dceruh Eselon 2,3 dan 4 .
P - Fasmtator \
Waktu R Peﬁyusunon RPJMD L e
i - Dxrevnu/dnmutckhirkan setlcp ta hun pc:da suct penyusuncm KUA/ PPAS
Sumber data utama - Pedomcn Penilaian Risiko
- CSAFGD '

a) - Menetapkan kriteria dan .- skala : damPak "Servta'”' Fid,

- kemungkinan risiko. o S
b) Penetapan skala dampak dan kemungklnan agar:]' e
mengacu kepada pedoman ini, sebagalmana telah
disajikan pada lampiran Bab II Selain itu, penetapan»:

kriteria dan skala dampak serta kemungklnan dapat'

ditetapkan: melaiui FGD.
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c) Menetapkan t1ngkat risiko yang dapat dlterlma ‘

ngkat risiko dapat d1tentukan melalu1 perh1tungan skala_:_. s

.....

disajikan pada lampiran Bab I pedoman ini. e
d) Menuangkan kesepakatan yang d1has11kan dalam g
~ suatu dokumen. Semua kesepakatan yang d1peroleh agar it

dituangkan ke dalam dokumen.: Hasﬂ kesepakatan akan L
dijadikan acuan dalam tahap- tahap ber1kutnya e ‘

e) Menylapkan bahan-bahan

Untuk mendukung pelaksanaan penlleuan r1s1ko
- perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur _‘ :
- proses  kerja, peraturan'?““’ perundang—un‘dangan,v" Lo
struktur organisasi, hasil penilaian atas’ hngkungan

pengendalian, formulir kertas kerja pen11a1an r1s1ko a8

dan sebagainya. '

Penilaian risiko menggunakan perl'iitungan" ::

pengukuran nilai kemungkman keJad1an r131ko dan _
- dampak yang ditimbulkan . ‘oleh keJad1an | ns1ko‘:wﬂ
- Formulir kertas kerja dengan menggunakan 1amp1ran
- FRMO09 dan FRMO9A. |

Form 9

Formulir Hasil Analls1s RlSlkO

Contoh Formulir Kertas Kerja Hasﬂ Ana11s1s RlSlkO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ,
Provinsi ABC I -
Tahun Penilaian : 2020
Tujuan Strategis Pemda : Meningkatnya dera]at kesehatan 2l

B _ Masyarakat' -
‘Tujuan Strategis OPD ' Memngkatnya dera]at kesehatan

L - masyarakat’ S ' ,
v : % Urusan Wa_]lb Pelayanan Dasar Bldang
Urusan Pemerintahan Kesehatan »

Analisis Risiko' | |

8 "Riisiko" yang N Skala e
No - Teridentifikasi . K ode Risiko Skala Kemung- ‘S.k?la‘i'
f o [PampaK®) | pean ey Risiko |
al b C | da e | f=dxe |
I | Risiko Strategis | Ao R oo
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Penerapan PerilakuHidup

RSP.20.01.01.01 |

| belum memenuhi SPM
Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan

RSP.20.01.01.02_| .

II

Risiko Strategis OPD 1:

Penggunaan layanan
kesehatan rendah
(Persalinan tidak
dilakukan pada  faskes,
kunjungan ibu hamil
tidak teratur)

RS0.20.01.05.02|
| |

Kualitas pelayanan APN
tidak sesuai SPM
Kesehatan

RS0.20.01.05.03.

Sarana pendukung ANC

kurang'memadai

RS0.20.01.05.04 |-

Mutasi tenaga kesehatan
Terlatih

RS0.20.01.05.10 |

I

Risiko Operasional OPD1:

Dinas Kesehatan

| Data 'Ibu hamil

yang belum memiliki
jaminan kesehatanlainnya
dari kecamatan :
dan kelurahan

miskin{

ROO.20.01.05.02; ey

Perhitungan
.dana tidak tepat

kebutuhan

R00.20.01.05.03|

Proses cross check data

dengan BPJS dan

R0O0.20.01.05.04 |

| Jamkeskot yang

membutuhkan waktu

| oleh RS/Bidan (double

Adanya pasien yang
masih dikenakan biaya

claim)

R00.20.01.05.09 |- -

Penanggungjawaban
tidak tepat waktu

R00.20.01.05.10:- -

Pengadministrasian tidak

R00.20.01.05.11 |

tepat waktu
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| Laporan Realisasi

4
- ,ns1ko yang memang memerlukan perhatlan leblh terutama r131ko .

- yang berada di luar batas toleransi dan tlngkat I‘lSlkO yang akan

‘ d1amb11

- r1s1ko dan toleransi risiko yang menyebabkan r1s1ko r1s1ko,

'vTeratas namun apabila terdapat leb1h darl lO R1$1ko dengan' "

| Keyangan Triwulan:
‘Kesulitan mengumpulkan | | | | e
administrasi syarat R00.20.01.05.12 5 e o 15 ,
penéairan,yaitu Rl e R
- | kelengkapan klaim,
; berupa dokumentasi
| 8 | Kegagalan mengidentifikasi , b e
1 Permasalahan | ro0.20.01.05.13: ~ 5 | 4 | 20 .
':K’eterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut ; : |
Kolom b diisi dengan risiko yang ter1dent1ﬁka31 sesuau 1amp1ran"';{"‘
o 6a dan 6b Kolom c diisi dengan kode r131ko sesua1 lamplran 6a.
;‘da_n6b \ | v‘ thg
‘Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan .
~ perhitungan rata-rata/modus skala darnpak yang d1ber1kan‘.‘f f
‘peserta diskusi ' = e e
| Kolom e diisi dengan skala kemungklnan berdasarkan":{
“kperhltungan rata- rata/modus skala kemungklnan yang,’j
- diberikan peserta diskusi Sl
| Kolom f d11s1 dengan hasil perkalian antara skala dampax
o dan skala kemungklnan o
- Evaluasx RlSJ.kO

Evaluas1 risiko dllakukan untuk melakukan sort1r r131ko-

'Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur mem111k1 tlngkat;? l

dengan nilai 25 merupakan risiko- r151ko yangperlu perhatlan‘z;
'KepalaDaerah ' el o
o Sehlngga untuk setiap risiko dengan n11a1 25 ns1koi ('
tersebut harus dilaporkan sampai pada Kepala Daerah R1s1ko-ffi"f o
I'lSlkO yvang ada di unit kerja diambil 10 (sepuluh) R131ko_} _  3
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‘n11a1 25, maka selurun risiko dengan n11a1 25 tersebut harus
d11aporkan kepada Kepala Daerah melalu Koordlnator
Manajemen Risiko." Proses evaluasi RlSlkO d1fa3111tas1 dalam
Formulir FMRlOA ' :

Langkah pekerjaan dalam penyusunan prohl rlslko : e
1. Tentukan nilai RPN (Risk Pnonty Number) berdasarkanw’:"«."“v:f;

perkahan n11a1 D, K, dan Di. ; . :
2. Sort1r nsﬂco risiko yang perlu untuk menentukan kategon'?‘ o
. penanganan risiko, ' ‘ ’ ’ e
3. Untuk risiko-risiko dengan nilai yang sama, perhat1kan n11a1"‘5‘7.": L8
dampak, berikan RPN yang lebih t1ngg1 untuk r1s1ko yang
nilai dampaknya lebih besar. S e ﬁ
Terhadap -risiko yang akan dipfioritaskan untuk 4
‘d1tangan1, pemerintah daerah d1harapkan , membangun
pengendahan untuk menurunkan kemungklnan munculnyal 5
risiko (preventif), menurunkan dampak dari r131ko yangvf“:ﬂ

muncul atau keduanya.

3) Mengevalua31 Pengendalian yang ada dan yang leutuhkan S

tkhtisar Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan MR S :

,udoh oda xorkolt dongnn nsnto ycrng

Tujuon C : - Mongrdontilikosi pongondalian yang‘]
dipriontackan untuk ditangani (dikefcia) |

- Meanilol otektititas peongondalian yang ada
- Mongodcmnwtcx..: pongondatian yang rmasih dibu!uh\ccn!d:bangum

L Roluaron : - Doftor pangondalion ycmg ada untuk masnwg-mnslng rislko pr-orl:az :
: urunan veolib/ pilihan o
~ Hasil idoemitikasi pongoadatian ywang mcmlh dlbu:uhkon unwk mn-ing :
-masing risiko proritan urusan wajiy/piihan :

pPolaksana/Pinak Yorkait @ Stratagls Pemorintah Daarah :
: : -~ Sokda solakus Koordinator
- unit )Pﬂ-nmk Risiko Yingkat Esxion 2 (kopﬂla OPDISK!’D don Kabog!a(nbid
OPD .
~ Fasilitotor !
Strategis {(Entitas) OPD
.« Xopaia OFD
- Unit Pomitik Risiko Tingkat Esoion 1, dan 2
- Fazsilitator
Operasional OPD
- Kepalo OPD
- Unit Pemilik Rissko Tingkat, Eselon 3 dar; a3
- Fasilitator i

waktu ! Strategls Nm«inwh Daarah .
: H ' e Panyusunan RPIMD :
~ Diroviy/f dimutakhirkan totiap lohun poda saat perwyusunan KUAIPPAS o

1 Stratogis (Entitas) OPD ) sy
i - Podo saat panyugunan Ronstra ORD - :
B - Direviuf dimutakhirkan soetiop mhun podo saat perv;rwunon RKA-OPD
E Oporasional OPD ) )
§ Pada saat penyusunan RKA-OPD

3 Surﬁb?r agu'; utamo :  CSA/FGD
- Penilaian . terhadap pengendalian yang ada & ‘mencakup_j
pen11a_1an kebijakan dan prosedur yang d1m111k1 1nstans; o .

pemenntah dalam rangka mengelola r1s1ko yang d1pnontaskan =
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Kebl_]akan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya d1n11a1
efektifitasnya. Pengendahan d1nyatakan t1dak efektlf antara
.Jlaln_uka CERE A g
’ a Kebijakan dan Prosedur pengendallan sudah dllakukan,w
| namun ‘belum mampu menanganr '\ I'lSlkO yana' |
i "terldent1ﬁkas1, L o
| b Prosedur pengendalian belum dllaksanakan G
£ c) . Kebuakan belum diikuti dengan prosedur baku yang Jelas
d) ‘- chijakan dan prosedur yang adatldaksesualdengan
lperaturan dlatasnya ETE o
Sebaga1 contoh, dalam Penilaian R131ko Operasmnal Dmas
: Kesehatan pada Kabupaten XYZ, langkah 1n1 dllakukan
j sebagal berikut : St . ,i b
a) RlSlkO Operasmnal Data Ibu ham11 m1sk1n yang belum
o i memlhlq jaminan kesehatan 1a1nnya darl kecamatan dan
- kelurahan belum ada. - L ey
(] Kebijakan yang sudah ada untuk menangan1 r1s1ko 1n1
adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fls1k (Permenkes
~ Nomor 3 Tahun 2019). ' : ,‘ B
‘(2), Pemlalan efektfitas pengendahan yang ‘d dan‘“3
- kelemahan pengendalian (celah pengendahan) G

. Celah pengendahan ini contohnya seper’u pengendahan yang i

G , adabelum mampu menangan1 I‘lSlkO ya_ng ada pengendahan- 0
yang ada tldak sesuai dengan peraturan d1atasnya,
: pengendahan belum diikuti dengan prosedur baku yang Jelas ji
| pengendahan belum d11aksanakan, atau pengendahan mas1h‘-
L lemah (masih ada risiko lain yang t1mbu1) e i
(3) Meng1dent1ﬁka81 pengendalian yang ma31h chbutuhkan:
Beberapa kebijakan yang masih perlu dlbangun oleh
PemerintahKabupaten XYZ untuk menangan1 r1s1ko
pada. Urusan Wajib Kesehatan - antara lai_ adalah
Evaluasl ~atas In*plementam (Permenkes Nomor 3 Tahunj
B . 2019). : ey ]‘ ol
o (4) Penetapan penanggungjawab pengendahan yang}
| ;“dlbutuhkan Penanggung Jawab pengendallan yang
dibutuhkan terdiri dari pihak- plhak yang berkompeten o

berwenang, dan terkait dalam membangun
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pengendahan yaitu Kepala B1dang
“4) Mcnyusun Rencana Tindak Pengendahan (RTP)

Ikhtisar Penyusunan’ RTP

- Mengidentifikasi Ranconc deok Pengendohan (RTP) untuk mengotusv
kelemahan lingkungan pengendalaian

- Mengidentifikasi RTP untuk mengotasi risike pada tlngkat strctegls ‘
pemerintah daerah, tingkat strctegns (enmcs) OPD, dan tlngkct oper

oD
i :
Keluaran : - Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengctasl Rislko s
i{ v - Rekapitulasi RTP . ; :

¥

Pelaksana/Pihak Terkait :

Tujuan

Strategis Pemerintah Daerch
- Kepala Doerah -
- Sekda selaku kordinator s '
- Unit Perigeloala Risiko Pemda (Kepolo doe!ch dan kepalo OPD/SKPD) ;i
- Fasilitator . I
Strategis (Entitas) OPD
- Kepala OPD
- Unit Pe)mmk Risiko Tingkat eselon i otau 2 (Kepala O"D/SKPD dan Kobcg/
kabid

- Fasilitator (opsional)
Operasional OPD
I : - Kepala OPD

| ' - Un't Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 atau 4 OPD
: - Fasilitator (opsionat)

ktu . Strategis Pemerintah Daorah
.= Penyusunan RPJMD s
- Dirgviu/ dimutakhirkan setiap tohun pada saat penyusunon KUA/PPA e
Strategis (Entitas) OPD : fh

- Pada saat penyusunan Renstra OPD L 1
4 . - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA—OPD
i Operasional OPD G o
Pada soat penyusunan RKA-OPD ‘

e —4.1'4‘;,};.',0,..

Sumber data utama CSAfFGD

'::RTP merupakan kebl_]akan / prosedur yang akant.
»'untulx membangun pengendalian' yang d1per1ukan f guria
- _‘mengatas1kelemahan lingkungan pengendahan 1nter dan

‘mengatasi risiko prioritas yang. sudah ter1dent1ﬁkas1

kaangkah kerja penyusunan RTP dapdt d1gambarkan ”ebagau
benkut

Merumuskan

* Tindokan untuk .

. Nengtios
Kalemahan

- lingkungon
‘Pangendalion

I Dibutuhkon dalam

erumuskan Kég'mtun
Pangendalion yang

Rangio Mengatas:
Risiko

Menygloraskan
Rencana Tindak
Pengendation

don komunikosi otos
- risika dan RIP

momtmmg don

-~ evaluasiRlp.




)

Merumuskan Tindakan untuk Mengatas1

Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan ‘, kelemahan{f *

lingkungan pengendalian yang telah tendent1ﬁkas1 d1buat:; i o

Sebageu v contoh

pengendalian.- .
kelemahan .

RTP 11ngkungan

berdasarkan

pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form 2, S

selanjutnya disusun Rencana T1ndak Perbalkan untuk'

‘Kelem.‘a‘h‘an‘; e

hngkungan‘~ o

' Contoh Formulir Kertas Ker]a e
Pemlalan atas Kegiatan Pengendahan yang Ada dan Masih leutuhkan_ S

Llngkunga_n Pengendallan sebagalmana sebagau berlkut |

Penyeles

12020

Nama Pemenntah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Pemlalan 1 2020 b A0
. ’ -Target - |
Rencana Tindak - Penanggung| ek
No.- Kdndnsx Lingkungan PerbaikanLingkuhgan 5jawg§ll:' Bl Waky
Pengendallan yang Pengendalian .- .. o a
Kurang Memadai . " Ry
P , ‘ \ » aian
a B ' C d e
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika . D
1 Banyak terjadi Analisis/kajian Kelemahan Inspektorat. friwulan |
‘pencopotan/mutasi Pengendalian kepatuhan ‘ o111 20200
pejabat daerah karena hukum
tersangkut kasus hukum

II ' | Komitmen Terhadap Kompetensi _ : i

1 Pegawai belum Penyusunan peta ' ¢ BKPSDM . ' |Triwulan.|
‘ditempatkan sesuai kompetensi dan perbalkan e S| 1120200
dengan kompetensi dan SOP penempatan pegawai o
Pengalaman - : ‘

-2 Kualifikasi dan kompetensi | Recruitmen dokter dan Dinas = Triwulan . S
Dokter serta tenaga tenaga kesehatan ' kesehatan 1112020 - i
kesehatan di RSUD Kab. : ‘

XYZ belum memenuhi
kebutuhan akan

- pemberian
pelayanan kesehatan di
Era JKN

1 Kepemimpinan yang kondusif ,

1 Pimpinan belum ‘Penyusunan kebijakan Sekda | Triwulan| -
menetapkan kebijakan Manajemen risiko. e ‘
Manajemen risiko L ‘ M .

2 Rencana strategis dan Penilaian risiko re',r_it:ana ‘ Sekda, BPPD' | Triwulan 8
rencana kerja pemda strategis dan rencana kerja : -
belum menyajikan :
informasi merigenai risiko
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3 Pelayanan pasien BP]JS di Evaluasi pemberian layanan| Inspektorat Triwula
Kab. XYZ belum optimal dan kepatuhan regulasi : R G
dan terdapat regulasi ' e o |2020

.Dinas Kesehatan ~
Kabupaten XYZ tidak
berjalan $ebagaimana
mestinya yaitu ketentuan
mengenai praktek dokter
IV | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
SDM ‘ an

1 Pemda belum | Sosialisasi budaya risiko ‘Sekda. | Setiap :

‘ menginternalisasi budaya | pada setiap rapat bulanan | . | bulan |
sadar risiko A 2 S SRR R LY T

2 Belum terdapat Kajian rancangan BKPSDM | Triwula |-

: pemberian reward pemberian reward dan/atau| S T (B S
dan/atau punishment punishmentatas "« = : ) o2020 [

: atas Manajemen risiko Manajemen risiko - L R R

3 Evaluasi kinerja pegawai Kajian rancangan. . - BKPSDM ., Triwula
belum dipertimbangkan perhitungan hasil Kinerja - | .~ . = S Hn‘I_, . b
dalam perhitungan terhadap penghasilan 0 p 2020 |
Penghasilan - A : :

4 | Anggaran pengembangan | Kebijakan efisiensi © | BKPSDM | Triwula |

| SDM belum memadai penggunaan anggaran clEsE L e e L,

. - 2020

5 Pemerintah Kabupaten - Penyusunan strategi N Dinas: Triwul |
XYZ belum memiliki - | pemenuhandan | ‘kesehatan | anlIl | N
strategi dalam ' pendistribusian SDM - o 202 )
pemenuhan dan kesehan (Rekomend351 : : 0
pendistribusian SDM BPK) S ‘ o oy
kesehatan ‘ s

6 Pemenuhan tenaga Perbaikan sistem | RSUD-  ‘.: |Triwula |
kesehatan di RSUD Pemenuhan tenaga Kabup - | nlIl | .
Kabupaten XYZ belum kesehatan di RSGD - ‘aten 2020 |
memperhatikan tingkat ‘Kabupaten XYZ . - XYZ L R S i
kebutuhan dalam e .
pemberian

V | Perwujudan Peran APIP yang Efektif - , ;

1 Inspektorat Daerah belum | Perbaikan prosedur - Inspektorat |  Triw |
melakukan audit kinerja | pengawasan kinerjadan .. ' S B
atas penyelenggaraan penyusunan PKPT -~ . | . | e EVE
urusan kesehatan dalam | n9pektorat c . S
. . . : . : 20
tingkat strategis ' L 20

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomaor urut

Kolom b diisi dengan kondisi 11ngkungan pengendahan yang
kurang memadaiKolom c diisi dengan perba;kan yang akan
dilakukan , ‘ . , |
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung Jawab untuk

menyelenggarakan kegiatan pengendahan

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
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b) Merumuskan Kegiatan Pengendahan yang D1butuhkan.g;
jdalamRangka Mengatasi Risiko. . “ " |
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendahan

-  yang. dlperlukan dalam mengatasi I‘ISIkO Dalam menentukan

-pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatlkan respon
risiko. Respon risiko membantu 1nstan51 pemermtah dalam
memfokuskan kegiatan pengendahan yang d1per1ukan untﬁk

"memastlkan bahwa kegiatan pengendallan d11akukan dengan

i tepat. Respon | risiko terdiri dari beberapa p111han, yaltu o

. ) Menghmdan risiko (avoid) SionioRs i .

S Menghlndan risiko dilakukan dengan cara tldak memula_1 ‘
~atau tidak melanjutkan keg1atan yang dapat‘
' memngkatkan risiko. Penghmdaran ns1ko dapat menjad; -
‘tidak tepat jika individu atau 1nstans1 ber31fat menola.k" ;
r131ko Pengh1ndaran risiko secara tldak tepat Jusktru”

dapat meningkatkan s1gn1ﬁkan31 I‘lSlkO 1a1nnya atauj‘ff

‘ mengaklbatkan h11angnya peluang memeroleh manfaat

(abate) Respon ini dilakukan aengan cara menguba.h_

- kemungkinan munculnya rlslko agar kemungklnan,

: terjadinya hasil yang negatlf dapat berkurang Istﬂah”‘
lain yang juga d1gunakan adalah pencegahan

- (prevention). sl e
';(3) Mengubah /mengurangi konsekuen51/ dampak r131ko
 (mitigate) Respon  ini d11akukan i dengan cara
o mengubah/ rnengurang1 konsekuen31/ dampak ns1ko
’ agar kerugian menjadi berkurang Istﬂah 1a1n yang _]ug
e d1gunakan adalah penanggulangan Abate dan mltlgaté
: terkadang dlsebut dalam satu 1st11ah yaltu mengurangl

r151ko (reduce).

. (4) Membeagi risiko (share) atau mentransfer r1s1ko

’(5)‘ Respon ini melibatkan pihak 1a1n (kemltraan) dalam
i menanggung atau’ berbagi sebaglan I‘lSlkO ‘ Contoh
- mekanismenya antara lain mehputl kontrak kontrak

~ asuransi, dan struktur organ1sas1 sepert1 kemltraan dan
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Jomt ventures untuk menyebarkan tanggun.awab dan
kewajiban. - Terkait dengan pembag1an I’lSlkO dengan
instansi lain, umumnya akan terdapat b1aya ﬁnanslal
- atau manfaat yang timbul, mlsalnya prem1 asura.n81,_
agtau upaya kerja sama - pemblayaan (sharlng‘
ﬁemﬁiayaan) Jika risiko d1bag1, balk keseluruhan |

‘maupun sebagian, maka 1ns’car;si‘ ’yang# rine,ntr‘a;:isfc;r‘;

risiko mendapat risiko baru, yaltu 1nstan31 1a1n yang*
~memeroleh  transfer risiko tersebut tldak dapat
| ‘mengelola risiko itu secara efektlf o

(6) Menerima  atau mempertahankan ﬂ rls1ko

4 (accept/ retam) | ' i i |
Setelah r1s1ko diubah atau dlbagl, maka akan ada

risiko tersisa yang dlpertahankan Pada kasus ekstrem -
~dapat terjadl suatu instansi tldak memlhkl p111ha_n?:f;’
respon yang lebih baik, selaln menenma r151ko,if"
\ tersebut RTP tersebut dltetapkan balk untuk R131ko‘_;:
: Strateg1s Pemerintah Daerah, Strategls: (Entltas)?:*l

- Perangkat Daerah, dan Operasmnal Rencana deakf‘ﬁf:
Pengendalian tersebut rnehputl Pengendahan yang
= leangun untuk Mengatasi R1$1ko Penanggung Jawab
dan Target Waktu Penyelesaian. e L S

Sebaga1 contoh pada penllalan : RlSlkO untuk

~ tujuan strategis : i e
}v “Meningkéttkan . derajat kesehatan - masyarakat”“"
glisajikan ‘ sebagalmana form (kolom g -i), i
A selengkapnya keglatan pengendahan atas‘.‘ rlslkof.“
- prioritas dan RTP-nya disajikan dalam form 1O :
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Contoh Rencana Tindak Pengendallan untuk Mengatasn RISIkO G

~ Narisa Pemerintah Daerah . Pemerintah Kabupaten XYZ

- Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis ; Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 4
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

~ Urusan Pemerintahan

1 Pelayonankesehatan belum

@ memenuhiSPMBidqng Kesehaton - kesehutan
1 Risko StroteglsoPD Dinas
" Kesehatan (2019-2023)

. merupakan.

ﬁe_rnyataan'Risiko'

Safana pendukung ANC kurang
memadgi

bentuk

munculnya risiko (abate)”.

‘Evoluasiotos mplementosi

SOP Alct Kalibrasi

Fvolusiotes Impleméntosi

Standar Peloyanan "
' Puskemas .
i Risiko Operasional OPD: Dinas
Kesehaton (2019)

1 Datalbuhomil miskin yang belum  Evaluasi atas lmplementcsl _
~ memilikijominan kesehatan (Permenkes Nomor 3Tohun -
loinnya dari kecomatan don 2019) |

- kelurahan belumoda ’

dari
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- Kcterangan

i SOPnya Contoh SOP Pemehharaan Gedung dlber31hkan 23
kali sehari. Kolom e Diisi dengan alasan t1dak efekuf |

o vKolom f diisi dengan pengendalian yang ma81h dlbutuhkanf‘f

| '-y‘.'»'menyelenggarakan kegiatan pengendahan Kolom h d1ls1ii “

"ﬁ dengan target waktu penyelesaian RTp

Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b d11s1 dengan_

risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode I‘lSlkO Kolom d :

- diisi dengan . uraian pengendahan pengendahan yang

i sudah ada/ terpasang. Agar dlungkap tldak hanya nama_

 (1) Kebljakan dan  Prosedur pengendallan sudahv
o ~ dilakukan, namun belum mampu menanganl rISIkO?
‘ yang teridentifikasi; BN

i :(2) Prosedur pengendahan . belum/tldak ‘3]:;“' apat
_dilaksanakan; b o
(3) Kebl_]akan belum diikuti dengan prosedur baku yang‘f

Jelas 7 |
| (4) Kebijakan dan prosedur yang ada t1dak‘ sesua1

~dengan peraturan diatasnya. "
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung Jawab untuk‘:n

»dengan target waktu penyelesalan RTP Kolom e Dns
~ dengan alasan tidak efektif: Lo |  3 S
‘; - Kebuakan dan Prosedur pengendahan sudah dllakukan i

‘namun belum mampu menanganl r131ko yang;w

'teridentiﬁkasi, . S din
S Prosedur pengendalian belum/tldak dapat
| “"dilaksana'kan | ! e | L
‘ -:.'Kebuakan belum diikuti dengan prosedur bakuj
~ yang jelas, e S
— Kebuakan dan prosedur yang ada t1dak sesualf
‘ "dengan peraturan d1atasnya E ’ S .
'; ; Kolom f diisi dengan pengendalian yang ma81h dlbutuhkan-":

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung Jawab untuk' -

imenyelenggarakan kegiatan pengendallan Kolom h 'd11s1‘f‘f
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B

 dan menyelaraskan kedua rencana t1ndak perbalkan it

_ pengendaha_n tersebut sehingga dapat menghlndarl duphkasr‘;‘;j* :

d

Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendahan

~ Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana i ‘
Tindak Pengendalian, yaitu rencana t1ndak perbalkan i

lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaukanf;

kegiatan pengendalian. Terdapat kemungklnan merupakan ;  } i
bentuk adanya kebutuhan terhadap pengenda_han yang sama ;
atau berhubungan dari kedua RTP tersebut Oleh sebab jtu, i

rpada tahap ini perlu memperhatlkan kemungklnan tersebut 4 e

‘rencana tindak perbaikan pengendallan

Menyusun rancangan informasi dan komun1kas1 atas RTP
‘Rancangan informasi -dan komumka51 | merupakan’_‘ |
 rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar
pihak-pihak yang terlibat dalam pengendahan mengetahul"““ i

‘keberadaan dan menjalankan pengendahan sesual : yanguf

d11ng1nkan

Contoh jform rancangan pengomun1ka51an pengendallan‘_g,;f',

yang dibangun disajikan sebagai berlkut

~ Contoh selengkapnya Eentuk Jorm rancangén Pengomum_‘,;.
- kasianpengendalian yang dibangun d1saJ1kan dalam form 1 1, e
Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Rls1ko dan
RTP. Rencana Tindak Pengendahan perlu memuat‘:,“.“”
mekanisme pemantauan yang akan dljalankan untuk;;fﬂ_. i
_ "memastlkan bahwa risiko dapat d1pantau keterjadmnnya. :

‘dan pengendahan yang telah dlrancang dllaksanakan dan; o

bte alan efektif.

Contoh form rancangan monltormg/pemantauan riSiko i

dan RTPdisajikan sebagaimana form 12.
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3. Keglatan Pengendalian e iy
 Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbalkan yang "
akan dllaksanakan untuk mengatas1 kekurangan ',“3"1 ] |
pengendahan yang ada, langkah selanJutnya yang perlu"v‘:‘:f:‘;_’
dllakukan adalah menerapkan  Rencana | Tindak
Pengendahan Implementasi Rencana Tindak Pengendahanng‘*f‘
meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: el
Pembangunan 1nfrastruktur yang. mehputl penyusunan*"f"
,j. atau penyempurnaan kebgakan dan prosedur sebagalf":
,'tlndak lanjut dari RTP. Keg1atan pengendallan dlbangun:; B
dalam rangka mengatas1 risiko. Infrastruktur pengendahan P
~ yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendahan
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangkaf‘ff“:‘f“
membangun infrastruktur pengendahan mehput1 - '} |
| 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP ﬁnal peraturan
perundang—undangan - kebijakan pengendahan, ~dan |
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan .
infrastruktur pengendalian yang akan dlbangun e
2 Unit kerja yang bertanggung Jawab atas’ area area-‘f‘;f;f
yang sistem pengendaliannya perlu dlbanngn atau ?,
d1perba1k1 dapat membentuk tlm penyusun kebgakan‘
dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan;jfi_;‘,';
kegiatan dalam dokumen A perencanaan : apabllafj
diperlukan: B e e
-3} Membuat atau menyempnfnakan l v,:infrastr"‘uktuf.’j‘j:“ S
- pengendalian; R Py
4 Melakukan uji coba penerapan péngendalian; o
 5) Menyempurnakan rancangan 1nfrastruktlir 5
pengendalian berdasarkan has11 pelaksanaan u31 coba

6) Menetapkan penerapan 1nfrastuktur pengendahan

b. Terhadap semua 1nfrastuktur pengendahan yang telah
dibuat, instansi pemerintah menglmplementamkanﬂf’
kebijakan dan prosedur ke dalam keglatan operas1onal%;§’ :
sehari-hari yang harus ditaati.’ .oleh seluruh pe_]abat

pegawai, masyarakat dan pihak terkalt lalnnya .
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4.

Informas1 dan Komunikasi

-Pemerintah daerah harus memastlkan telah terdapat
komun1ka81 internal dan eksternal’ yang efektlf dalam setlap,»“"";“"::’
tahapan Manajemen risiko, seJakpemla.la.n kelernahan

11ngkungan pengendalian, proses pemlauan r181ko dan it

pelaksanaan kegiatan pengendahan
\h . |
Terkalt dengan pelaksanaan keglatan pengendahan e

setelah pemerintah  daerah menyetuju1 | 1nfrastruktur L ,f,
- pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka me'ngatasi}‘f "
 kekurangan pengendahah yang ada, pemenntah daerah perlu”“\{“ :

mengomunikasikan pengendalian yang dlbangun kepada

pihak-pihak terkaut misalnya Kepa_la Perangkat Daerah

Blro/ Bagian Hukurn pelaksana keg1atan dan sebagalnya T
Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendallan telah “_?
dlsampalkan dan dipahami oleh semua pihak terkait mlsalnya"wj‘,f‘ g

Kepala Perangkat Daerah, pelaksana keglatan masyarakat |

'APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomumka‘slanb B

sebagaimana tertuang dalam dokumen - RTP. Contoh}f‘ |

pengomun1kas1an antara lain dalam bentuk

a. Surat Edaran dari pimpinan K/ L/ D kepada un1t kelja atas f‘ "f“' :i'_

pemberlakuan kebijakan;

b. Kebijakan d1—upload dalam situs resml pemenntah daerah:,f
(dntara laun JDIH) yang dapat dlakses oleh seluruh p1hak e :

yang berkepentingan;

C. Sos1ahsa51 /workshop/diseminasi yang dibuktikan mlsalnya - sas

dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan daftar

~ hadir, foto pelaksanaan, dst.

- Pemantauan pelaksanaan - pengomun1kas1an;'}f7~~‘:
menggunakan rancangan pengomumkasmn yang sudah'
-dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informas1 dan:
Komunikasi RTP. Koordinasi Pengomun1kas1an dan :

pencatatan realisasi pengomumkasmn dﬂakukan 01 eh UPR i

Pemenntah Daerah untuk pengomunﬂ<a31an terkait RTP(‘i:

atas Risiko Strategis Pemerintah, Dacrah, dan oleh UPR

Tlngkat Eselon 2 untuk pengomunlkasmn RTP atas R1$1ko‘_fj‘_’ i

}Strategls (Entitas) Perangkat - Daerah dan | RlS;ko-jsc
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Operasional Perangkat Daerah
" Contoh pencatatan realisasi pengomun1kas1an dlsa31kan L

- sebagai berikut:

WWMMMMMW

 Rencang

Reqlicogi-
" Wakty

ngoms - : lksanaon
P*f’9°f"“ D e S cel Peloksanaan
nikasian - . nemantouan

(eteongon . S

1 eoimeophoos o sekdu,soppe Dot st — g Wdeoms

e ooowwo L Gnd
'ﬁ 1 Evuknsictus'uﬁpleinentosi bopafact i Softis 1 Féﬁm&i2019  Tchdooione. pe
WPl e ettt an-mg o Gt
3 oboscosimpertns Rl fs Soflis i Ie!'ahcﬁlaks.aqakon&“ -
o M e ettt oy dpndouon;:m S

4 ohesolsimenenod Rl Dig Sofinas I&an! it Ie}lahtﬂlaks‘ar}akun&
Pomstistomod ot fdoor fehon etholontedeld | il
W w0 N

5. Pemantauan
o Perﬁantauan dilaksanakan oleh _pimpin_anv“ secara

berjenjang mulai dari Kepala Daerah,'K':e;“Jala Perangkat Daerah - : |
(Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat - E

" Eselon 3), Kepala Sek31/ Kepala Sub Bag1an (PeJabat Eselon 4) f_:
sesuai dengan ruang lingkup - dan kewenangannya e
Pelaksanaan pemantauan Manajemen 1”1311{0 pemermtah'ﬁ o
‘daerah oleh Kepala Daerah dapat dldplegamka.n kepada Unit
- Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab - me‘ma_ntau. i
pelaksanaan Manajemen risiko pada UPR. 'Asis'ten’ Sekretaris b
‘Daerah dapat bertlndak sebagai - un1t kepatuhan pada:"‘ i

- Perangkat Daerah. . L
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Pemantauan dilakukan untuk memastlkan ~setiap

tahapan Manajemen risiko telah dﬂakukan sesuai denganvv‘f-_gi

ketentuan
| pengendalian, proses penilaian

' kegiatan pengendalian.

risiko, dan pelaksanaan

Terkait dengan pelaksanaan keglatan pengendallan .
sesuai Rencana Tlndak Pengendahan yang telah d1susun,‘
pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan . atas‘ e

pelaksanaan pengendalian sesuai 1nfrastruktur pengendallan“

sejak penilaian kelemahan llngkungan_zif_ i

yang telah dibuat. Pemantauan atas. keglatan pengendahan L

bertuyjuan untuk memastikan bahwa pengendahan yang telah -
dlré.ncang, telah dilaksanakan dan berjalan ~secara. efektlf

Pencatatan pemantauan dapat menggunakan forrn 12

Rancangan Momtormg dan Evaluasi atas Pengendahan Intern‘_iz‘;: .

" yang telah diisi realisasinya (kolom f—g)

mmmgmmwmmmmmmw

Nmmmm NMMMXYZ
' Monlighatian Darisd Kesehaton Me
Urummﬂa}m ” mmmmmm

Keglaton pengendu“- Bentuk/Metode ! Penogggung W k ‘ ' . o
pemontouan | OO0 WU peicasifioity |
- yong dibutufkan yaig. - Pemantauon POSDOON  paicenon g

- digarkan . ;- * pemontouan,

| Relumentenagahonorer Konfimas | Gugnanckh - Okleber,” o Oktober - Momtonngtelch

. leseheton pesiponden  epolaDigs  Nowember - Movember, dloksmalon,
bpoon esgholon . Desembe ey ddekumente-
eoboon Gl o dodn
kegaton Mg~ b

i el : el
i o inspektorat
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b
Sela,ln itu, dalam rangka pendokumentasmn keterjadlan:.}.'; N
| I‘lSlkO yang telah teridentifikasi, maka pemermtah daerah perlu |

membuat catatan mengenal kapan rls1ko tteadl (I‘lSk event)[ N

dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan.yﬁa
,tu_]uan untuk mengetahui tingkat keterjadlan I'lSlkO da_n'»

| efektivitas pengendallan yang telah d11aksanakan

. Form pencatatan kapan . texj;adlnya 5 rlsiko:, ,yang:‘ b
‘terldentlﬁkam menggunakan form 12. | o |
Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerlntah Daerah e
untuk pengomun1kas1an terkait RlolkO Strategls Pemermtah:
Daerah, dan oleh’ UPR Tingkat Eselon 2 dan 3 terkait. dengan
R1$1ko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasmnaljj;‘ ]
Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan reahsam keJad1a1;” B

' risiko yang dapat diilustrasikan sebagéimana’ berikut:

cantoh'rimaki?az g@nﬂaﬂmumkwmb

pengendohan yang : ‘ .
Pernyotaan . Target
Risiko e bangun untu ’ - Penyelesaiafl

Risiko Strategis
Pemerintoh Doerah

1 - Pelayanan kesehatan Evaluasi atas . walikota Crriwulantt st
- belum memenuhi implementasi SOP R i
SPM Bidang Persalinan
Kesehatan B
] Riciko Strategis OPD: =
v Dinas Kesehatan Co ¢
(2019-2023) ' : BEES
1 Sarana pendukung Evaluasi atas . Képcla Dinas TrMUldn N
ANC kurang Implementasi SOP - AR e RS
memadai . Alat Kalibrasi
Evaluasi atas = Kepala Dinas ;‘Tﬁw‘bloh ui

" Implementasi nr
Standar Pelayanan

, Puskemas
‘m Risiko Operasional
OPD: Dinas
Kesehatan (2019)
1 Data lbu hamil miskin  Evaluasi atas i Kepala Bagian  Triwulan|
. : 8a ; EERLE
yong belum memiliki Implementgsi R pale ‘g'cn- anuflansl5 ;
jaminan kesehatan (Permenkes Nomor 3 ’
lainnya dari Tahun 2019) W
kecamatan dan ' L
kelurahan belum ada "
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Selaln pemantauan yang d11aksanakan oleh p1mp1nan &

1

dalam setiap t1ngkatan,

terp1sah dapat dilaksanakan oleh

Penanggung jawab Pengawasan Manajemen Risiko.

Penllalan Risiko Khusus
' Selain terhadap program ker_]a,

pemantauan ‘dalam bentuk evalua81 | .

Inspektorat sglaku

Manajemen Risiko juga

; ‘dlllakukan terhadap aktivitas tertentu., misalnya pekerjaa_n d1 HECATRY

I,' B

luar APBD/DPA.

Manajemen Risiko dntuk akthltas khusus ini d1lakukanfﬂ T

~dengan menggunakan formulir- formuhr yang sama dengan’_ o

L Manajemen Risiko terhadap program kerJa

'BAB V. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntablhtas Manajemen‘ i e
risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkalt
dengan Manajemen risiko setidak-tidaknya berupa, e

~ Laporan Pelaksanaan Penilaiari: Risiko dan Laporap b e

Berkala Manajemen Risiko Pemerihtah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Pemlalan Risiko

Keglatan penilaian risiko yang. terd1r1 dar1 pemlalan._f? .

risiko strategis pemerintah d_aerah, penilaian risiko S

Hasil Penllalan 'Risiko atau Lapora_n Pelalxsanaan‘ o

Penilaian RlSlkO

strategis (entitas) Perangka‘f Daerah/ SKPD 'dan

penilaian risiko operasional perlu d1susun Laporan L

Laporan pelaksanaan penllalan risiko d1buat oleh UPR L

~ disampaikan kepada Bupat1 dengan tembusan kepada”‘f

Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal

Sebelum difinalkan, draft dokumen ‘hasil pen11a_1an';[‘

- risiko ' tingkat strategis pemermtah daerah perlu']""‘,

dibicarakan dengan Bupat1 da.n p1hak yang terkalt

sedangkan draft dokumen has11 Pemla.xan I‘lSlkO tlngkat,“ il

strategis Perangkat Daerah . (entltas) dan tlngkatm,_;:_

operasional Perangkat Daerah perlu d1b1carakan .

dengan Kepala Perangkat Daerah dan p1hak yang ]
terkait. : *
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B. Pelaporan Berkala Manajemen RlSlkO oleh UPR

Pelaporan Manajemen r1s1ko d11akukan secara

‘tr1wulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tlngkat”f;"»_"

entitas Pemerintah Daerah d1koord1nas1kan oleh UPR_

Pemerintah Daerah, sedangkan’ untuk tlngkat‘stratcgm- e

Perangkat Daerah dan tingka‘t‘"operasional 'Péré.ngkatf*f 3 

Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tlmgkat Eselon 2
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagau benkut

1. Laporan tingkat Unit KerJa mehputl

a.- Laporan Risiko dan RTP ‘tingkat operas1onalf S

sesuai dengan urusan yang dltanganl oleh setlap.‘ :

 Unit Kerja Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tlngkat operasmnal Loy

sesuai dengan urusan yang dltangaru oleh setlap‘.f_ o

Unit Kerja Tahunan. ‘
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah mel1put1

- a. Laporan Rls;%{o dan RTP. t1ngkat strategw (entltas)}ffjf

Perangkat Daerah dan Operasmnal sesua1 dengan s

urusan yang d1tangan1 oleh set1ap Perangkat“f"'

Daerahn Trlwulanan

b. Laporan Risiko dan RTP t1ngkat strategls (entltas) f:.

Perangkat Daerah dan’ Operasmnal Perangkat : ‘

Daerah sesuai dengan urusan yang d1tanga_111";j.

oleh setlap Perangkat Daerah Tahunan
3 Laporan Tingkat Pemerintah: Daerah mehputl

- a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tlngkat-f“‘i

Strategis Pemerintah Daerah Trlvvulanan

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tlngkat o 1

Strateg18 Pemerintah Daerah Tahunan
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C. . Laporan berkala pema.ntauan Mana_]emen R1s1ko oleh
- Unit Kepatuhan Internal | e ‘ (e
Laporan triwulanan dan tahunan keglatan pemantauan *
Manajemen Risiko disusun oleh Un1t Kepatuhan Internal ‘, 3 ; ;  T
yang dlsampalkan kepada Kepala Daerah dengan

. tembusan kepada Sekretaris Daerah

' BUPATI TANJUNG/JABUNG TIMUR,
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